BAB 1
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang

Suatu negara tentunya memiliki tujuan untuk menyejahterakan rakyatnya. Dalam
rangka mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan adanya aksi nyata untuk mewujudkan
kehidupan bangsa yang bermanfaat bagi pembangunan yang berkeadilan secara bertahap
dan berkesinambungan. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam
mewujudkan kesejahteraan masyarakat yaitu dengan menumbuhkan kegiatan keolahragaan.
Sebab, kegiatan olahraga dapat menumbuhkan jiwa dan raga yang sehat bagi masyarakat.
Keolahragaan juga merupakan upaya meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia
secara jasmaniah, rohaniah, dan sosial demi mewujudkan masyarakat yang maju, sejahtera,

adil, dan makmur sesuai Pancasila serta UUD 1945.

Pemerintah Indonesia selalu menggaungkan semboyan “memasyarakatkan olahraga
dan mengolahragakan masyarakat” dengan tujuan untuk memelihara dan meningkatkan
kesehatan dan kebugaran, prestasi, kecerdasan, dan kualitas manusia, juga menanamkan
nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, kompetitif, dan disiplin, selain mempererat dan
membina persatuan dan kesatuan, memperkukuh ketahanan nasional, serta mengangkat

harkat, martabat, dan kehormatan bangsa, sekaligus menjaga perdamaian dunia.

Olahraga merupakan suatu aktivitas yang banyak dilakukan oleh masyarakat.
Keberadaannya sekarang ini tidak lagi dipandang sebelah mata tetapi sudah menjadi bagian
dari kehidupan masyarakat. Sebab, olahraga dewasa ini sudah dikenal oleh masyarakat baik
orang tua, remaja, maupun anak-anak. Hal ini terbukti pada hari-hari libur di lapangan-
lapangan serta tempat lainnya yang memungkinkan dilakukan kegiatan olahraga. Olahraga
berdasarkan sifat dan tujuannya dapat dibagi menjadi olahraga prestasi, olahraga

pendidikan, dan olahraga rekreasi.!

Kegiatan keolahragaan menjadi suatu keniscayaan untuk dilaksanakan dalam
kehidupan masyarakat. Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan di tingkat
daerah memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan keolahragaan

dengan menyediakan sarana, prasarana, dan organisasi keolahragaan yang bertugas
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membina serta mengembangkan prestasi masyarakat untuk mengikuti ajang lomba di tingkat
daerah, nasional, maupun internasional. Adanya sistem keolahragaan nasional dalam
membina dan mengembangkan keolahragaan daerah dapat menjamin pemerataan akses
terhadap olahraga, meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani, meningkatkan prestasi,
dan menciptakan manajemen olahraga yang dapat menjawab tantangan dan tuntutan
perubahan kehidupan nasional maupun global. Dunia olahraga tidak dapat dipisahkan dari
kehidupan masyarakat dan sebagai bagian dari proses serta pencapaian tujuan pembangunan
daerah. Maka, perlu adanya sistem hukum nasional termasuk peraturan daerah agar peran
olahraga memiliki kedudukan yang jelas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan

bernegara

Upaya meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia, pembangunan
nasional di bidang keolahragaan dilaksanakan secara terencana, sistematis, terpadu,
berjenjang, dan berkelanjutan serta berorientasi pada prestasi dan peningkatan kesejahteraan
hidup pelaku olahraga, sehingga pengembangan dan pengelolaan keolahragaan diarahkan
untuk tercapainya kualitas kesehatan dan kebugaran masyarakat, pemerataan akses dan
pemenuhan infrastruktur keolahragaan, peningkatan prestasi dan perbaikan iklim
keolahragaan, serta tata kelola keolahragaan yang sesuai dengan perkembangan masyarakat

dan kompetisi keolahragaan dunia.

Olahraga saat ini tidak hanya dilihat sebagai hobi atau kegemaran, ada kebutuhan atau
efek kesehatan di dalamnya, tetapi telah menjadi elemen tak terpisahkan dalam kehidupan
masyarakat, dengan berbagai kelompok usia mulai dari anak-anak hingga orang dewasa
yang telah mengenal dan menjalani olahraga. Bukti nyata dari fenomena ini dapat ditemukan
pada penggunaan fasilitas olahraga pada hari-hari libur, baik di lapangan maupun tempat
lain yang mendukung kegiatan fisik. Olahraga sendiri memiliki beragam jenis dan tujuan,

mencakup olahraga prestasi, olahraga pendidikan, dan olahraga rekreasi.?
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Dalam melaksanakan ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2022 tentang Keolahragaan tersebut, Pemerintah Daerah mempunyai tugas : a.
menetapkan dan melaksanakan kebijakan keolahragaan di daerah berdasarkan kebijakan
Keolahragaan; dan b. mengoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan

kebijakan Keolahragaan di daerah berdasarkan kebijakan Keolahragaan.

Dalam melaksanakan kebijakan keolahragaan di daerah, Pemerintah Daerah harus
mempertimbangkan potensi daerah dan kondisi daerah. Selain tugas tersebut, Pemerintah
Daerah mempunyai kewenangan : a. melaksanakan desain besar olahraga nasional di daerah
dengan menetapkan desain olahraga daerah; b. mengatur, membina, dan mengembangkan
keolahragaan di daerah; dan c. mengoordinasikan, melaksanakan, mengawasi, dan

mengevaluasi penyelenggaraan keolahragaan di daerah.

Pelaksanaan tugas dan wewenang tersebut harus dilakukan secara terpadu dan
berkesinambungan, dan Pemerintah Daerah dapat membentuk organisasi perangkat daerah
yang menangani bidang keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Selanjutnya, pembinaan dan pengembangan olahraga meliputi kegiatan olahraga
pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi. Selain itu, juga lakukan pengaturan
tentang pembinaan dan pengembangan Olahraga Amatir, pembinaan dan pengembanga

Olahraga Profesional, dan pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas.

Proses pembinaan dan pengembangan olahraga, baik ditingkat nasional maupun
daerah, merupakan hasil dari perencanaan dan konsep yang ditetapkan oleh pemerintah.
Implementasi kebijakan ini telah diformulasikan dalam bentuk standar-standar yang
tertuang dalam Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah, yang mengatur dengan jelas
peran serta dan standar di tingkat nasional dan daerah. Standar pelaksanaan ini bertujuan
untuk meningkatkan kesuksesan secara nasional, tetapi tidak bisa berjalan tanpa dukungan
pelaksanaan di daerah dan oleh pihak-pihak terkait. Kementerian olahraga, sebagai lembaga
yang memainkan peran penting dalam menginterpretasikan standar pelaksanaan, telah
merilis panduan perencanaan pembinaan olahraga dan pedoman lainnya untuk mendorong
pembinaan olahraga secara nasional. Dukungan positif dari setiap daerah di Indonesia

memiliki dampak positif pada kemajuan olahraga secara keseluruhan.



Sebagai contoh, kementerian olahraga telah merilis panduan perencanaan pembinaan
olahraga dan dokumen pedoman lainnya untuk memfasilitasi pelaksanaan pembinaan
olahraga secara nasional. Dukungan positif yang diberikan oleh setiap daerah di Indonesia,
sekalipun bersifat sederhana, akan membantu mencapai kemajuan yang lebih baik. Oleh
karena itu, ada pembagian tugas yang jelas dalam pengembangan olahraga di tingkat

nasional dan daerah.®

Pembinaan dan pengembangan olahraga adalah aspek yang sangat penting dalam
pengelolaan olahraga suatu negara. Pemerintah, sebagai pembuat kebijakan, telah mengatur
tata kelola yang baik melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.
Hal ini mencakup berbagai tahap, mulai dari pelaksanaan hingga peran serta pihak terkait
dalam pengelolaan olahraga, termasuk penyelenggaraan dan pendanaannya. Semua upaya
ini bertujuan untuk mendukung kelangsungan dan peningkatan kualitas olahraga nasional

yang terstruktur.

Di tingkat nasional, banyak realisasi telah dicapai dalam upaya pembinaan dan
pengembangan olahraga. Berbagai program telah dirancang untuk mendukung proses
pengenalan dan penyediaan fasilitas bagi berbagai jenis olahraga, yang termasuk ruang
lingkup olahraga pendidikan, masyarakat, dan prestasi. Bahkan, undang-undang yang
mengatur ketiga aspek olahraga ini telah dirancang dengan sinergi terhadap undang-undang

lainnya, memastikan perkembangan olahraga yang berkelanjutan di Indonesia.

Realisasi pembinaan dan pengembangan di tingkat nasional sudah banyak dilakukan.
Banyak program telah diciptakan untuk mendukung proses pengenalan hingga penyediaan
fasilitas bagi semua aspek olahraga, termasuk olahraga pendidikan, olahraga masyarakat,
dan olahraga prestasi. Bahkan, undang-undang telah dibuat untuk mengatur ketiga aspek
olahraga tersebut dan berinteraksi dengan undang-undang lain dalam pelaksanaannya.
Selain itu, sesuai dengan isi Bab III Pasal 6 UU No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan,

keolahragaan harus dijalankan dengan prinsip-prinsip berikut:

1. Melakukan kegiatan olahraga;
2. Memperoleh pelayanan dalam kegiatan olahraga;
3. Memilih dan mengikuti jenis atau cabang olahraga yang sesuai dengan bakat dan

minatnya;

3Rusli Lutan. Belajar Keterampilan Motorik Pengantar Teori dan Metode. Kemendikbud. Jakarta
2013..hIm.7



4. Memperoleh informasi, pengarahan, dukungan, bimbingan, serta pembinaan dan
pengembangan keolahragaan;

Menjadi pelaku olahraga;

Mengembangkan olahraga berbasis nilai luhur budaya bangsa;

Mengembangkan industri olahraga;

© xS @

Berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan
keolahragaan;

9. Meningkatkan prestasi dan mengikuti kejuaraan pada semua tingkatan; dan

10. Memperoleh penghargaan olahraga berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku dalam
bidang olahraga. Penyelenggaraan berbagai program harus mengikuti dasar atau standar
yang sesuai dengan peraturan, baik dalam olahraga prestasi maupun dalam olahraga

pendidikan serta olahraga rekreasi.

Prinsip Keolahragaan Daerah untuk menjalin kebangsaan, kearifan lokal, dan

keisitimewaan:

1. Kebangsaan; Penyelenggaraan keolahragaan daerah harus memancarkan semangat
kebangsaan, menciptakan wadah yang menggalang persatuan dan kesatuan di antara
masyarakat. Olahraga dijadikan sebagai sarana untuk memupuk rasa cinta tanah air dan
kebangsaan.

2. Gotong royong; Konsep gotong royong menjadi dasar dalam mengorganisir kegiatan
keolahragaan daerah. Partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat diharapkan dapat
menciptakan atmosfer keolahragaan yang inklusif dan penuh semangat kebersamaan.

3. Keadilan; Pemerintah Daerah memastikan setiap elemen masyarakat memiliki
kesempatan yang adil dalam mengakses dan berpartisipasi dalam kegiatan olahraga.
Keadilan menjadi landasan dalam distribusi sumber daya dan peluang.

4. Pembudayaan; Penyelenggaraan keolahragaan daerah tidak hanya sekadar acara, tetapi
juga sarana untuk melestarikan dan mengembangkan budaya olahraga. Setiap kegiatan
diarahkan untuk membudayakan gaya hidup sehat dan aktif di kalangan masyarakat.

5. Manfaat; Prinsip ini menekankan bahwa setiap kegiatan keolahragaan di daerah harus
memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Manfaat tersebut bisa berupa
peningkatan kesehatan, pembentukan karakter, atau pengembangan potensi masyarakat.

6. Kebhinekaan; Keolahragaan daerah memandang kebhinekaan sebagai kekayaan dan
sumber daya yang harus dijaga. Beragam jenis olahraga dan partisipasi dari berbagai

kelompok masyarakat menjadi cerminan dari keberagaman yang ada di daerah.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Partisipatif; Dalam pengambilan keputusan terkait keolahragaan, Pemerintah Daerah
menerapkan prinsip partisipatif. Melibatkan masyarakat secara aktif, stakeholder, dan
komunitas olahraga dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.

Keterpaduan; Setiap kegiatan keolahragaan diarahkan untuk menciptakan keterpaduan
antara olahraga, pendidikan, dan budaya. Keterpaduan ini memastikan bahwa olahraga
tidak hanya menjadi aktivitas fisik, tetapi juga mencakup aspek pendidikan dan

pembudayaan.

. Keberlanjutan; Pemerintah Daerah menekankan pentingnya keberlanjutan dalam

penyelenggaraan keolahragaan daerah. Langkah-langkah strategis diambil untuk
memastikan bahwa kegiatan olahraga dapat berlangsung secara berkelanjutan dan
memberikan dampak jangka panjang.

Aksesibilitas; Prinsip aksesibilitas menjamin bahwa setiap warga memiliki kesempatan
yang sama untuk mengakses fasilitas dan kegiatan keolahragaan. Upaya khusus
diarahkan untuk memastikan aksesibilitas bagi semua lapisan masyarakat, termasuk
penyandang disabilitas.

Sportivitas; Penyelenggaraan keolahragaan daerah ditekankan pada semangat
sportivitas, di mana setiap peserta dan penonton diharapkan dapat bersaing dengan fair
play dan menghormati aturan yang berlaku.

Demokratis; Keolahragaan daerah dijalankan dengan prinsip demokratis, di mana
pengambilan keputusan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat dan pihak-pihak
yang terkait.

Akuntabilitas; Pemerintah Daerah bertanggung jawab secara transparan atas setiap
keputusan dan pengelolaan sumber daya yang terkait dengan keolahragaan.
Akuntabilitas menjadi kunci dalam menjaga integritas penyelenggaraan kegiatan
olahraga.

Ketertiban dan kepastian hukum; Prinsip ini menekankan pentingnya menciptakan
ketertiban dan kepastian hukum dalam segala aspek keolahragaan. Aturan main yang
jelas dan penegakan hukum yang adil menjadi dasar dalam menciptakan lingkungan
olahraga yang sehat.

Kearifan lokal; Setiap kegiatan keolahragaan di daerah harus mencerminkan nilai-nilai
kearifan lokal. Melibatkan tradisi lokal dan melindungi warisan budaya dalam

penyelenggaraan kegiatan menjadi salah satu fokus utama.



16. Keistimewaan; Keistimewaan daerah menjadi poin penting dalam penyelenggaraan
keolahragaan. Pemerintah Daerah mendorong pengembangan keistimewaan yang
dimiliki daerah untuk menciptakan identitas dan ciri khas yang unik dalam kegiatan
olahraga.

Dengan mengedepankan prinsip-prinsip ini, Pemerintah Daerah diharapkan dapat
menciptakan lingkungan keolahragaan yang inklusif, berdampak positif, dan
menggambarkan kekayaan dan identitas lokal di setiap kegiatan yang diselenggarakan.

Pemerintah telah membentuk organisasi induk tingkat pusat untuk olahraga prestasi,
yaitu Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). Organisasi ini bertanggung jawab atas
berbagai aspek, mulai dari pembinaan, pembuatan pusat latihan, hingga mengadakan
kejuaraan berskala nasional maupun internasional. Dalam pembentukan organisasi
keolahragaan daerah, masyarakat dapat membentuk:

Induk organisasi cabang olahraga

a
b. Induk organisasi olahraga fungsional

e

Perkumpulan

Klub

&

Setiap induk organisasi cabang olahraga dan induk organisasi olahraga fungsional

harus memiliki badan hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Organisasi olahraga fungsional adalah organisasi olahraga atau lembaga berbadan
hukum yang mengoordinasikan kegiatan cabang olahraga profesional tertentu. Hal ini
menjamin keberlanjutan dan transparansi dalam operasional dan pengelolaan organisasi
keolahragaan. Menurut Lutan, terdapat 10 komponen utama dalam pembinaan olahraga
prestasi, yang diadopsi dari teori De Bosscher et al pada tahun 2006. Ke-10 komponen atau

pilar ini menjadi pondasi bagi tercapainya tujuan pembinaan olahraga prestasi:

1. Dukungan finansial;

2. Organisasi dan struktur kebijakan olahraga terpadu;

3. Pemasalan dan pembibitan;

4. Pembinaan prestasi: identifikasi dan pengembangan bakat;

5. Pembinaan prestasi kelompok elit: sistem penghargaan dan dukungan pada masa pasca
karier;

6. Infrastruktur olahraga: fasilitas latihan;

7. Penyediaan pelatih, pembinaan, dan mutu training;



8.
9.

Kualitas kompetisi: standar nasional dan internasional;

Penelitian ilmiah: input IPTEK olahraga; dan

10. Lingkungan media dan sponsorship.*

Dari penjelasan di atas, dapat dengan jelas dilihat panduan standar pelayanan dalam

menjalankan tugas oleh pihak yang berwenang, serta area mana yang dapat dijadikan

sebagai acuan untuk mengembangkan dan mencapai tujuan serta arah pembangunan

prestasi olahraga. Selanjutnya, pada olahraga pendidikan peran pemerintah melalui

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan merumuskan:

1.

Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan dilaksanakan dan diarahkan
sebagai satu kesatuan yang sistematis dan berkesinambungan dengan sistem pendidikan

nasional;

. Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan dilaksanakan melalui pembelajaran

yang dilakukan oleh guru/dosen pendidikan jasmani dan olahraga yang memenuhi
kualifikasi dan kompetensi serta didukung oleh ketersediaan sumber belajar, prasarana

olahraga, dan sarana olahraga dengan mempertimbangkan kemampuan daerah;

. Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada semua jenjang pendidikan

berpedoman pada kurikulum nasional yang dilengkapi dengan program ekstrakurikuler;
Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan dilaksanakan dengan
memperhatikan potensi, kemampuan, minat, dan bakat peserta didik secara menyeluruh,

baik melalui kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler;

. Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada poin

(3) dilakukan secara teratur, terarah, dan berkesinambungan dengan memperhatikan

taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta didik;

. Untuk mengembangkan prestasi olahraga di lembaga pendidikan, pada setiap jalur

pendidikan dapat dibentuk unit kegiatan olahraga, klub olahraga, kelas olahraga, pusat
pembinaan dan pelatihan, sekolah olahraga, serta diselenggarakannya kompetisi
olahraga yang berjenjang dan berkelanjutan;

Unit kegiatan olahraga, klub olahraga, kelas olahraga, pusat pembinaan dan pelatihan
atau sekolah olahraga sebagaimana dimaksud pada poin (6) didampingi pelatih olahraga

yang memiliki sertifikat kompetensi dari induk organisasi cabang olahraga;

4Ibid 33



8.

9.

Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan dapat menerapkan pendekatan
pembelajaran berbasis olahraga, modifikasi olahraga, dan/atau pendekatan berbasis
gerak dengan memanfaatkan aneka permainan, olahraga tradisional, dan kegiatan di
alam terbuka;

Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan bagi semua peserta didik wajib
melaksanakan evaluasi belajar terkait literasi fisik yang mencakup pengetahuan,

keterampilan, kemampuan, dan sikap;

10. Peserta didik yang melaksanakan dan mengembangkan minat dan bakat olahraga untuk

prestasi wajib diberi layanan pendidikan sesuai dengan kebutuhan.

Pengembangan dan pembinaan olahraga selanjutnya adalah pelaksanaan olahraga

masyarakat seperti yang dirumuskan dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2022 tentang Keolahragaan:

(1)

2

3)

4)

)

(6)

(7)

Pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat merupakan bagian integral dari
pembangunan di bidang kesehatan,;

Pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat dilaksanakan dan diarahkan untuk
memasarkan olahraga sebagai upaya mengembangkan kesadaran masyarakat dalam
meningkatkan kesehatan, kebugaran, kegembiraan, dan hubungan sosial;

Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh
pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat dengan membangun dan
memanfaatkan potensi sumber daya, prasarana olahraga, dan sarana olahraga
masyarakat;

Pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat yang bersifat tradisional dilakukan
dengan menggali, mengembangkan, melestarikan, dan memanfaatkan olahraga
tradisional yang ada dalam masyarakat;

Pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat dilaksanakan berbasis masyarakat
dengan memperhatikan prinsip mudah, murah, menarik, manfaat, dan massal;
Pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat dilaksanakan sebagai upaya
menumbuhkembangkan serta merta dan mengaktifkan perkumpulan olahraga dalam
masyarakat, meningkatkan pariwisata olahraga, dan menyelenggarakan festival
olahraga masyarakat yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional,
dan internasional;

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) dilaksanakan

dengan berorientasi pada wawasan lingkungan hidup.



Pengembangan dan pembinaan olahraga selanjutnya adalah pelaksanaan olahraga

prestasi seperti yang dirumuskan dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022:

1.

Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dilaksanakan dan diarahkan untuk
mencapai prestasi olahraga pada tingkat daerah, nasional, dan internasional;

Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga tingkat kabupaten, induk organisasi
cabang olahraga tingkat provinsi, hingga induk organisasi cabang olahraga tingkat

nasional;

. Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat (2) dilakukan oleh pelatih yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi
yang dapat dibantu oleh tenaga keolahragaan lain dengan pendekatan ilmu pengetahuan
dan teknologi;

Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi selain dilaksanakan melalui jalur
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5) juga dilakukan melalui jalur klub, sentra
pembinaan olahraga, instansi pemerintah/Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian

Negara Republik Indonesia, dan/atau swasta;

. Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

sampai dengan ayat (4) dilaksanakan dengan memberdayakan perkumpulan olahraga,
menumbuhkembangkan sentra pembinaan olahraga nasional dan daerah, serta
menyelenggarakan kompetisi secara berjenjang dan berkelanjutan;

Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
melibatkan olahragawan muda potensial dari hasil pemantauan, pembinaan, dan

pengembangan bakat sebagai proses regenerasi;

. Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan oleh Menteri;
Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi harus didukung oleh kerja sama orang
tua, pimpinan sekolah/perguruan tinggi/instansi, dan/atau pimpinan klub/organisasi

olahraga.
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Pengembangan dan pembinaan olahraga selanjutnya adalah pelaksanaan olahraga

disabilitas seperti yang dirumuskan sebagai berikut:

1.

Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas dilaksanakan dan
diarahkan sebagai upaya mewujudkan kesetaraan berolahraga untuk meningkatkan rasa
percaya diri, kesehatan, kebugaran, dan prestasi olahraga;

Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas dilaksanakan oleh
Komite Paralimpiade Indonesia, organisasi olahraga penyandang disabilitas, dan/atau
induk organisasi cabang olahraga melalui pengembangan kapasitas organisasi, kegiatan
pendidikan dan pelatihan, serta kompetensi yang berjenjang dan berkelanjutan pada
tingkat daerah, nasional, dan internasional;

Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud
pada ayat (21) dapat dilaksanakan di unit layanan disabilitas;

Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas diselenggarakan dalam
lingkup olahraga pendidikan, olahraga masyarakat, dan olahraga prestasi berdasarkan
jenis olahraga sesuai dengan kondisi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau

sensorik;

. Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas dilaksanakan oleh

Komite Paralimpiade Indonesia, organisasi olahraga penyandang disabilitas, dan/atau
induk organisasi cabang olahraga di tingkat pusat dan daerah dengan menekankan
peningkatan kemampuan manajerial melalui pendidikan dan pelatihan secara
berkelanjutan;

Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas menerapkan model
pembinaan olahraga prestasi untuk olahragawan non-disabilitas dengan menyesuaikan
klasifikasi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik;

Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud
pada ayat (6) wajib memperhatikan latihan yang proporsional untuk menghindari

terjadinya cedera yang memperparah kondisi disabilitas.

Ketentuan di atas menjadi bukti yang merangkan bahwa keberlangsungan olahraga

merupakan hal yang penting dan diperhatikan sehingga terdapat pengaturan yang sangat

mendetail dalam pelaksanaannya. Hal ini tidak terlepas dari upaya untuk menciptakan

olahragawan yang sesuai dengan tujuan dan cita cita Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2022.
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Dalam pelaksanaannya, tentunya bidang keolahragaan menghadapi beberapa
hambatan. Kebijakan yang mendesak yaitu kegiatan olahraga masih banyak yang bersifat
nasional dan provinsi. Hal ini membuat seleksi dilakukan pada tingkat daerah, namun belum
ada pengaturannya seperti kegiatan PORPROV, PORDA, dan Pekan Olahraga Antar
Mahasiswa, serta kegiatan olahraga lainnya. Terkait dengan pendanaan, hal ini belum diatur
secara jelas oleh Dispora serta belum adanya Peraturan Daerah yang mengikat dalam

pengaturan anggaran dan pengadaan pembangunan pada bidang keolahragaan.

Oleh karena itu, diperlukan adanya dukungan maksimal dalam proses perencanaan,
pelaksanaan, dan pengawasan dalam rangka mencapai penyelenggaraan keolahragaan yang
baik. Selain itu, Kabupaten Pamekasan belum sepenuhnya optimal dalam melakukan
pembinaan olahraga. Kebijakan keolahragaan memiliki keterkaitan yang erat serta
membutuhkan dukungan dan sinergitas dengan sektor-sektor Pembangunan, maka
perencanaan yang sistematis dan berkelanjutan, dengan adanya payung hukum akan menjadi
pedoman dalam penyelenggaraan keolahragaan di Kabupaten Pamekasan. Payung hukum
tersebut berupa Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan di Kabupaten
Pamekasan. Pembentukan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberikan arah, landasan,
dan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan keolahragaan

di Kabupaten Pamekasan secara terpadu dan berkelanjutan.

Rancangan Peraturan Daerah akan mengatur mengenai ketentuan dasar yang dapat
mendorong pencapaian visi, misi, dan tujuan pembangunan keolahragaan. Melihat latar
belakang di atas, maka Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, dan Kebudayaan Kabupaten
Pamekasan dalam menunjang terwujudnya Penyelenggaraan Keolahragaan mengajukan
aspirasi melalui Naskah Akademik Penyelenggaraan Keolahragaan. Naskah Akademik ini
akan menjadi landasan diajukannya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan
tentang Penyelenggaraan Keolahragaan. Dengan adanya peraturan daerah yang secara
khusus mengatur mengenai keolahragaan di Kabupaten Pamekasan diharapkan tujuan

penyelenggaraan keolahragaan dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien.
1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian tersebut maka pada dasarnya Naskah Akademik ini akan mengkaji

permasalahan Penyelenggaraan Keolahragaan di Kabupaten Pamekasan yang terdiri dari :

1. Apa saja upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan di bidang

Penyelenggaraan Keolahragaan?
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2. Permasalahan apa sajakah yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam

rangka Penyelenggaraan Keolahragaan di Kabupaten Pamekasan?

. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis

pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan di
Kabupaten Pamekasan?

Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah
pengaturan dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan

di Kabupaten Pamekasan?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan rumusan masalah yang dikemukan diatas, tujuan dan kegunaan

penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai berikut :

1.

Meneliti dan mengkaji upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten
Pamekasan di bidang Penyelenggaraan Keolahragaan.

Meneliti dan mengkaji Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Pamekasan
dalam rangka Penyelenggaraan Keolahragaan dalam dimensi kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara di Kabupaten Pamekasan.

Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis
pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kelahragaan di
Kabupaten Pamekasan.

Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan
arah pengaturan dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan

Keolahragaan di Kabupaten Pamekasan.

Kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi

penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, dalam hal ini Rancangan

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.

1.4 Metodelogi Penulisan

Penyusunan Naskah Akademik Penyelenggaraan Keolahragaan menggunakan metode

Penelitian yuridis normatif.
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1.4.1 Pendekatan

Ada tiga pendekatan pokok yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik ini,

yakni lapisan dogmatik hukum, teori hukum, dan filsafat hukum.®

Ketiga pendekatan ini dapat juga disebut sebagai pendekatan yuridis, konseptual, dan

filosofis:

a.

Pendekatan Dogmatik hukum (yuridis) bertujuan untuk mempelajari dan
mengaplikasikan norma hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan dianggap relevan dengan masalah pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten
Pamekasan tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.

Pendekatan teori hukum (Konseptual),® bertujuan untuk mempelajari dan
mengaplikasikan teori, konsep, pendapat, ajaran-ajaran hukum, yang terkait dengan
pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan tentang Penyelenggaraan
Keolahragaan.

Pendekatan filsafat hukum (filosofis),” adalah untuk menemukan dan menganalisis asas-
asas hukum yang dapat dijadikan acuan dalam pembentukan Peraturan Daerah
Kabupaten Pamekasan tentang Penyelenggaraan Keolahragaan. Pendekatan filosofi
hukum merupakan salah satu pendekatan yang digunakan penelitian hukum normatif.

Pendekatan normatif analisis teori hukum merupakan suatu pendekatan yang

digunakan dalam penelitian hukum normatif apabila fokus penelitian berkaitan dengan

pengembangan teori hukum. Dinyatakan bahwa pendekatan utamanya adalah analisis secara

menyeluruh, mendasar, dan spekulatif, penjelajahan filsafat akan mengupas isu hukum

(legal issue) dalam penelitian normatif secara radikal dan mengupasnya secara mendalam.

1.4.2 Metode Yuridis Empiris, atau Sosiologi

Metode yuridis empiris atau sosiologi adalah penelitian yang diawali penelitian

normatif, dilanjutkan dengan observasi yang mendalam untuk mendapatkan data non hukum

yang terkait.

5 J.J. Bruggink, Refleksi Tentang Hukum, Alih Bahasa Arief Sidharta, (Bandung; PT. Citra Aditya Bakti,

1999), him, 169.

6 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Jakarta; Citra Aditya Bakti, 2004), hlm, 113.
"Thonny Ibrahim, dalam bukunya, Teori dan Penelitian Hukum Normatif, (Surabaya; Bayumedia

Publishing, 2005).
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1.4.3 Sumber Data

1) Bahan hukum primer, terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait langsung
dengan masalah pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan tentang
Penyelenggaraan Keolahragaan.

2) Bahan hukum sekunder, berupa literatur-literatur ilmu hukum, hasil penelitian, literatur,
dan dokumen resmi lainnya yang terkait dengan masalah yang diteliti.

3) Bahan hukum tertier, ialah kamus hukum, kamus Bahasa, dan kamus Pemerintahan yang
dapat memperjelas istilah-istilah yang digunakan dalam penulisan Naskah Akademik ini.®

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mengikat dan masih berlaku,

sedangkan bahan hukum sekunder adalah semua bahan hukum yang memberikan penjelasan

mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian,

hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya, bahan hukum tertier adalah bahan hukum

yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan

hukum sekunder, seperti, kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.

1.4.4 Teknik Pengumpulan Data dan Analisa Data

Dilakukan dengan cara menginventarisasi, mempelajari dan mengaplikasikan teori,
konsep-konsep, asas-asas, dan norma-norma hukum yang diperoleh dari sumber data primer,
sekunder, dan tersier untuk diaplikasikan ke dalam analisis Naskah Akademik ini.
Selanjutnya, analisa data dilakukan dengan metode deskriptif, yuridis, dan kualitatif melalui

proses interpretasi, penalaran konseptual, dan kontekstualitasnya dengan masalah yang

dikaji.

8 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta; Prenada Media Group, 2008), hlm, 141.
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BAB 11
KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1. Kajian Teoritas
2.1.1 Olahraga
1. Pengertian Olahraga

Pengertian olahraga hingga kini masih banyak perbedaan konsep. Ada yang
mengartikan olahraga sebagai suatu alat pendidikan yang berfungsi untuk meningkatkan
pengetahuan olahraga itu sendiri dari kata “olah” berarti melakukan perbuatan, perkelakuan,

sedangkan “raga” berarti badan mengandung makna berlatih diri dengan gerakan badan.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, yang dimaksud
dengan olahraga adalah segala kegiatan yang melibatkan pikiran, raga, dan jiwa secara
terintegrasi dan sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi
jasmani, rohani, sosial, dan budaya. Menurut Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI),
olahraga adalah setiap aktivitas fisik yang dilandasi semangat untuk menghadapi tantangan
dari dalam diri, orang lain, atau alam, dan jika dipertandingkan harus dilakukan dengan fair
play. Ini merupakan sarana pendidikan pribadi yang efektif untuk meningkatkan kualitas
hidup yang lebih mulia. Menurut International Council of Sport and Physical Education
(ICSPE), olahraga adalah setiap aktivitas fisik yang memiliki unsur permainan dan

melibatkan perjuangan melawan diri sendiri, orang lain, atau faktor alam.

Secara umum, olahraga adalah aktivitas fisik atau mental yang bertujuan untuk
menjaga dan meningkatkan kualitas kesehatan dengan melibatkan gerakan tubuh berulang-
ulang. Kesehatan itu sendiri adalah keadaan normal, baik secara fisik maupun mental, yang
dialami oleh makhluk hidup. Olahraga adalah proses sistematik yang mencakup berbagai
kegiatan untuk mengembangkan potensi fisik dan mental seseorang, baik sebagai individu
maupun anggota masyarakat, melalui permainan, pertandingan, dan pencapaian prestasi
tertinggi. Ini bertujuan untuk membentuk manusia yang memiliki ideologi yang kuat dan
berkualitas berdasarkan nilai-nilai negara atau Pancasila (Cholik Mutohir, 1992). Jessica
Dolland mengatakan bahwa olahraga adalah cara yang sangat efektif untuk mengurangi
stres. Latihan fisik dapat mengalihkan perhatian dari perasaan cemas dan membantu

mengurangi ketegangan otot tubuh.

2. Tujuan Olahraga
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Olahraga memiliki peran penting dalam dunia ini dan telah menjadi elemen tak
terpisahkan dari kehidupan manusia di seluruh dunia. Dalam konteks pembangunan,
olahraga memiliki peran strategis yang sangat signifikan dalam membentuk dan
meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, suatu kota, kabupaten, atau
provinsi yang menginginkan kemajuan yang pesat di berbagai bidang harus menganggap
olahraga bukan hanya sebagai slogan, tetapi juga sebagai elemen kunci yang mendorong
perkembangan. Kesadaran akan makna strategis olahraga harus tercermin dalam
perencanaan pembangunan yang komprehensif. Hal ini karena olahraga memiliki potensi
besar yang membawa semangat dan kekuatan untuk memajukan suatu negara. Sebab,
sebenarnya olahraga merupakan inti dari seluruh proses pembangunan yang

berkesinambungan.®

Olahraga juga harus dianggap sebagai tujuan dan aset pembangunan. Setiap kegiatan
memiliki tujuan tertentu, termasuk kegiatan olahraga, yang berkaitan dengan tujuan
pendidikan jasmani. Oleh karena itu, olahraga dan pendidikan jasmani tidak dapat
dipisahkan, karena keduanya memiliki tujuan yang serupa, terutama dalam hal
meningkatkan kesehatan fisik dan kinerja fisik tubuh. Menurut depdikbud, tujuan olahraga
mencakup peningkatan kesehatan, kesegaran jasmani, prestasi fisik optimal, pengembangan

sikap individu, perkembangan sosial, pengetahuan, dan kecerdasan. '°

Dalam konteks ini, tujuan utama olahraga adalah mempromosikan gaya hidup sehat
yang mencakup kebiasaan dan perilaku untuk menjaga kesehatan sepanjang waktu. Dengan
olahraga yang teratur dan efektif, kita dapat mendukung kesehatan fisik, mengembangkan
sikap percaya diri, dan mendorong partisipasi dalam kegiatan sosial masyarakat. Olahraga
juga memiliki dampak positif pada perkembangan emosional dan berkontribusi pada

peningkatan kemampuan fisik dan psikologis secara keseluruhan.
3. Fungsi dan Manfaat Olahraga

Jika dilihat dari definisi yang telah disampaikan oleh para ahli dan pakar di atas, dapat
disimpulkan bahwa olahraga memiliki beragam fungsi dan manfaat yang sangat penting bagi

kesehatan tubuh seseorang, antara lain:

Kristiyanto, Agus.2012. Pembangunan Olahraga Untuk Kesejahteraan Rakyat dan Kejayaan Bangsa.
Yuma Pustaka. Surakarta. Him.2-3.
10 Depdikbud. 1993. Op. Cit. hlm.5.

17



Mempertahankan dan meningkatkan kesehatan jasmani dan jiwa. Olahraga memiliki
peran krusial dalam meningkatkan dan menjaga keseimbangan kesehatan fisik dan
mental seseorang. Ini adalah aktivitas yang sangat esensial untuk menjaga kebugaran
tubuh;

Pengurang stress. Olahraga merupakan salah satu metode yang efektif untuk
mengurangi stres. Melalui aktivitas fisik, olahraga dapat membantu seseorang
meredakan tekanan pikiran dan ketegangan otot tubuh;

Meningkatkan metabolisme dan sistem kekebalan tubuh melalui aktivitas fisik.
Olahraga dapat meningkatkan metabolisme tubuh dan mempengaruhi fungsi kelenjar
dalam memproduksi sistem kekebalan tubuh. Hal ini membantu dalam menjaga tubuh
dari serangan penyakit dan gangguan kesehatan;

Mengurangi Risiko Penyakit Jantung, Menurunkan Berat Badan, dan Mengatur
Peredaran darah. Melakukan olahraga secara teratur dapat mengurangi resiko seseorang
terkena penyakit jantung, membantu dalam menurunkan berat badan, mengendalikan
kadar kolesterol, dan menurunkan tekanan darah. Dengan demikian, olahraga bukan
hanya sekadar aktivitas fisik, tetapi juga merupakan elemen penting dalam menjaga dan
meningkatkan kesehatan jasmani dan jiwa serta melindungi tubuh dari berbagai masalah

kesehatan.

Adapun fungsi dan tujuan penyelenggaraan olahraga menurut UU RI Nomor 11 tahun

2022 Keolahragaan, olahraga berfungsi mengembangkan kemampuan jasmani, rohani, dan

sosial serta membentuk watak kepribadian bangsa yang bermartabat yang bertujuan yaitu :

o <

o

)

Memelihara dan meingkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kecerdasan, dan
kualitas manusia ;

Menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportifitas, kompetitif, dan disiplin ;
Mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa ;

Memperkukuh ketahanan nasional ;

Mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa ; dan

Menjaga perdamaian dunia.
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4.  Hakikat Olahraga

Saat ini, masalah kesehatan pada individu sedang meningkat karena kurangnya
olahraga dan aktivitas fisik. Banyak pekerjaan sekarang dilakukan oleh mesin, yang
membuat aktivitas fisik menjadi penting bagi setiap individu. Disisi lain, melalui acara
olahraga, banyak orang terlibat secara langsung atau tidak langsung, baik dengan aktif
berpartisipasi atau dengan menontonnya. Secara umum, olahraga membantu individu
menjaga kesehatan jasmani dan jiwa mereka, sambil juga menyediakan sumber kesenangan
dan hiburan. Oleh karena itu, berolahraga atau aktivitas fisik memberikan berbagai manfaat
bagi tubuh kita.'!

Olahraga saat ini telah menjadi tren dan gaya hidup bagi sebagian besar masyarakat,
bahkan menjadi kebutuhan mendasar dalam hidup. Olahraga adalah kebutuhan yang sangat
penting karena tidak terlepas dari kebutuhan dasar dalam melakukan aktivitas gerak sehari-
hari. Pada dasarnya, olahraga adalah serangkaian gerakan tubuh yang teratur dan terencana
untuk memelihara dan meningkatkan kemampuan gerak, serta bertujuan untuk
mempertahankan dan meningkatkan kualitas hidup seseorang.

Menjelaskan bahwa berolahraga atau melakukan aktivitas fisik secara teratur dapat
mengurangi risiko penyakit kronis, mengurangi stres dan depresi, meningkatkan
kesejahteraan emosional, tingkat energi, kepercayaan diri, dan kepuasan dalam aktivitas
sosial. Mengatakan bahwa pada dasarnya olahraga adalah tentang partisipasi. Olahraga
menggabungkan individu dan komunitas, menyoroti kesamaan, dan menjembatani
perbedaan budaya atau etnis. Olahraga menyediakan platform untuk belajar keterampilan
seperti disiplin, kepercayaan diri, dan kepemimpinan, serta mengajarkan prinsip-prinsip inti
seperti toleransi, kerja sama, dan rasa hormat. Saat ini, aspek positif dari olahraga semakin
ditekankan, menjadikannya alat yang kuat untuk mencapai hal-hal tersebut.

Berdasarkan penjelasan dari para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa olahraga
merupakan kegiatan fisik yang melibatkan unsur-unsur permainan, perjuangan dengan diri
sendiri atau dengan orang lain, dan interaksi dengan lingkungan atau unsur alam arti
olahraga sangat tergantung pada bagaimana seseorang memaknainya, karena definisi
olahraga dapat bervariasi berdasarkan karakteristik olahraga itu sendiri yang terus
berkembang dan berubah seiring waktu, jenis kegiatan, motif yang ingin dicapai, dan

konteks sosial budaya tempat pelaksanaannya.

1 Suleyman,Yildiz. Instruments for measuring service quality in sport and physical activity services.
Coll. Antropol. 362: 689-696. 2012.
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2.1.2 Ruang Lingkup Olahraga
1.  Olahraga Pendidikan

Olahraga pendidikan menjadi fundamental dalam memenuhi kebutuhan manusia di
abad Ke-21, sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar dapat
bersaing dalam berbagai bidang, termasuk olahraga. Olahraga pendidikan merupakan wadah
khusus dalam lingkungan pendidikan formal yang menggunakan aktivitas jasmani, terutama
olahraga, sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan.?

Olahraga memiliki peran sentral dalam membentuk karakter bangsa dan menjadi
penopang kejayaan suatu negara. Selain itu, olahraga juga bertujuan untuk:

a. Memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kecerdasan, dan
kualitas manusia;

b. Menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, kompetitif, dan disiplin;

c. Mempererat dan membina persatuan dan kesatuan;

d. Memperkukuh ketahanan nasional;

e. Mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan daerah,;

Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan
yang menegaskan tujuan keolahragaan nasional, termasuk menjaga dan meningkatkan
kesehatan, prestasi, kualitas manusia, serta menanamkan nilai-nilai moral dan sportivitas.

Namun, untuk mencapai prestasi olahraga yang tinggi, sebuah bangsa harus melewati
proses yang panjang. Dalam konteks ini, olahraga pendidikan memegang peran penting. Ini
karena olahraga pendidikan berkaitan erat dengan pengembangan olahraga yang bertujuan
untuk mencapai tujuan pendidikan melalui aktivitas olahraga yang dilakukan di lingkungan
sekolah. Olahraga pendidikan juga memiliki dampak positif terhadap peningkatan prestasi
olahraga siswa dan perkembangan olahraga di sekolah harus memperkuat keterampilan
siswa dalam teknik dan keterampilan olahraga yang dapat mendukung pencapaian prestasi,

baik ditingkat nasional maupun internasional.*®

12 Lutan Rusli. Asas-Asas Pendidikan Jasmani Pendidikan Gerak di Sekolah Dasar. Jakarta : 1998.
3 Barat, D. I. I, Por, T. J., & Olahraga, J. P. Pengembangan olahraga pendidikan di jawa barat. 2003.
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Olahraga pendidikan dilakukan melalui pendidikan jasmani yang merupakan proses
pembentukan dan pengembangan ilmu pengetahuan, kebugaran fisik, kesehatan, dan
kepribadian. Selain itu, melalui pendidikan jasmani, olahraga pendidikan juga harus
berkontribusi dalam meningkatkan prestasi olahraga. Prestasi olahraga memiliki peran yang
signifikan dalam membangkitkan kebanggaan nasional. Oleh karena itu, pembentukan atlet
yang berkualitas harus dimulai sejak dini melalui program pembinaan prestasi yang
diterapkan sejak usia dini.!*

Di Indonesia, ini dikenal sebagai Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan
(PJOK) sejalan dengan Standar Nasional Pendidikan PP RI No.19 Tahun 2005 pasal 7 ayat
8, Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan memiliki tiga komponen: Pendidikan
Jasmani, Pendidikan Olahraga, dan Pendidikan Kesehatan.

a. Pendidikan Jasmani Pendidikan
Jasmani merupakan bagian integral dari proses pendidikan yang bertujuan untuk
mengembangkan aspek kebugaran jasmani, keterampilan gerak, serta nilai-nilai moral.
Selain itu, tujuan dari pendidikan jasmani adalah mengenalkan siswa pada pola hidup sehat
dan kebersihan lingkungan.

Mengutip Widijoto (2011:3), “Pendidikan Jasmani melibatkan aktivitas
psikomotorik yang didasarkan pada pengetahuan (kognitif), yang pada saat pelaksanaannya
mencerminkan perilaku pribadi terkait sikap atau afektif (seperti kedisiplinan, kejujuran,
percaya diri, ketangguhan), serta perilaku sosial (seperti kerjasama, saling menolong)”.
Pembelajaran, pada hakikatnya, adalah proses dimana guru membimbing siswa dalam
memperoleh dan mengolah pengetahuan, keterampilan, dan sikap.

Peranan Pendidikan Jasmani di lingkungan sekolah memiliki kepentingannya
sendiri, karena memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk terlibat langsung dalam
berbagai pengalaman belajar melalui aktivitas jasmani yang diselenggarakan secara

terencana.

4 Aida Lulu Khoirunnisa, Endro Puji Purwono dan Herman Damar Raharjo. “Bakat Anak Usia Dini
dalam Olahraga Menggunakan Metode Sport Search di Kabupaten Kendal Tahun 2012”.Jurnal of Physical
Education, Sport, Healt and Recreation. 01/Th. MMXII/April, 2012:1-5. Ana Laila Soufia dan Zuchdi. (2004).
Indonesiastudents.com
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Pendidikan jasmani di sekolah bertujuan memberikan bekal kepada siswa dalam
mempertajam pertumbuhan fisik dan pengembangan psikis yang lebih optimal. Pendidikan
Jasmani melibatkan aktivitas fisik dan kesehatan untuk mencapai perubahan holistik dalam
kualitas individu, mencakup aspek fisik, mental, dan emosional;

b. Pembelajaran Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan (PJOK)

Pendidikan dalam konteks kurikulum 2013 bertujuan untuk mencetak individu Indonesia
yang berkarakter, produktif, kreatif, inovatif, dan efektif melalui penguatan sikap
(mengetahui mengapa), keterampilan (mengetahui bagaimana), dan pengetahuan (mengerti
apa) yang terintegrasi.

Selanjutnya, siswa harus mengalami proses pembelajaran yang didasarkan pada
pendekatan saintifik, yang menjadi esensi dari kurikulum 2013. Pendidikan Jasmani,
Olahraga, dan Kesehatan (PJOK) yang diajarkan di sekolah memegang peran sentral dalam
memberikan peluang bagi peserta didik untuk terlibat secara langsung dalam berbagai
pengalaman belajar melalui aktivitas jasmani, olahraga, dan kesehatan yang dipilih dan
dilakukan secara sistematis. Pengalaman belajar ini bertujuan untuk mempromosikan
pertumbuhan fisik yang sehat dan pengembangan psikis yang lebih baik, serta membentuk
pola hidup yang sehat dan bugar sepanjang kehidupan.

Pemerintah berharap pembelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan
(PJOK) yang berkualitas di sekolah dapat secara maksimal mengembangkan aspek kognitif,
psikomotor, dan afektif peserta didik. Lebih dari sekadar mentransfer pengetahuan,
pembelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK) bertujuan untuk
mengoptimalkan potensi peserta didik sehingga mereka dapat mengintegrasikan materi

pembelajaran ini kedalam transformasi ketiga aspek tersebut.

2. Pelaku Olahraga

Pelaku Olahraga dapat didefinisikan sebagai setiap individu dan/atau kelompok orang
yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga. Kategori pelaku olahraga ini
mencakup pengolahraga, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan. Pengolahraga
merupakan individu yang secara aktif terlibat dalam pelaksanaan kegiatan olahraga,
sementara pembina olahraga memiliki peran sebagai pengelola dan pembimbing dalam
mengembangkan potensi atletik. Tenaga keolahragaan melibatkan individu atau kelompok
yang menyediakan dukungan administratif dan teknis untuk mendukung kelancaran

berbagai aspek kegiatan olahraga.
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Dengan demikian, pelaku olahraga mencakup peran yang beragam, mulai dari pelaku
langsung hingga mereka yang mendukung secara organisatoris dan pembinaan.
Penyelenggaraan keolahragaan merupakan upaya yang melibatkan aktifitas Pelaku
Olahraga. Pelaku Olahraga, dalam konteks ini, terdiri dari Peolahraga, Pembina Olahraga,
dan Tenaga Keolahragaan. Fasilitas untuk Peolahraga dirancang agar memungkinkan
mereka untuk:

a. Melakukan kegiatan olahraga dengan sarana prasarana publik yang memadai;

b. Memperoleh pelayanan dalam kegiatan Olahraga;

c. Memilih dan mengikuti jenis atau cabang Olahraga sesuai dengan bakat dan minat;

d. Memperoleh informasi, pengarahan, dukungan, bimbingan, serta Pembinaan dan
Pengembangan Keolahragaan;

e. Mengembangkan Olahraga berbasis nilai luhur budaya bangsa;

f. Mengembangkan Industri Olahraga; dan

g. Melakukan partisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan
keolahragaan.

Selain itu, fasilitasi juga diberikan kepada Peolahraga yang merupakan Olahragawan
Amatir dan Olahragawan Profesional, dengan memberikan pedoman terperinci terkait hal
ini. Oleh karena itu, fasilitasi terhadap Peolahraga Amatir melibatkan peningkatan prestasi
melalui klub, pembinaan, dan pengembangan sesuai dengan cabang olahraga yang diminati,
pemenuhan hak untuk berpartisipasi dalam kejuaraan olahraga, kemudahan izin untuk
mengikuti kegiatan olahraga di tingkat berbagai tingkatan dan peralihan status menjadi
Olahragawan Profesional. Di sisi lain, fasilitasi terhadap Peolahraga Profesional melibatkan
hak untuk didampingi oleh sejumlah tenaga pendukung seperti manajer, pelatih, tenaga
kesehatan, psikolog, ahli hukum, dan tenaga ahli lainnya, serta kemudahan izin untuk
mengikuti kegiatan dan kompetisi olahraga di berbagai tingkatan.

Pembinaan dan pengembangan olahragawan dapat di implementasikan melalui
perpindahan olahragawan antar perkumpulan dan daerah, dengan tetap mematuhi
persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan ketentuan cabang
olahraga. Prioritas dalam perpindahan ini akan diarahkan untuk kepentingan daerah.
Pembina olahraga menyediakan fasilitas untuk memperoleh peningkatan pengetahuan dan

ketrampilan, penghargaan, dan bantuan hukum.
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Sementara itu, tenaga keolahragaan yang mencakup berbagai peran seperti pelatih,
wasit, manajer, psikolog, dan lainnya mendapatkan fasilitas berupa pembinaan,
pengembangan, dan peningkatan keterampilan melalui pelatihan, konsultasi pengembangan
karier dan pelayanan kesejahteraan, bantuan hukum, dan/atau penghargaan.

Jumlah atlet Kabupaten Pamekasan bervariasi tergantung pada ajang atau periode
tertentu, tetapi data terbaru menunjukkan angka berikut: Pekan Olahraga Provinsi (Porprov)
Jawa Timur 2025, 205 atlet disiapkan oleh KONI Kabupaten Pamekasan untuk berlaga
dalam Porprov Jatim 2025. Pada awal tahun 2025, ada laporan lain yang menyebutkan 150
atlet disiapkan untuk ajang ini. Pekan Olahraga Nasional (PON) 2024, 12 atlet dari
Pamekasan bergabung dengan kontingen Jawa Timur untuk mengikuti PON XXI
2024. Porprov Jawa Timur 2023 Sebanyak 216 atlet diberangkatkan sebagai kontingen
Kabupaten Pamekasan untuk Porprov VIII 2023. Laporan lain menyebutkan angka yang
hampir sama, yaitu 213 atlet.

3. Olahraga Masyarakat

Olahraga Masyarakat adalah olahraga yang dilakukan oleh masyarakat berdasarkan
kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai
budaya masyarakat setempat yang dilakukan secara terus-menerus untuk kesehatan,
kebugaran, dan kegembiraan. Pengembangan olahraga dalam masyarakat melibatkan usaha
untuk membina dan mengembangkan partisipasi masyarakat dalam aktivitas olahraga secara
terencana, berjenjang, dan berkelanjutan. Individu yang menunjukkan minat dan potensi
akan diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam program latihan khusus, didukung
oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan yang modern.

[lmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan dalam konteks ini bertujuan untuk
memperkaya pengetahuan serta aksesibilitas teknologi guna mendukung perkembangan
budaya olahraga masyarakat yang masih perlu ditingkatkan. Olahraga masyarakat adalah
kegiatan yang terbuka bagi setiap individu, satuan pendidikan, lembaga, perkumpulan, atau
organisasi olahraga. Ini adalah suatu kegiatan yang bersifat inklusif dan dapat diikuti oleh

siapapun tanpa memandang usia, jenis kelamin, latar belakang sosial, atau tingkat kebugaran

fisik.

24



Konsep olahraga masyarakat mengajarkan bahwa penting untuk mempromosikan
kesehatan dan kebugaran melalui partisipasi aktif dalam aktivitas fisik. Satuan pendidikan,
seperti sekolah atau universitas, memiliki peran penting dalam mendukung olahraga
masyarakat. Mereka dapat menyediakan fasilitas olahraga, mengorganisir acara olahraga,
atau bahkan membimbing siswa untuk terlibat dalam kegiatan olahraga yang sesuai dengan
minat dan bakat mereka. Pendidikan tentang pentingnya olahraga untuk kesehatan jasmani
dan jiwa juga harus menjadi bagian integral dari kurikulum pendidikan. Selain itu, lembaga
dan perkumpulan memiliki tanggung jawab untuk memfasilitasi olahraga masyarakat.
Mereka dapat mengatur kompetisi olahraga, mengoordinasikan kegiatan kebugaran, atau
menyelenggarakan program olahraga yang melibatkan anggota masyarakat.

Melalui partisipasi dalam olahraga masyarakat, individu dapat membangun
keterampilan sosial, memperluas jaringan sosial, dan memperoleh manfaat kesehatan yang
luar biasa. Organisasi olahraga juga memegang peranan penting dalam mengembangkan
olahraga masyarakat. Mereka dapat mempromosikan berbagai jenis olahraga, memberikan
pelatihan, dan menyelenggarakan turnamen atau kegiatan olahraga berskala besar. Dengan
mendorong partisipasi masyarakat dalam olahraga, organisasi olahraga dapat menciptakan
lingkungan yang sehat, aktif, dan harmonis bagi masyarakat secara keseluruhan.

Faktor-faktor penting yang berpengaruh terhadap perkembangan olahraga dalam
masyarakat harus saling terkait dengan baik. Untuk menciptakan lingkungan yang
mendukung, program latihan yang terencana dan terprogram harus disertai dengan edukasi
tentang gizi yang tepat. Pentingnya kegiatan olahraga secara rutin juga harus diakui, karena
ini memungkinkan masyarakat untuk mengaplikasikan teknik dan pengetahuan yang
diperoleh selama latihan dalam situasi nyata. Pengembangan olahraga dalam masyarakat
bertujuan untuk mendorong partisipasi melalui berbagai kegiatan, dengan dukungan dari
ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan. Namun, dalam mengatasi keterbatasan
sumber daya, kolaborasi dengan sektor swasta dan partisipasi aktif masyarakat menjadi
sangat penting.

Semua pihak yang terlibat dalam dunia olahraga dalam masyarakat harus bersatu
untuk mencapai tujuan bersama, dengan adanya badan independen yang berfokus pada
pengembangan olahraga masyarakat, terbebas dari campur tangan politik. Olahraga
masyarakat memiliki tujuan yang luas dan bervariasi yang membawa manfaat bagi individu
dan masyarakat secara keseluruhan. Tujuan utama dari olahraga masyarakat adalah untuk

membudayakan aktivitas fisik di tengah-tengah masyarakat.
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Dengan memotivasi orang untuk bergerak dan berpartisipasi dalam aktivitas fisik,
olahraga masyarakat berusaha untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga
tubuh agar tetap aktif dan sehat.

Dalam rangka mencapai semua tujuan ini, pemerintah, lembaga, dan masyarakat perlu
bekerja sama untuk mendukung dan mempromosikan olahraga sebagai bagian integral dari
kehidupan sehari-hari. Pemerintah Daerah dan masyarakat memiliki tanggung jawab untuk
menggali, mengembangkan, dan memajukan olahraga masyarakat. Pembinaan dan
pengembangan olahraga menjadi tugas Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat. Tugas ini
diemban dengan cara membangun dan memanfaatkan potensi sumber daya, prasarana
olahraga, dan sarana olahraga masyarakat.

Pemerintah  Daerah  memiliki  peran utama dalam  menyusun dan
mengimplementasikan kebijakan serta program yang mendorong pertumbuhan olahraga di
masyarakat. Di samping itu, partisipasi aktif dari masyarakat dalam mengelola dan
memanfaatkan sarana olahraga juga sangat diperlukan untuk mencapai tujuan pembinaan
dan pengembangan olahraga yang berkelanjutan. Dengan melaksanakan olahraga
masyarakat secara efektif, masyarakat dapat meraih manfaat yang besar dalam berbagai
aspek kehidupan.

Pembinaan dan pengembangan olahraga meliputi:

a. Peningkatan kapasitas olahraga, tenaga keolahragaan, dan organisasi olahraga;
b. Penyusunan metode pembinaan dan pengembangan keolahragaan;

c. Tata kelola dan kelembagaan keolahragaan;

d. Penyediaan prasarana dan sarana olahraga;

e. Tata cara pemberian penghargaan dan jaminan sosial di bidang keolahragaan.
Pembinaan dan pengembangan olahraga dilaksanakan melalui tahapan sebagai

berikut:

a. Pengenalan olahraga;

b. Pemantauan;

c. Pemanduan;

d. Pengembangan bakat; dan

@

Peningkatan prestasi pada jalur keluarga, jalur pendidikan, dan jalur masyarakat.
Menurut Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, olahraga

masyarakat memiliki dua ruang lingkup, yaitu olahraga rekreasi dan olahraga tradisional.
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4.  Olahraga Rekreasi

Pengertian olahraga rekreasi merupakan kegiatan olahraga yang dilakukan untuk
tujuan hiburan, kesenangan, dan kebugaran jasmani. Olahraga rekreasi dilakukan sebagai
bagian dari proses pemulihan kesehatan dan kebugaran. Olahraga rekreasi adalah olahraga
yang dilakukan untuk mengisi waktu luang dengan tujuan akhirnya.

Para ahli pendidikan dan tokoh-tokoh rekreasi berpendapat bahwa di dalam rekreasi
terdapat elemen-elemen permainan sehingga orang yang sedang berekreasi dikatakan
mereka sedang bermain. Mengenai bermain tadi, Dr. John Finolly yang dikutip oleh Nurlan
Kusmaedi (2002:5) mengatakan bahwa arti rekreasi sangat luas dan tidak hanya bermain
saja. Pendapat-pendapat di atas masih bersifat umum, dan belum sampai pada pengertian
hakikat daripada rekreasi tadi. Hingga kini perumusan-perumusan yang sudah ada belum
dapat diterima oleh semua pihak. Tidak lain karena rekreasi merupakan suatu pandangan
yang khas dan setiap orang mempunyai falsafah yang berbeda-beda.

Karena itu setiap pernyataan dapat dibenarkan sesuai dengan falsafah, sikap, dan cara
hidup setiap orang. Dengan demikian, setiap aktivitas orang dapat dijadikan aktivitas
rekreasi asal memenuhi syarat-syarat yang khas daripada rekreasi. Telah diketahui bahwa
setiap usaha dari setiap orang mempunyai unsur positif dan negatif, karena manusia
bukanlah makhluk yang sempurna.

Demikian pula aktivitas-aktivitas rekreasi ada yang bersifat positif dan negatif.
Beberapa pengertian tentang rekreasi, antara lain:

a. Nurlan Kusmaedi (2002:2) menjelaskan sebagai berikut: “Rekreasi adalah suatu
kegiatan pengisi waktu luang yang melibatkan fisik, mental/emosi, dan sosial yang
mengandung sifat pemulihan kembali kondisi seorang dari segala beban yang timbul
akibat kegiatan-kegiatan sehari-hari dan dilaksanakan dengan kesadaran sendiri”.

b. Marjono (2002:3) menjelaskan bahwa: “Rekreasi adalah kegiatan yang dikerjakan oleh
seorang atau secara bersama-sama dengan orang lain dalam waktu senggang secara
sadar dan sukarela untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan serta kesegaran
pribadi dengan secara langsung dan segera”.

c. Manuel (1997) mengidentifikasikan dan mengelompokkan kegiatan rekreasi ke dalam
5 kategori, yaitu :

1. Kegiatan rekreasi dilaksanakan di dalam/di sekitar rumah seperti menonton televisi,
mendengarkan radio, membaca buku, berkebun, dan mengerjakan suatu hobi.

2. Kegiatan rekreasi bernilai sosial tinggi seperti melakukan hiburan ke luar, makan ke
luar, mengunjungi penginapan.
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. Kegiatan rekreasi yang mengejar/mencari budaya dan artistik seperti mengunjungi

teater, konser, dan pameran seni.

. Kegiatan rekreasi yang mengejar olahraga yang aktif seperti renang, golf, dan tenis.

. Kegiatan rekreasi outdoor informal seperti piknik, berkendara untuk kesenangan,

dan melihat pemandangan.

Kesimpulan beberapa ciri-ciri dari rekreasi, seperti berikut:

1) Rekreasi adalah suatu aktivitas yang bersifat fisik, mental, maupun emosional,
rekreasi menghendaki aktivitas dan tidak selalu bersifat nonaktif.

2) Aktivitas rekreasi tidak mempunyai bentuk dan macam tertentu, semua kegiatan
yang dapat dilakukan oleh manusia dapat dijadikan aktivitas rekreasi asalkan saja
dilakukan dalam waktu senggang dan memenuhi tujuan dan maksud-maksud
positif daripada rekreasi.

3) Rekreasi dilakukan karena terdorong oleh keinginan atau mempunyai motif-motif
yang sekaligus memilih gerakan atau bentuk dan macam aktivitas yang hendak
dilakukan.

4) Rekreasi hanya dilakukan pada waktu senggang (leisure time), ini berarti bahwa
semua kegiatan yang tidak dilakukan dalam waktu senggang tersebut tidak dapat
digolongkan sebagai kegiatan rekreasi.

5) Rekreasi dilakukan secara bebas dari segala bentuk dan macam paksaan, hal ini
adalah penting bagi sifat kegiatan rekreasi sebagai sarana untuk dapat menyatakan
diri secara bebas.

6) Rekreasi bersifat universal yang merupakan bagian daripada kehidupan manusia,
dari semua bangsa, dan tidak terbatas oleh umur, jenis kelamin, pangkat, serta
kedudukan sosial.

7) Rekreasi dilakukan secara sungguh-sungguh dan mempunyai maksud-maksud
tertentu; banyak orang menganggap bahwa rekreasi tidak bersifat sungguh-
sungguh Karena justru ingin mendapatkan kesenangan. Anggapan tersebut kurang
tepat dan merupakan salah pengertian dari sekian banyak orang. Justru karena
ingin mendapatkan kesenangan dan kepuasan kegiatan rekreasi harus dilakukan
secara sungguh-sungguh.

8) Rekreasi adalah fleksibel, ini berarti bahwa rekreasi tidak dibatasi oleh tempat, di
mana saja sesuai dengan bentuk dan macam kegiatan rekreasi dapat dilakukan.

Selanjutnya rekreasi dapat juga dilakukan oleh perorangan atau kelompok.
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Pengertian rekreasi dan wisata adalah overlap, karena kedua-duanya merupakan suatu
cara dalam mengisi waktu luang, dan juga dengan aktivitas lainnya yang menyangkut
perjalanan. Keinginan untuk berwisata dapat terdorong oleh motif-motif yang sudah menjadi
tabiat manusia, seperti keinginan untuk menyelidiki atau mengenal hal-hal yang belum

dikenal, ingin mendapatkan kepastian, dan sebagai variasi dalam hidup.

5. Olahraga Prestasi

Olahraga Prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan
secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk
mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
Olahragawan adalah seseorang yang mengikuti pelatihan dan kejuaraan olahraga secara
teratur, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan untuk mencapai prestasi.
Pengolahraga adalah orang yang berolahraga dalam usaha mengembangkan potensi jasmani,
rohani, sosial, dan budaya.

Prestasi adalah hasil yang dicapai olahragawan atau kelompok olahragawan dalam
kegiatan olahraga. Prestasi olahraga nasional tidak mungkin dapat maju tanpa adanya
fondasi yang kokoh, karena prestasi olahraga tidak dapat terbentuk secara tiba-tiba dan
instan. Prestasi harus dibangun melalui proses pembinaan dan pengembangan yang
terencana, berjenjang, dan berkelanjutan dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi
keolahragaan. Setiap lapisan masyarakat di seluruh Nusantara sudah menunggu kejayaan
prestasi yang dapat diraih oleh para olahragawan yang berlaga di berbagai arena olahraga.

Prestasi yang diraih oleh para olahragawan akan mengangkat harkat dan martabat
bangsa Indonesia yang saat ini sedang mengalami keterpurukan. Pengibaran Bendera Merah
Putih yang dibarengi dengan lagu ‘Indonesia Raya’ dikumandangkan pada suatu acara telah
ditunggu-tunggu masyarakat Indonesia. Agar peristiwa tersebut dapat terjadi, olahraga
prestasi seharusnya ditangani sedemikian rupa, karena prestasi yang diraih tidak dapat
dilakukan secara instan dan mendadak. Pembinaan olahragawan dalam olahraga prestasi
seharusnya dilakukan secara kontinu dan berkelanjutan (Setiono, 2006).

Untuk maksud tersebut, maka dalam olahraga prestasi diperlukan upaya-upaya
penanganan secara optimal. Terdapat beberapa komponen penting yang berkaitan dengan
olahraga prestasi, yaitu:

a. Perlunya pembinaan berjenjang dan berkelanjutan;
b. Prioritas cabang olahraga;

c. Identifikasi pemanduan bakat;

29



d. Optimalisasi pembinaan Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP), Pusat
Pendidikan dan Latihan Mahasiswa (PPLM), dan sekolah khusus olahraga;

e. Investasi dan implementasi IPTEK keolahragaan;

f.  Pemberdayaan semua jalur pembinaan;

g. Sistem jaminan kesejahteraan dan masa depan (Mutohir, 2007).

Aspek penting yang perlu mendapat perhatian dalam menghasilkan prestasi olahraga
yakni pemanduan bakat. Pemanduan bakat olahraga merupakan usaha yang dilakukan untuk
memperkirakan peluang olahragawan yang berbakat dalam olahraga prestasi, untuk dapat
berhasil dalam menjalani program latihan sehingga mampu mencapai prestasi puncak.
Gunarsa (1992) memandang bakat olahraga sebagai suatu potensi yang dimiliki oleh
seseorang, untuk berprestasi dalam kegiatan atau cabang olahraga tertentu.

Oleh karena itu, pemanduan bakat olahraga bertujuan untuk mengidentifikasi calon
olahragawan yang berpotensi dan selaras dengan faktor-faktor internal olahragawan, dan
tuntutan cabang olahraga yang menjadi pilihan olahragawan. Tujuan pemanduan bakat
olahraga menurutnya menekankan pada identifikasi keberbakatan olahraga, dengan

mengacu pada kesesuaian potensi dan minat olahragawan.

6.  Olahraga Penyandang Disabilitas

Olahraga penyandang disabilitas adalah olahraga yang dilakukan sesuai dengan
kondisi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik seseorang. Penyandang
disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental,
dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan
dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif
dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Manusia yang dilahirkan di dunia tidak semuanya memiliki kondisi tubuh yang
lengkap. Banyak yang mengalami ketidaksempurnaan fisik tertentu, yang dapat
mengakibatkan kekurangan atau disabilitas. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19
Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas tidak
lagi menggunakan istilah "penyandang cacat" tetapi diganti dengan "penyandang
disabilitas". Penyandang disabilitas adalah individu yang memiliki keterbatasan fisik,
mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama. Ketika menghadapi berbagai
hambatan, hal ini dapat membuat mereka kesulitan untuk berpartisipasi sepenuhnya dan

efektif dalam masyarakat dengan prinsip kesetaraan hak.
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Pengertian sehat, menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,
adalah keadaan yang memungkinkan setiap individu untuk hidup produktif secara sosial dan
ekonomis, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Sementara definisi sehat
menurut WHO adalah keadaan jasmani, rohani (mental), dan sosial yang tidak hanya bebas
dari penyakit, cacat, dan kelemahan. Ini menunjukkan bahwa penyandang disabilitas tetap
dapat dianggap sehat selama mereka dapat melakukan aktivitas sesuai dengan kemampuan
fungsional tubuh yang mereka miliki.

Kesehatan adalah hak asasi yang mendasar bagi semua orang, termasuk penyandang
disabilitas. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya menyeluruh dan terpadu untuk menjaga
agar penyandang disabilitas tetap sehat dengan meningkatkan kesadaran, kemauan, dan
kemampuan mereka untuk menjalani gaya hidup yang sehat, sehingga tingkat kesehatan
yang tinggi dapat tercapai. Pengembangan olahraga disabilitas merupakan usaha untuk
membina dan mengembangkan atlet difabel secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan
melalui partisipasi dalam kompetisi.

Atlet dengan potensi yang menonjol akan mendapat kesempatan untuk melibatkan diri
dalam program pelatihan khusus, didukung oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi keolahragaan yang modern. Ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan dalam
konteks ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas serta aksesibilitas pengetahuan dan
teknologi yang telah teruji guna mendukung kemajuan olahraga disabilitas.

Konferensi Ketunanetraan Asia yang diadakan di Singapura pada tahun 1981, yang
diselenggarakan oleh International Federation of The Blind (IFB) dan World Council for the
Welfare of The Blind (WCWB), memperkenalkan istilah "difable." Istilah ini kemudian
diterjemahkan menjadi "difabel" dalam bahasa Indonesia. "diffable" sebenarnya merupakan
akronim dari "differently abled," dan kata benda yang sesuai adalah "disability," yang
merupakan akronim dari "different ability." Istilah ini diusulkan oleh orang-orang yang tidak
menyukai penggunaan kata-kata "disable" dan "disability." Lebih dari sekadar lebih
bersahabat, istilah "difabel" lebih egaliter dan bersifat mendukung, karena "different ability"
berarti "kemampuan yang berbeda." Ini berlaku tidak hanya bagi mereka yang memiliki
ketunaan, melainkan juga untuk semua individu yang memiliki kemampuan yang berbeda.

Istilah ini pertama kali diciptakan oleh lembaga yang mengurus penyandang cacat, dan
pada tahun 1999, istilah ini dinyatakan boleh digunakan secara luas oleh masyarakat sebagai

pengganti kata "cacat”.
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Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mendefinisikan
setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam
jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan
dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya
berdasarkan kesamaan hak. World Health Organization (WHO) (1980) memberikan tiga
definisi yang berkaitan dengan kecacatan, yaitu impairment (kehilangan atau abnormalitas
struktur atau fungsi psikologis, fisiologis, atau anatomis), disability (keterbatasan atau
kehilangan kemampuan sebagai akibat dari impairment), dan handicap (kerugian bagi
individu tertentu akibat impairment atau disability yang membatasi atau menghambat peran
normal seseorang).

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa penyandang
disabilitas adalah individu yang memiliki kemampuan yang berbeda dalam melaksanakan
suatu kegiatan jika dibandingkan dengan norma umum bagi seorang manusia. Dalam
perkembangan olahraga saat ini, olahraga mencakup berbagai elemen masyarakat, termasuk
mereka yang dikenal sebagai penyandang disabilitas. Olahraga dianggap sebagai hak asasi
manusia, yang berarti bahwa mereka yang berkebutuhan khusus juga memiliki kesempatan
untuk ikut serta dalam dunia olahraga, hal ini berarti bahwa olahraga penyandang disabilitas
harus disesuaikan dengan kebutuhan individu.

Menurut Undang-Undang tentang sistem keolahragaan nasional, olahraga penyandang
disabilitas adalah olahraga yang dilakukan sesuai dengan kondisi kelainan fisik dan/atau
mental seseorang. Peraturan pertandingan dan fasilitas yang digunakan dalam olahraga
penyandang disabilitas mungkin berbeda dari olahraga konvensional, tetapi prinsip dasarnya
adalah memberikan kesempatan yang sama bagi mereka yang memiliki kemampuan yang
berbeda untuk berpartisipasi dan berprestasi dalam dunia olahraga.

Olahraga bagi penyandang disabilitas dapat menjadi sarana untuk mengembangkan
potensi dan bakat yang dimiliki. Setiap individu, termasuk penyandang disabilitas, memiliki
kelebihan, kemampuan, dan keunikan tersendiri selain memiliki kekurangan. Pilihan
menjadi atlet bagi penyandang disabilitas adalah sesuatu yang dapat dimaklumi karena
melalui olahraga, mereka dapat membuktikan kemampuan mereka dalam berkompetisi dan
meraih prestasi. Kegiatan olahraga ini terbuka bagi semua, termasuk para penyandang
disabilitas. Melalui media olahraga, penyandang disabilitas dapat mengeksplorasi bakat
keolahragaan dan kemampuan yang dimiliki, sehingga dapat mengaktualisasikan diri

mereka.
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Keberhasilan aktualisasi diri seorang atlet dapat diukur dari prestasi-prestasi yang
telah mereka capai. Pembinaan dan pengembangan olahraga bagi penyandang disabilitas
mencakup beberapa aspek:

a. Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas bertujuan untuk
meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi olahraga. Ini dilakukan oleh
organisasi olahraga penyandang disabilitas melalui kegiatan penataran, pelatihan, dan
pengembangan kompetensi yang berjenjang, dari tingkat daerah, nasional, hingga
internasional;

b. Instansi terkait, Pemerintah Daerah (Pemda), dan organisasi olahraga penyandang
disabilitas dalam masyarakat memiliki tanggung jawab untuk membentuk sentra
pembinaan dan pengembangan keolahragaan khusus untuk penyandang disabilitas;

c. Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas dilaksanakan dalam
berbagai jenis olahraga yang sesuai dengan kondisi fisik dan mental individu, termasuk
olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi (berdasarkan UU No. 11
Tahun 2022 tentang SKN, Pasal 6).

Prestasi yang telah diraih oleh penyandang disabilitas melalui olahraga adalah sesuatu
yang patut diperhatikan dan dicermati. Ini memberikan kesadaran kepada masyarakat dan
instansi terkait bahwa kekurangan bukan lagi menjadi hambatan bagi kesuksesan seseorang.
Mereka membuktikan bahwa mereka memiliki potensi yang patut diakui dalam masyarakat.
Semua pencapaian ini tidak akan terjadi tanpa dukungan dari berbagai pihak, terutama para
pembina atlet penyandang disabilitas. Dukungan dan pembinaan terhadap atlet penyandang
disabilitas akan membantu meningkatkan rasa percaya diri, kemandirian, dan harga diri
mereka.

Faktor-faktor utama yang mempengaruhi peningkatan prestasi dalam olahraga
disabilitas harus saling berinteraksi dengan harmonis. Untuk menghasilkan atlet disabilitas
yang berkualitas, pelatihan yang terencana dan terprogram harus diiringi dengan asupan gizi
yang sesuai dengan kebutuhan individu. Pentingnya kompetisi secara rutin juga tidak bisa
diabaikan, karena hal ini memungkinkan atlet untuk mengaplikasikan teknik dan strategi
yang telah dikuasai selama pelatihan dalam situasi pertandingan nyata. Pengembangan
olahraga disabilitas bertujuan untuk membina atlet secara bertahap melalui kompetisi,

dengan dukungan dari ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
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7.

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga

Pembinaan dan pengembangan keolahragaan adalah usaha sadar yang dilakukan

secara sistematis untuk mencapai tujuan keolahragaan. Aspek-aspek tersebut meliputi:

a.

Peningkatan kapasitas olahraga, tenaga keolahragaan, dan organisasi olahraga
peningkatan kapasitas individu yang terlibat dalam dunia olahraga, termasuk atlet,
pelatih, dan staf keolahragaan, merupakan bagian integral dari pembinaan dan
pengembangan olahraga ini. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi
mereka adalah tujuan utama dalam upaya ini.

Metode pembinaan dan pengembangan keolahragaan menjadi fokus penting dalam
upaya meningkatkan olahraga. Penyusunan metode yang efektif dan efisien dalam
melatih serta mengembangkan atlet adalah langkah kunci untuk mencapai hasil yang
diinginkan. Metode ini harus dapat memaksimalkan potensi atlet, meminimalkan risiko
cedera, dan mengoptimalkan kinerja olahraga.

Tata kelola dan kelembagaan keolahragaan merupakan bagian esensial dalam
pengembangan olahraga. Sistem tata kelola yang baik akan membantu memastikan
transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam manajemen keolahragaan. Kelembagaan
yang kuat dan efektif juga akan mendukung perkembangan olahraga secara
keseluruhan.

Prasarana dan sarana olahraga tidak boleh diabaikan dalam upaya pembinaan dan
pengembangan olahraga. Penyediaan fasilitas yang memadai dan berkualitas akan
membantu mendorong partisipasi masyarakat dalam olahraga. Prasarana dan sarana
yang baik juga dapat meningkatkan performa atlet dan mendukung pertandingan
olahraga dengan standar tinggi.

Tata cara pemberian penghargaan dan jaminan sosial di bidang keolahragaan
penghargaan yang adil dan pengakuan atas prestasi atlet merupakan motivasi penting
bagi mereka untuk terus berprestasi.

Jaminan sosial yang memadai bagi para olahraga, termasuk kesehatan dan keamanan

akan membantu menciptakan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan bagi kemajuan

olahraga secara menyeluruh. Olahraga mempunyai peranan sebagai penggerak dan modal

dasar bagi peningkatan kualitas SDM. Hal ini akan tercapai apabila olahraga dapat

dilaksanakan secara terpola, terpadu, dan terarah sehingga akan mampu menjadi salah satu

kekuatan unggulan dan andalan pembangunan nasional dimasa mendatang.
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Maka olahraga harus digarap dengan maksimal dan profesional. Pemberdayaan
olahraga dilakukan agar masyarakat yang mempunyai hobi dan bakat dalam olahraga,
mampu berolahraga hingga mencapai puncak prestasi yang didambakan. Agar upaya
pemberdayaan dan mengoptimalkan olahraga dapat berperan semaksimal mungkin dalam
pembangunan keolahragaan nasional tersebut, maka ditempuh langkah-langkah sebagai
berikut:

a. Melakukan intensifikasi pembudayaan dan pelaksanaan olahraga;
b. Menciptakan iklim yang kondusif untuk berkembangnya olahraga;
c. Pembinaan dan pengembangan secara bertahap, berjenjang, dan berkesinambungan

yang dilakukan oleh semua unsur yang terlibat dan terkait.

8.  Penyelenggaraan Kejuaraan Daerah

Penyelenggaraan kejuaraan olahraga merupakan suatu aktivitas yang harus dijalankan
dengan memperhatikan tujuan keolahragaan serta prinsip penyelenggaraan keolahragaan di
tingkat daerah. Hal ini merupakan kewajiban bagi Pemerintah Daerah maupun masyarakat
untuk memastikan bahwa setiap penyelenggaraan kegiatan olahraga diadakan dengan
mempertimbangkan tujuan dari keolahragaan itu sendiri. Tujuan keolahragaan mencakup
berbagai aspek seperti mempromosikan gaya hidup sehat, membangun solidaritas, dan
semangat kebersamaan diantara masyarakat, serta meningkatkan prestasi atletik dan
peningkatan kualitas kebugaran jasmani.

Prinsip penyelenggaraan keolahragaan di tingkat daerah meliputi berbagai aspek yang
perlu diintegrasikan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan olahraga.
Misalnya, prinsip transparansi, partisipasi aktif masyarakat, dan pengelolaan yang efektif
dari sumber daya yang tersedia. Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan kejuaraan olahraga,
pemerintah daerah dan masyarakat memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa
tujuan dan prinsip keolahragaan menjadi landasan utama dalam perencanaan dan
pelaksanaan setiap kegiatan olahraga demi mencapai manfaat maksimal bagi masyarakat
dan kemajuan olahraga di tingkat daerah.

Penyelenggaraan kejuaraan olahraga memiliki cakupan yang meliputi beberapa
tingkatan, yaitu:

a. Kejuaraan olahraga tingkat kabupaten, merupakan tingkatan awal dari kompetisi ini.
Ditingkat ini, peserta berasal dari kabupaten atau kota tertentu dan berlomba untuk

meraih prestasi terbaik dalam olahraga yang dipertandingkan;
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b. Kejuaraan olahraga tingkat provinsi, dimana kompetisi diadakan antara perwakilan dari
berbagai kabupaten dan kota di provinsi tertentu. Tingkat provinsi ini merupakan
lanjutan dari tingkat kabupaten dan menjadi ajang yang lebih tinggi dalam kompetisi
olahraga di mana para atlet akan berusaha untuk memperlihatkan kemampuan terbaik
mereka guna meraih penghargaan;

c. Kejuaraan olahraga tingkat wilayah. Ditingkat ini, kompetisi diadakan antara
perwakilan dari berbagai provinsi yang termasuk dalam satu wilayah tertentu.
Kejuaraan tingkat wilayah memberikan panggung yang lebih besar bagi para atlet untuk
menunjukkan potensi dan kemampuan mereka dalam olahraga yang dipertandingkan;

d. Kejuaraan olahraga tingkat nasional. Ini adalah tingkatan puncak dalam
penyelenggaraan kejuaraan olahraga.

Para atlet terbaik dari seluruh wilayah di Indonesia bersaing untuk meraih prestasi
tertinggi dan menjadi juara nasional. Tingkat nasional ini menjadi tujuan akhir bagi banyak
atlet, di mana mereka dapat mengukur kemampuan dan keterampilan mereka di tingkat yang
lebih kompetitif. Selain kejuaraan olahraga, terdapat juga pekan olahraga yang diadakan
pada tingkat kabupaten, provinsi, wilayah, dan nasional. Pekan olahraga ini menjadi ajang
penting untuk mempromosikan olahraga, meningkatkan semangat kompetisi, dan memupuk
rasa persatuan diantara peserta dari berbagai tingkatan. Pekan olahraga tersebut menjadi
momen dimana masyarakat dapat bersatu dalam semangat olahraga dan mengapresiasi
prestasi atlet-atlet terbaik di negara ini.

Penyelenggara harus menyediakan fasilitas dan layanan yang memadai untuk
memastikan kesehatan dan keselamatan semua pihak yang terlibat dalam kejuaraan. Tak
hanya itu, penyelenggara kejuaraan olahraga daerah juga harus mematuhi ketentuan daerah
setempat, termasuk regulasi dan aturan yang berlaku. Ini termasuk peraturan yang
berhubungan dengan izin penyelenggaraan acara, lokasi penyelenggaraan, dan aspek lain
yang berkaitan dengan hukum dan peraturan setempat. Kepatuhan terhadap ketentuan
daerah setempat akan mendukung kelancaran dan legalitas kejuaraan olahraga tersebut.
Selain aspek teknis dan peraturan daerah, penyelenggara juga harus memperhatikan aspek
keamanan dan ketertiban umum.

Upaya untuk menjaga keamanan selama kejuaraan olahraga adalah suatu keharusan.
Penyelenggara harus bekerja sama dengan pihak terkait, seperti kepolisian dan aparat
keamanan, untuk memastikan bahwa kejuaraan berlangsung aman dan tertib. Kepentingan
publik juga harus diperhatikan, dengan memastikan bahwa kejuaraan memberikan manfaat

dan kontribusi positif bagi masyarakat secara luas.
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Penanggung jawab pekan olahraga, kejuaraan, dan festival daerah dapat meng asuransi
jaminan keselamatan dan Kesehatan pelaku olahraga yang turut serta dalam

penyelenggaraan pekan olahraga, kejuaraan dan festival daerah.

8. Pengelolaan Sistem Keolahragaan Daerah

Pengelolaan sistem keolahragaan daerah merupakan tanggung jawab Pemerintah
Daerah dan Masyarakat sesuai kewenangannya. Pemerintah Daerah memiliki peran utama
dalam mengelola dan mengembangkan sistem keolahragaan di wilayahnya. Mereka
bertanggung jawab untuk menyusun kebijakan, program, dan anggaran yang mendukung
pengembangan olahraga di tingkat lokal. Selain itu, masyarakat juga memiliki peran penting
dalam mendukung pengelolaan sistem keolahragaan daerah dengan berperan aktif dalam
berbagai kegiatan olahraga, mengadvokasi kepentingan olahraga, serta berkontribusi dalam
pembentukan dan pengawasan terhadap program olahraga yang ada.

Sinergi antara Pemerintah Daerah dan masyarakat sangat diperlukan untuk mencapai
tujuan pembangunan dan kemajuan olahraga di tingkat lokal. Dalam Pengelolaan sistem
Keolahragaan Daerah, Bupati memiliki tanggung jawab yang mencakup beberapa aspek

penting.

9.  Perencanaan Keolahragaan Daerah
Pemerintah Daerah harus melakukan perencanaan keolahragaan daerah. Perencanaan
mencakup penyusunan rencana strategis yang akan membimbing perkembangan dan

peningkatan bidang keolahragaan di wilayah daerah.

10. Organisasi Keolahragaan

Pemerintah Daerah juga bertanggung jawab untuk mengorganisasi keolahragaan di
daerahnya, hal ini termasuk dalam mengatur struktur organisasi, pembentukan lembaga-
lembaga terkait, dan koordinasi berbagai kegiatan keolahragaan. Tujuannya adalah

menciptakan sistem keolahragaan yang terorganisir dengan baik dan efisien.

11. Pendanaan Pemerintah

Daerah juga berperan dalam pendanaan keolahragaan daerah, hal ini mencakup
mengalokasikan anggaran yang memadai untuk mendukung program dan proyek
keolahragaan. Dengan sumber daya yang memadai, diharapkan kegiatan keolahragaan di

daerah dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang maksimal bagi Masyarakat.
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12.  Pengawasan Keolahragaan.

Tidak kalah penting, Pemerintah Daerah juga memiliki tugas pengawasan terhadap
keolahragaan di wilayahnya. Pengawasan diperlukan untuk memastikan implementasi
program dan kegiatan keolahragaan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Selain itu,
pengawasan juga berperan dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam

pengelolaan keolahragaan di tingkat daerah.

13. Sarana dan Prasarana Olahraga Daerah

Pemerintah Daerah dan masyarakat memiliki tanggung jawab penting terhadap
perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan prasarana olahraga
daerah. Prasarana olahraga adalah infrastruktur yang sangat vital untuk mendukung aktivitas
keolahragaan dan gaya hidup sehat masyarakat. Pengelolaan yang baik dari Pemerintah
Daerah akan menjamin aksesibilitas dan keamanan bagi masyarakat dalam menjalankan
aktivitas olahraga.

Dalam upaya pengembangan prasarana olahraga, jumlah dan jenis infrastruktur
olahraga yang dibangun harus mempertimbangkan pemerataan di seluruh wilayah, termasuk
daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh
masyarakat, tanpa memandang lokasi geografisnya, dapat memantfaatkan fasilitas olahraga
dengan adil dan merata. Kepentingan keolahragaan daerah harus menjadi fokus utama dalam
penentuan jenis dan lokasi prasarana olahraga. Penting untuk diingat bahwa setiap orang
dilarang untuk meniadakan dan/atau mengalih fungsikan prasarana olahraga yang telah
menjadi aset atau milik pemerintah daerah tanpa mendapatkan persetujuan dari pihak yang
berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal ini bertujuan untuk menjaga integritas dan keberlangsungan penggunaan
prasarana olahraga demi kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Pemerintah Daerah
memiliki peran penting dalam membina dan mendorong pengembangan industri sarana
olahraga. Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pengembangan
sarana olahraga berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, setiap
orang atau badan usaha yang terlibat dalam produksi sarana olahraga harus mematuhi
standar teknis yang telah ditetapkan untuk cabang olahraga yang bersangkutan.

Standar teknis sarana olahraga yang harus dipatuhi mencakup berbagai aspek,
termasuk kualitas, desain, dan fungsionalitas sarana olahraga sesuai dengan cabang olahraga

yang dimaksud.
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Semua produk sarana olahraga yang diproduksi, dijual, atau disewakan untuk
masyarakat umum harus memenuhi standar kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan
perlindungan lingkungan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa sarana olahraga dapat
digunakan secara aman dan bermanfaat bagi kesehatan masyarakat.

Selain itu, produsen sarana olahraga juga wajib memberikan informasi tertulis kepada
konsumen mengenai bahan baku yang digunakan, cara penggunaan, dan pemanfaatan sarana
olahraga. Informasi ini penting untuk memberikan perlindungan kesehatan dan keselamatan
kepada pengguna sarana olahraga. Dengan adanya informasi ini, pengguna dapat
menggunakan sarana olahraga dengan benar dan memaksimalkan manfaatnya, sambil

memastikan keselamatan dan kesehatan mereka selama penggunaan.

14. Pendanaan

Pendanaan keolahragaan merupakan sebuah aspek vital dalam mendukung
pengembangan olahraga di suatu wilayah. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan
dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan,
pengembangan, peningkatan, pengawasan, dan evaluasi. Keterlibatan dan keterpaduan
antara Pemerintah Daerah, pemerintah kabupaten, serta masyarakat sangatlah penting untuk
memastikan terselenggaranya kegiatan olahraga yang berkualitas dan merata.

Dalam konteks ini, UU No. 11 Tahun 2022 Pasal 75 menegaskan bahwa tanggung
jawab pendanaan keolahragaan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah,
pemerintah kabupaten, dan masyarakat. Menguraikan sumber-sumber pendanaan
keolahragaan yang harus diambil oleh pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten.
Pertama, pendanaan dapat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Ini
menunjukkan komitmen pemerintah pusat untuk mendukung pengembangan olahraga
secara luas dan menyeluruh di tingkat daerah. Kedua, pendanaan juga dapat berasal dari
anggaran pendapatan dan belanja daerah, menunjukkan keterlibatan langsung dan komitmen
dari pemerintah setempat dalam memajukan olahraga di wilayah mereka.

Tidak hanya itu mencakup opsi lain untuk sumber pendanaan keolahragaan, yaitu dana
keistimewaan. Hal ini menunjukkan fleksibilitas dan variasi sumber pendanaan yang dapat
dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan olahraga. Pilihan-pilihan sumber dana ini
memperlihatkan bahwa ada komitmen untuk memastikan bahwa pendanaan keolahragaan
diarahkan dengan baik dan diambil dari berbagai sumber yang dapat mendukung

pertumbuhan dan perkembangan olahraga secara menyeluruh di tingkat daerah.
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Dengan adanya ketentuan-ketentuan ini, diharapkan dapat mendorong efektivitas dan
keberlanjutan pendanaan keolahragaan demi kemajuan dan keberlangsungan dunia olahraga

di tingkat lokal maupun nasional.

2.1.3 Fasilitas Olahraga

Olahraga telah menjadi gerakan nasional yang merefleksikan implementasi
pembangunan olahraga di Indonesia. Sejalan dengan itu, slogan "Tiada Hari Tanpa
Olahraga" diperkenalkan dengan harapan agar olahraga dapat menjadi bagian integral dari
kehidupan sehari-hari masyarakat dari perkotaan hingga pedesaan. Ketika olahraga telah
menjadi kebutuhan dasar bagi setiap individu, muncul kebutuhan akan fasilitas yang dapat
mendukung aktivitas olahraga. Untuk memastikan kenyamanan dan kelancaran dalam
berolahraga, diperlukan fasilitas yang baik dan memenuhi standar keolahragaan.

Vladimir Hobza dan Tomas Dohnal (2008: 7) menjelaskan bahwa infrastruktur adalah
salah satu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi baik untuk kepentingan kolektif maupun
individu. Selama dua dekade terakhir, negara-negara Eropa Barat telah secara sistematis
mengembangkan infrastruktur olahraga. Di negara maju, infrastruktur olahraga telah
dibangun sesuai dengan standar dan norma yang berbedabeda. Perencanaan infrastruktur
olahraga didasarkan pada analisis perkembangan saat ini.

Rochelle Eime (2017: 248) mencatat bahwa peningkatan prestasi olahraga seringkali
dikaitkan dengan penyediaan fasilitas olahraga yang berkualitas. Penyediaan fasilitas
olahraga juga menjadi faktor yang berkontribusi pada partisipasi masyarakat dalam aktivitas
olahraga. Fasilitas olahraga terdiri dari sarana dan prasarana yang mendukung aktivitas
olahraga. Sarana adalah alat yang digunakan dalam berbagai cabang olahraga, seperti bola,
raket, atau peti lompat. Prasarana merupakan infrastruktur permanen yang mendukung
pelaksanaan aktivitas olahraga. Sarana olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang
digunakan untuk kegiatan olahraga.

Sarana olahraga dapat dibagi menjadi dua kelompok: peralatan (apparatus) seperti
peti lompat dan perlengkapan (device) seperti net atau garis batas. Prasarana olahraga pada
dasarnya adalah infrastruktur permanen. Tanpa prasarana yang memadai, sulit untuk
melakukan aktivitas olahraga berkualitas dan mencapai prestasi olahraga yang tinggi.
Prasarana olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk

kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan.
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Mayoritas pengguna fasilitas menyatakan bahwa fasilitas olahraga memberikan efek
positif bagi mereka, tidak hanya manfaat fisik saja yang diperoleh, tetapi juga dapat
memperkuat komunitas olahraga dan meningkatkan partisipasi olahraga bagi masyarakat.

Namun, untuk menyediakan fasilitas olahraga, dibutuhkan dukungan dana dari
pemerintah, pemerintah daerah, atau organisasi olahraga. Berdasarkan penjelasan diatas,
prasarana olahraga mencakup gedung olahraga, ruang serbaguna, lapangan, dan kolam
renang yang digunakan sebagai tempat pelaksanaan aktivitas olahraga. Sarana olahraga
adalah alat yang digunakan dalam berbagai cabang olahraga untuk mencapai keterampilan
tertentu atau prestasi. Sarana dan prasarana olahraga adalah alat dan bangunan yang
dirancang sesuai dengan persyaratan tertentu untuk digunakan sebagai alat bantu dan tempat
pelaksanaan kegiatan olahraga.

Dengan budaya berolahraga yang tinggi di masyarakat, ketersediaan fasilitas olahraga
sangat mempengaruhi tingkat partisipasi dalam aktivitas olahraga. Semakin banyak fasilitas
olahraga yang tersedia di suatu wilayah, semakin mudah bagi masyarakat untuk
menggunakan dan memanfaatkannya sesuai dengan hobi, kebutuhan, dan keinginan masing-
masing. Namun, jika fasilitas olahraga terbatas di daerah-daerah, minat dan partisipasi
masyarakat dalam kegiatan olahraga dapat menurun. Peningkatan minat masyarakat
terhadap olahraga seringkali tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas maupun kuantitas
fasilitas olahraga, bahkan terjadi penurunan kualitas fasilitas olahraga akibat kurangnya
perawatan.

Untuk mengatasi fenomena ini, atlet, klub, dan penggemar olahraga memerlukan
fasilitas yang representatif di mana mereka dapat melakukan kegiatan mereka, termasuk
berlatih untuk meningkatkan prestasi, meningkatkan kebugaran fisik, dan berekreasi. Oleh
karena itu, muncul ide untuk membangun sebuah fasilitas yang dapat mengakomodasi

kegiatan-kegiatan ini dalam satu lokasi terpadu, seperti sport center.

2.1.4 Ketersedian Fasilitas Olahraga

Umumnya masyarakat lebih fokus pada pembangunan infrastruktur ekonomi daripada
prasarana umum untuk olahraga. Selain itu, olahraga belum dianggap sebagai bagian
integral dari kehidupan sehari-hari, apalagi dalam upaya mencapai presasi. Akibatnya,
partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga masih terbilang rendah. Keterbatasan
fasilitas umum untuk olahraga, kurangnya budaya olahraga, dan kurangnya motivasi

masyarakat untuk berolahraga telah berdampak negatif pada tingkat kebugaran penduduk.
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Kegiatan positif seperti olahraga adalah salah satu cara untuk melindungi generasi
muda dari perilaku yang merusak. Olahraga yang terarah dan terkelola memerlukan
komitmen serius dari berbagai pihak yang terlibat dalam dunia olahraga, termasuk
pemerintah, praktisi olahraga, dan atlet. Ini juga memerlukan pengembangan fasilitas
olahraga yang memadai. Pemerintah harus memperhatikan proporsi antara jumlah penduduk
dan ruang terbuka, sehingga wilayah tersebut memiliki ruang yang cukup untuk aktivitas
olahraga masyarakat.

Setelah fasilitas olahraga tersedia, penting bagi pemerintah untuk mempromosikan
partisipasi aktif masyarakat dengan cara yang positif, seperti melalui program sosialisasi.
Tujuan utama adalah mendorong masyarakat untuk terlibat aktif dalam kegiatan olahraga,
bukan membatasi mereka. Dengan pendekatan yang tepat, fasilitas olahraga dapat menjadi
daya tarik yang kuat bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas olahraga. Dalam
upaya menyediakan fasilitas olahraga bagi masyarakat, penting untuk melakukan evaluasi
kebutuhan.

Harsuki (2003: 384) menjelaskan bahwa penyediaan prasarana olahraga harus
mempertimbangkan tiga aspek utama, yaitu:

1. Kuantitas, dengan memastikan jumlah fasilitas olahraga mencukupi sesuai dengan
kebutuhan;

2. Kualitas, dengan memastikan bahwa fasilitas memenuhi standar ukuran internasional
dan menggunakan bahan/material berkualitas internasional;

3. Dana, untuk mendukung pembiayaan kuantitas dan kualitas yang memadai.

Pembangunan fasilitas olahraga harus selaras dengan perkembangan zaman. Selain
meningkatkan jumlah fasilitas olahraga, perlu juga meningkatkan kualitasnya. Pendanaan
harus dirancang agar pembangunan fasilitas olahraga berjalan dengan efisien. Oleh karena
itu, penting untuk mengembangkan ketiga aspek diatas agar fasilitas olahraga di Indonesia
tetap relevan dengan perkembangan zaman.

Selanjutnya, gedung olahraga dapat dibagi berdasarkan skala pelayanannya:

1. Skala nasional, yang melayani kegiatan tingkat nasional dan internasional seperti PON,
SEA Games, dan sejenisnya. Contohnya adalah Gedung Istora Senayan di Jakarta;

2. Skala regional, yang melayani satu atau beberapa daerah dengan populasi tertentu.
Contohnya adalah gelanggang olahraga penjaringan dan gelanggang olahraga grogol;

3. Skala lingkungan, yang melayani satu lingkungan pemukiman;

4. Skala sekolahan, yang melayani olahraga di sekolah dengan berbagai jenis fasilitas;
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5. Skala khusus, yang mengatasi olahraga komersial atau untuk penyandang disabilitas,
biasanya dibentuk oleh pihak swasta.
Semua aspek ini harus dipertimbangkan dengan baik dalam perencanaan dan

pengembangan fasilitas olahraga yang sesuai dengan kebutuhan dan konteks setempat.

2.2 Praktik Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Pnyusunan Norma

Asas hukum (rechtsbeginselen) dapat didefinisikan sebagai dasar yang menjadi
sumber pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita hukum masyarakat. Mengutip aliran
hukum alam, asas hukum dapat dibedakan menjadi dua jenis: (a) prinsipia prima atau
asas umum yang bersifat alamiah dan (b) prinsipia secondaria yaitu asas yang dijabarkan
dari asas umum yang tidak berlaku mutlak dan dapat berubah dalam ruang dan waktu.
Pembentukan suatu Peraturan Daerah, sebagaimana yang telah ditekankan di muka harus
berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Disamping berpegang
kepada Undang-Undang tersebut, Pemerintah Daerah juga berpedoman kepada peraturan
perundang-undangan lain yang mengatur hal-hal yang akan diatur dalam suatu Rancangan
Peraturan Daerah.

Bagaimanapun perumusan asas-asas dari suatu produk hukum berhubungan langsung
dengan persoalan legitimasi pembentukan suatu produk hukum, hal ini tidak semata-mata
bersifat formal, dalam arti terkait siapa yang berwenang untuk membentuk hukum. Karena
itu sumber hukum formal tidak boleh menjadi satu-satunya pegangan otoritas yang
berwenang sumber hukum materil juga harus dijadikan pegangan berikut pula dengan asas-
asasnya yang menggambarkan muatan materil dari suatu peraturan perundang-undangan.

Pembentukan peraturan perundang-undangan, setidaknya ada beberapa pegangan
yang harus dikembangkan guna memahami asas-asas pembentukan peraturan perundang-
undangan yang baik (algemene beginselen van behorlijke regelgeving) secara benar
meliputi: Pertama, asas yang terkandung dalam Pancasila selaku asas-asas hukum umum
bagi peraturan perundang-undangan; Kedua, asas-asas negara berdasar atas hukum selaku

asas-asas hukum umum bagi perundang-undangan; Ketiga, asas-asas pemerintahan berdasar
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sistem konstitusi selaku asas-asas umum bagi perundang-undangan, dan Keempat, asas-asas

bagi perundang-undangan yang dikembangkan oleh ahli.®

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan membagi dua kategori asas, yaitu yang bersifat formal terkait proses

pembentukannya dan yang bersifat material terkait dengan substansinya. Asas pembentukan

peraturan perundang-undangan yang bersifat formal sebagai berikut:

a.

Asas kejelasan tujuan adalah bahwa setiap pembentukan Peraturan Perundang-

undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;

Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap jenis

peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan

perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat
dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak
berwenang;

Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan adalah bahwa dalam pembentukan

peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang

tepat dengan jenis Peraturan Perundang-undangannya;

Asas dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-

undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut,

baik secara filosofii, yuridis, maupun sosiologis.

1) Aspek Filosofis adalah terkait dengan nilai-nilai etika dan moral yang berlaku di
masyarakat. Peraturan Daerah yang mempunyai tingkat kepekaan yang tinggi
dibentuk berdasarkan semua nilai-nilai yang baik yang ada dalam masyarakat;

2) Aspek Yuridis adalah terkait landasan hukum yang menjadi dasar kewenangan
pembuatan Peraturan Daerah.

3) Aspek Sosiologis adalah terkait dengan bagaimana Peraturan Daerah yang disusun
tersebut dapat dipahami oleh masyarakat, sesuai dengan kenyataan hidup
masyarakat yang bersangkutan.

Asas hasil guna dan daya guna adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan

dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

% Yuliandri, Asas-asasPembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik; Gagasan

Pembentukan Undang-undang Berkelanjutan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 115.
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Asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus
memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan. Sistematika
dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti,
sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaanya.

Asas keterbukaan adalah bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-

undangan mulai perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat

transparan. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang
seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan
perundangundangan;

Asas materi muatan adalah materi muatan peraturan perundang-undangan menurut

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan harus mengandung asas-asas sebagai berikut:

1) Asas Pengayoman adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-
undangan harus berfungsi memberikan pelindungan untuk menciptakan
ketentraman masyarakat;

2) Asas Kemanusiaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-
undangan harus mencerminkan pelindungan dan penghormatan hak asasi manusia
serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara
proporsional;

3) Asas Kebangsaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-
undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk
dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;

4) Asas Kekeluargaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-
undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap
pengambilan keputusan;

5) Asas Kenusantaraan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-
undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan
materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan
bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

6) Asas Bhinneka Tunggal Ika adalah bahwa materi muatan peraturan perundang-
undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan,
kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa,

dan bernegara;
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7) Asas Keadilan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan
harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara;

8) Asas Kesamaan Kedudukan Dalam Hukum dan Pemerintahan adalah bahwa setiap
materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang
bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras,
golongan, gender, atau status sosial;

9) Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum adalah bahwa setiap materi muatan
peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan Kketertiban dalam
masyarakat melalui jaminan kepastian hukum;

10) Asas Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan adalah bahwa setiap materi
muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan,
keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat, kepentingan
bangsa dan negara;

Sudikno Mertokusumo, asas-asas hukum peraturan perundang-undangan tersebut

sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan, dapat dikelompokan menjadi 2 (dua) yakni Pertama, asas yang berkaitan dengan

pembentukan atau proses Peraturan Perundang-undangan dan; Kedua, asas yang berkaitan

dengan materi muatan atau substansi Peraturan Perundang-undangan.*®

Asas-asas hukum tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, harus juga mentaati asas-

asas umum penyelenggaraan Negara, yang meliputi:

1.

Asas kepastian hukum, yaitu asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan
peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan
Penyelenggara Negara.

Asas tertib penyelenggaraan Negara, yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan,
keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara Negara.

Asas kepentingan umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan
cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Asas keterbukaan yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk
memeperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang
penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi

pribadi, golongan dan rahasia Negara.

16 Sudikno Mertokusumo dalam Y. Sari Murti Widiyastuti, Ringkasan Disertasi untuk Ujian Promosi

Doktor Dari Dewan Penguji Sekolah Pascasarjana UGM, 12 Desember 2007, hlm. 17.
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Asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan
kewajiban penyelenggara Negara.
Asas profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode
etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Asas akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir
dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada
masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Asas-asas yang menjadi acuan pokok dalam rencangan Peraturan Daerah tentang

Penyelenggaraan Keolahragaan adalah:

1.

Pelaksanaan Penyelenggaraan Keolahragaan diselenggarakan secara terpadu.
Keterpaduan sebagaimana dimaksud dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan,

dan pengawasan.

. Penyelenggaraan Keolahragaan adalah tanggung jawab pemerintah berdasarkan

peraturan perundang-undangan.

. Pengaturan dalam peraturan daerah ini dilandasi oleh asas kemanfaatan, keselamatan,

keseimbangan, kepastian hukum terselenggaranya penyelenggaraan keolahragaan,
menciptakan lingkungan yang sehat bagi masyarakat.

Nilai-nilai/prinsip dasar yang harus dijunjung tinggi oleh peraturan daerah tentang

Penyelnggaraan Keolahragaan meliputi:

1.

Prinsip adil/tidak diskriminatif. Berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua
objek penyelenggaraan keolahragaan dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan

kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun.

. Prinsip akuntabilitas. Berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun

manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pelayanan masyarakat
sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan

keolahragaan.

. Prinsip efisiensi. Berarti harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang

terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan
dapat dipertanggung jawabkan.

Prinsip efektif. Berarti dalam pelaksanaan anggaran belanja negara harus sesuai dengan
kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya

sesuai dengan sasaran yang ditetapkan pemerintah.
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5. Prinsip ketertiban. Asas yang menjadi landasan keteraturan, Kkeserasian, dan
keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan proses perencanaan, pembahasan,
penguasaan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban anggaran yang berarti dalam
pengelolaan keuangan negara harus mengikuti prosedur yang berlaku.

6. Prinsip bertanggung jawab (akuntabilitas) dengan memperhatikan rasa keadilan,
kepatutan, dan manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan
pelayanan masyarakat.

7. Asas pengayoman memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman
masyarakat.

Hamid Attamimi menambahkan bahwa asas penyelenggaran pemerintahan yang
berdasarkan peraturan perundang-undangan tidak dapat dilepaskan dari asas-asas sebagai
berikut:

a) Asas larangan penyalahgunaan kekuasaan;

b) Asas larangan tindakan sewenang-wenang (kennelijke onredelijkheid);

c) Asas perlakuan sama (gelijkheidsbeginsel);

d) Asas kepastian hukum (rechtszekerheid);

e) Asas memenuhi harapan yang ditimbulkan (gewekte verwachtingen honoreren);

f)  Asas perlakuan jujur (fair play); dan

g) Asas kecermatan (zorgvuldigheid).

Di dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia sendiri yang bersifat
hierarkis, rancangan peraturan daerah kabupaten terletak dalam susunan terbawah. Di
dalamnya dimuat pengaturan mengenai kerangka penyelenggaraan otonomi daerah dan
tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut

peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi.

2.3 Kajian  Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada Serta

Permasalahan Yang Dihadapi

2.3.1 Gambaran Umum Kabupaten Pamekasan

Kabupaten Pamekasan terletak antara 6°51°—7°31° Lintang Selatan dan antara 113°19!
— 113°58" Bujur Timur. Luas wilayah Pamekasan, adalah seluas 792,30 km2. Kabupaten
Pamekasan terbagi menjadi 13 Kecamatan. Kecamatan yang wilayahnya paling luas adalah
Kecamatan Batumarmar, yaitu sekitar 97,05 km2. Sedangkan yang paling kecil adalah
Kecamatan Pamekasan dengan luas wilayah 26,47 km2.

48



Wilayah Kabupaten Pamekasan bagian utara berbatasan dengan Laut Jawa, bagian
timur berbatasan dengan Kabupaten Sumenep, bagian selatan berbatasan dengan Selat

Madura, dan bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Sampang.'’

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur (Jiwa)
Kabupaten Laki-laki Perempuan Laki-laki + Perempuan

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020
Bangkalan 467728 | 471272 | 522782 | 511164 | 515400 | 537595 | 978892 | 986672 | 1060377
Sampang 471989 | 477214 | 481667 | 496531 | 501661 | 488027 | 968520 | 978875 | 969694
Pamekasan 423587 | 427801 | 416961 | 447910 | 452191 | 433096 | 871497 | 879992 | 850057
Sumenep 516322 | 517987 | 542735 | 568905 | 570923 | 581701 | 1085227 | 1088910 | 1124436

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur.18

2.3.2 Kependudukan

Data kependudukan merupakan data pokok yang dibutuhkan baik kalangan
pemerintah maupun swasta sebagai lahan untuk perencanaan dan evaluasi hasil-hasil
pembangunan. Hampir setiap aspek perencanaan pembangunan baik di bidang sosial,
ekonomi maupun politik memerlukan data penduduk karena penduduk merupakan subjek
sekaligus objek dari pembangunan. Dalam analisis kependudukan, banyak faktor yang perlu
diperhatikan dan dianalisis agar dapat memberikan informasi akurat untuk pengambilan
keputusan selama proses perumusan perencanaan pembangunan daerah. Penduduk pada
dasarnya merupakan target utama yang ingin dituju pada proses pembangunan, yaitu berupa
peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pemenuhan kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi dikhawatirkan akan menimbulkan
berbagai masalah yang dapat mengganggu kesejahteraan penduduk. Penyediaan pangan
yang tidak mencukupi dapat menimbulkan terjadinya kelaparan dan dapat meningkatkan
angka kematian penduduk. Selain itu, ketersediaan pemukiman yang tidak mencukupi dapat
mengakibatkan munculnya pemukiman-pemukiman liar, kumuh, dan tidak layak akibat

sempitnya lahan untuk pemukiman seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk.

7 Pamekasan Regency in Figures 2025.
18 https://jatim.bps.go.id/indicator/12/375/1/jumlah-penduduk-provinsi-jawa-timur.html
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Masalah lain yang dapat muncul diantaranya terjadinya gangguan keamanan akibat
maraknya aksi tindakan kriminalitas, menurunnya tingkat kesehatan masyarakat akibat
sarana kesehatan yang kurang memadai, dan rendahnya kualitas sumber daya manusia
terkait dengan sarana pendidikan yang terbatas.

Selain tingkat pertumbuhan penduduk, masalah komposisi penduduk dan
ketimpangan distribusi penduduk juga menjadi masalah serius yang harus segera ditangani
oleh pemerintah. Komposisi penduduk dengan penduduk usia produktif yang lebih rendah
akan menciptakan angka beban ketergantungan yang tinggi. Kondisi tersebut nantinya akan
kembali membawa Indonesia kepada masalah baru yang lainnya. Kebijakan pemerintah
terkait masalah kependudukan baik dalam hal kuantitas maupun kualitas penduduk harus
terus dilaksanakan dalam upaya memperbaiki kualitas hidup masyarakat sehingga
kesejahteraan hidup masyarakat dapat ditingkatkan.

Jumlah penduduk yang besar menjadi salah satu masalah klasik kependudukan yang
terjadi di Indonesia, lebih khusus di Kabupaten Pamekasan. Ditahun 2024 jumlah penduduk
Kabupaten Pamekasan diproyeksikan sebesar 884.697 jiwa naik sekitar 11,15 persen dari
jumlah penduduk tahun 2010 yang mencapai 795.918 jiwa. Dengan kata lain, selama kurun
waktu 14 tahun jumlah Penduduk Kabupaten Pamekasan naik 88,7 ribuan jiwa. Pada tahun
2024, dari total 38 kabupaten/kota yang berada di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten
Pamekasan menjadi wilayah dengan persentase jumlah penduduk terbesar ke 23 setelah
Kabupaten Ponorogo.

Pada tahun yang sama jumlah penduduk Kota Surabaya sebagai Kota dengan
penduduk terbesar mencakup 6,99 persen penduduk Jawa Timur, sementara Pamekasan
mencakup 2,12 persen. Besarnya proporsi penduduk Pamekasan bagi Jawa Timur tersebut
memang sejalan dengan besarnya luas wilayah Pamekasan. Kabupaten Pamekasan yang
memiliki 13 Kecamatan dengan luas area sebesar 792,30 km2 pada tahun 2024. Dalam
analisis kependudukan, banyak faktor yang perlu diperhatikan dan dianalisis sehingga dapat
memberikan informasi akurat dalam rangka menentukan berbagai keputusan yang akan
diambil selama proses perumusan kebijakan pembangunan daerah. Penduduk pada dasarnya
merupakan target utama yang ingin dituju oleh setiap proses pembangunan, yaitu berupa
peningkatan kesejahteraan.

Selama tahun 2015-2024, sex ratio Kabupaten Pamekasan berkisar antara 94-97.
Rasio jenis kelamin tersebut memiliki makna bahwa setiap 100 penduduk perempuan ada

sebanyak 94 hingga 97 penduduk laki-laki.
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Dengan kata lain, jumlah penduduk laki-laki 3,22 persen lebih sedikit dibanding

perempuan. Tahun 2024, untuk Provinsi Jawa Timur nilai rasio jenis kelaminnya sebesar

99,44 artinya jumlah penduduk perempuan di Jawa Timur lebih banyak dibandingkan
penduduk laki-laki.

Jumlah dan Rasio Jenis Kelamin, 2015-2024

Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Pamekasan 2024

2.3.3 Kualitas Pendidikan Masyarakat

Kebijakan pemerintah tentang olahraga diwujudkan dalam bentuk peraturan

perundang-undangan atau Peraturan Daerah (Perda) yang ditetapkan oleh Pemerintah

Daerah yang bersangkutan yang mengatur salah satunya tentang pembinaan olahraga,

sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. Sasaran

dari peraturan daerah keolahragaan daerah ini adalah:

1.

Tercapainya target pembangunan Keolahragaan Kabupaten Pamekasan sesuai sasaran
dan target secara terukur, sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan adalah tujuan yang
esensial dalam upaya pembenahan tata kelola Keolahragaan. Hal ini menjadi fokus

utama untuk memastikan bahwa pengembangan kegiatan olahraga di Kabupaten

Tahumn Jumlah Rasio Jenis Kelamin
Penduduk Jiwa
(1) (2] 3)
20151 8544081 94,59
2016t 853.575 94,59
2017 2862.8832 94,58
20181 871.996 94,58
2019t 820.909 94,57
20207 847 870 96,26
20217 857.392 96,42
20227 866.717 96,55
20233 875 814 96,67
20243 884.697 96,78

Pamekasan dilakukan dengan efektif dan efisien, dengan mempertimbangkan aspek
pengukuran kemajuan, pengorganisasian yang terencana dengan baik, serta
pemeliharaan keberlanjutan dari perubahan yang diupayakan;

Tersedianya norma, standar, prosedur, dan kriteria menjadi landasan Pemerintah Daerah
dalam menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan keolahragaan daerah. Norma-

norma ini memberikan pedoman yang jelas bagi Pemerintah Daerah dalam mengelola
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dan mengembangkan sektor olahraga di tingkat lokal. Standar dan prosedur yang
terdokumentasi dengan baik memastikan bahwa kegiatan olahraga di daerah dapat
diorganisir dan dijalankan secara teratur dan efisien. Kriteria yang ditetapkan membantu
dalam menilai dan mengukur capaian serta kemajuan dalam pembinaan dan
pengembangan olahraga di tingkat daerah. Semua ini merupakan pondasi penting untuk
mencapai tujuan pengembangan olahraga yang berkelanjutan dan berkualitas di tingkat
lokal;

Terwujudnya prestasi olahraga daerah menjadi tujuan utama melalui implementasi
program pembinaan atlet jangka panjang secara sistematis, berjenjang, dan
berkelanjutan. Program ini didasarkan pada ilmu pengetahuan dan teknologi
keolahragaan yang canggih, dengan dukungan tenaga keolahragaan berkualitas,
infrastruktur yang memadai, serta penggunaan data;

Laporan lain menyebutkan angka yang hampir sama, yaitu Jumlah atlet Kabupaten
Pamekasan bervariasi tergantung pada ajang atau periode tertentu, tetapi data terbaru
menunjukkan angka berikut: Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Timur 2025, 205
atlet disiapkan oleh KONI Kabupaten Pamekasan untuk berlaga dalam Porprov Jatim
2025. Pada awal tahun 2025, ada laporan lain yang menyebutkan 150 atlet disiapkan
untuk ajang ini. Pekan Olahraga Nasional (PON) 2024, 12 atlet dari Pamekasan
bergabung dengan kontingen Jawa Timur untuk mengikuti PON XXI 2024. Porprov
Jawa Timur 2023 Sebanyak 216 atlet diberangkatkan sebagai kontingen Kabupaten
Pamekasan untuk Porprov VIII 2023. Keolahragaan Upaya ini bertujuan untuk
membentuk atlet yang kompeten dan berprestasi dalam olahraga, mencerminkan
kemajuan di tingkat daerah melalui pendekatan yang terencana dan terukur;
Terwujudnya perkembangan industri olahraga merupakan suatu rangkaian proses yang
meliputi berbagai sektor, termasuk industri barang, industri jasa, dan industri pariwisata
yang mengedepankan kualitas. Aspek-aspek utama dari perkembangan ini mencakup
peningkatan jumlah cabang olahraga yang dikelola dan dibina oleh badan usaha,
bertambahnya baik kuantitas maupun kualitas acara olahraga yang diselenggarakan, dan
berkembangnya destinasi wisata olahraga yang menarik minat masyarakat. Semua hal
ini muncul sebagai konsekuensi logis dari meningkatnya partisipasi aktif masyarakat
dalam kegiatan olahraga, baik sebagai peserta maupun penonton, yang mencerminkan
semakin pentingnya olahraga dalam budaya dan gaya hidup masyarakat modern.
Dengan demikian, industri olahraga menjadi semakin vital dalam ekonomi global,

memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan budaya yang signifikan;
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6. Terwujudnya tata kelola pembinaan dan pengembangan keolahragaan daerah yang
modern, sistematis, sinergi, akuntabel, berjenjang, dan berkelanjutan adalah tujuan
penting yang harus dikejar. Upaya untuk mencapai hal ini meliputi berbagai aspek,
mulai dari penyusunan rencana strategis yang terstruktur dengan baik hingga
implementasi kebijakan yang koheren dan terintegrasi. Sinergi antar lembaga dan pihak
terkait juga menjadi kunci dalam mencapai keberhasilan, dengan memastikan bahwa
seluruh stakeholder bekerja sama dalam mencapai visi yang sama. Tak hanya itu, aspek
akuntabilitas dan keberlanjutan juga harus dijaga secara konsisten untuk memastikan
hasil yang optimal dalam jangka panjang. Dengan adanya tata kelola yang baik,
diharapkan dapat mengangkat olahraga di tingkat daerah menjadi lebih maju, berdaya
saing, dan mampu memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat secara
menyeluruh.

Proses implementasi kebijakan pemerintah dimulai dengan adanya kebijakan yang
telah siap untuk dilaksanakan. Hasil yang dihasilkan melalui proses implementasi terdiri dari
hasil segera kebijakan (policy effect) dan hasil akhir (policy impact). Kedua jenis hasil ini
sangat berguna untuk menilai kinerja pelaksanaan suatu program kebijakan. Policy effect
adalah pengaruh jangka pendek yang muncul selama pelaksanaan kebijakan, sedangkan
policy impact adalah sejumlah hasil yang dihasilkan oleh suatu program melalui proses
jangka panjang. Dampak akhir baru dapat diteliti dan diketahui setelah program telah

dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu.
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BAB III
EVALUASI DAN ANALISA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Kajian terhadap Peraturan Perundang-Undangan dimaksudkan untuk mengetahui
kondisi hukum atau Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai subsiansi
atau materi yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan
tentang Penyelenggaraan Keolahragaan. Kajian ini dapat menggambarkan tingkat
singkronisasi Peraturan Perundang-Undangan terkait untuk menghindari terjadinya
tumpang tindih Peraturan. Dengan demikian, dalam bab ini akan dilakukan analisis dan
evaluasi atas peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Penyelenggaraan
Keolahragaan.

Salah satu sasaran yang ingin dicapai dari Penyusunan Naskah Akademik ini adalah
materi muatan suatu Rancangan Peraturan Daerah harus harmonis dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang ada baik secara vertikal maupun horizontal. Vertikal
dimaksud tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan diatasnya, sedangkan
horizontal dimaksud tidak tumpang tindih dengan Peraturan Daerah yang ada. Prinsip
keserasian dan keselarasan, serta kepentingan masyarakat, bangsa dan negara merupakan
prinsip utama yang perlu diperhatikan, disamping prinsip-prinsip atau asas dalam
pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

3.1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 menyatakan bahwa Pemerintah Daerah berhak
menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi
daerah dan tugas pembantuan. Dalam kaitan ini maka sistem hukum nasional memberikan
kewenangan atributif kepada daerah untuk menetapkan peraturan daerah. Berdasarkan
Pasal 18 B ayat (2) dijelaskan pula bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-
kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup
dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Dari hal tersebut maka Desa atau yang
disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia

terbentuk.
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Daerah-daerah itu telah hidup kelompok masyarakat berdasarkan adat dengan hak-
haknya seperti hak ulayat, tetapi dengan ketentuan bahwa kelompok masyarakat hukum
adat itu benar-benar ada dan hidup didalam masyarakat serta tidak bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan
suatu peraturan perundang-undangan yang memiliki hierarki tertinggi dalam sistem
hierarkis yang diatur dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.
Maka dengan demikian segala ketentuan peraturan yang ada di bawahnya harus mengacu
dan mengimplementasikan asas-asas yang terdapat dalam ketentuan Undang-Undang
Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut. Maka dengan demikian
UUD 1945 ini sejatinya merupakan suatu landasan fundamental untuk mewujudkan
Perlindungan Tenaga Kerja , sebagaimana hal tersebut telah ada ketentuannya, yakni dalam
Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa:

“tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi
kemanusiaan.”

Maka dengan merujuk ketentuan Pasal Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 tersebut sejatinya
dapat di tarik suatu makna bahwa Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia
sejatinya memberikan serangkaian hak kepada setiap orang untuk mendapat pekerjaan.
Mengingat Undang-Undang Dasar dalam sistem herarkis perundang undangan di
Indonesia merupakan herarkis tertinggi maka amanat Pasal 27 ayat (2) merupakan amanat
tertinggi yang harus dijabarkan lebih lanjut ataupun diterapkan melalui peraturan
perundang undangan sektoral yang lebih khusus mengatur hal tersebut. Mengingat hal
demikian maka sejatinya pengaturan terhadap Pembinaan dan Perlindungan Tenaga Kerja
Daerah tersebut penting adanya, agar terciptanya keberaturan dalam Pembinaan dan
Perlindungan Tenaga Kerja Daerah yang sesuai dengan syarat syarat yang sebagaimana

telah di tentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan.

3.2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan
Berdasarkan UUD 1945 pasal 1 ayat (3) dinyatakan bahwa Indonesia sebagai negara

hukum.
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Pada konsep negara hukum untuk mencapai tujuan negara memerlukan adanya aturan
hukum. Aturan hukum diwujudkan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan
dengan memperhatikan beberapa aspek seperti keadilan, kebermanfaatan, dan kepastian
hukum.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan hukum nasional, pembentukan peraturan
perundang-undangan dilaksanakan secara terpadu, berkelanjutan, dan terencana. Berikut
ketentuan yang berhubungan dengan penyusunan Naskah Akademik ini yaitu: Pasal 5 Dalam
membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas
pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi: a. kejelasan tujuan;
b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan
materi muatan; d. dapat dilaksanakan; e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. kejelasan
rumusan; dan g. keterbukaan.

Pasal 6 Materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas: a)
pengayoman; b) kemanusiaan; c) kebangsaan; d) kekeluargaan; €) kenusantaraan; f) bhineka
tunggal ika; g) keadilan; h) kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; i)
ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau j) keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peraturan perundang-
undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-
undangan yang bersangkutan. Pasal 14 Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan
Peraturan Daerah Kabupaten berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi
daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran

lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

3.3 Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan
regulasi yang mengatur tentang tata kelola pemerintahan di tingkat daerah di Indonesia.
Undang-Undang ini memiliki dampak yang signifikan dalam berbagai sektor, termasuk
sektor keolahragaan.
Berikut adalah beberapa poin yang dapat dijelaskan mengenai kaitan Undang-Undang
tersebut dengan keolahragaan:
1. Kewenangan Daerah dalam Pengelolaan Olahraga Undang-Undang No 23 Tahun 2014
memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengelola sejumlah sektor,
termasuk keolahragaan. Ini mencakup pembentukan kebijakan, perencanaan, dan

pengelolaan program olahraga di tingkat daerah.
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2. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam olahraga salah satu tujuan Undang-Undang
tersebut adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan,
termasuk olahraga. Pemerintah Daerah diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang
mendukung dan memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam aktivitas olahraga.

3. Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Pemerintah Daerah berperan dalam
pembangunan sarana dan prasarana olahraga sesuai dengan kebutuhan lokal. Hal ini
mencakup pembangunan lapangan, stadion, dan fasilitas olahraga lainnya guna
mendukung pengembangan dan peningkatan prestasi atlet di daerah tersebut.

4. Pengelolaan dana untuk pembinaan olahraga Undang-Undang Pemerintahan Daerah
memberikan kewenangan bagi Pemerintah Daerah untuk mengelola dan
mengalokasikan dana untuk pembinaan olahraga. Hal ini mencakup pengembangan
atlet, pelatih, dan infrastruktur yang mendukung pengembangan potensi olahraga di
daerah tersebut.

5. Kerjasama antar daerah dalam bidang olahraga Undang-Undang tersebut mendorong
terbentuknya kerjasama antar-daerah dalam bidang olahraga. Kerjasama ini dapat
mencakup pertukaran pengalaman, peningkatan kompetisi olahraga, dan kolaborasi
dalam proyek-proyek pembinaan olahraga.

6. Penyelenggaraan acara olahraga daerah Pemerintah Daerah memiliki kewenangan
untuk menyelenggarakan acara olahraga tingkat daerah. Hal ini dapat mencakup
turnamen, kejuaraan, atau kegiatan olahraga lainnya yang bertujuan untuk memperkuat
semangat kompetisi dan mempromosikan gaya hidup sehat di masyarakat.

7. Pemberdayaan organisasi olahraga lokal Undang-Undang No 23 Tahun 2014
memberikan dukungan terhadap pemberdayaan organisasi olahraga di tingkat daerah.
Organisasi ini memiliki peran penting dalam mengelola dan mengembangkan potensi
atlet serta mengoordinasikan berbagai kegiatan olahraga di tingkat lokal.

Dengan adanya Undang-Undang No 23 Tahun 2014, diharapkan Pemerintah Daerah
dapat lebih efektif dalam mengelola sektor keolahragaan, membina bakat atlet, serta

meningkatkan prestasi olahraga secara keseluruhan di tingkat daerah.
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3.4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan peraturan pemerintah
pengganti undang-undang tentang cipta kerja adalah undang-undang yang menetapkan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi undang-undang. Undang-Undang ini mengatur berbagai aspek terkait cipta kerja,
termasuk kaitannya dengan olahraga. Salah satu kaitan undang-undang ini dengan olahraga
adalah terkait dengan perizinan usaha di bidang olahraga. Pasal 5 ayat (1) huruf ¢ Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja
menyatakan bahwa perizinan usaha di bidang olahraga dilakukan melalui pemberian izin
usaha oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Pemerintah Daerah sesuai dengan
kewenangan.

Izin usaha ini diberikan kepada penyelenggara kegiatan olahraga, seperti klub,
asosiasi, federasi, komite, atau badan lain yang bergerak di bidang olahraga. Selain itu,
undang-undang ini juga mengatur mengenai perlindungan dan pemberdayaan atlet. Pasal 5
ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
Tentang Cipta Kerja menyatakan bahwa perlindungan dan pemberdayaan atlet dilakukan
melalui peningkatan kesejahteraan, keselamatan, kesehatan, dan hak-hak atlet. Hal ini
mencakup antara lain pengaturan mengenai kontrak kerja, asuransi, beasiswa, bantuan

hukum, dan penghargaan bagi atlet.

3.5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Berikut pasal-pasal yang berhubungan dengan penyusunan Naskah Akademik ini
yaitu: Pasal 3 Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk
watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan
bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu,
cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung
jawab.

Pasal 4 1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak
diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural,
dan kemajemukan bangsa. 2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang

sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.
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3) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan
peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. 4) Pendidikan diselenggarakan dengan
memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik
dalam proses pembelajaran. 5) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan
budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat. 6) Pendidikan
diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta
dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Pasal 37 ayat (1) Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat: a.
pendidikan agama; b. pendidikan kewarganegaraan; c. bahasa; d. matematika; e. ilmu
pengetahuan alam; f. ilmu pengetahuan sosial; g. seni dan budaya; h. pendidikan jasmani
dan olahraga; i. keterampilan/kejuruan; dan j. muatan lokal. Berdasarkan pasal-pasal di atas,
penetapan Undang-Undang Sisdiknas sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap
olahraga sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional, Indonesia memiliki tujuan untuk
dapat memaksimalkan serta mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas,
terarah, terpadu dengan melakukan upaya yang produktif dan proaktif. Olahraga telah
menjadi gaya hidup bagi sebagian besar masyarakat. Olahraga tidak hanya memberikan
manfaat untuk kesehatan secara fisik, namun dapat membentuk karakter, kreativitas,
kemandirian dari peserta didik. Oleh karena itu, olahraga menjadi salah satu prioritas dalam

penyelenggaraan pendidikan di Indonesia.

3.6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan

Berdasarkan peraturan ini, disebutkan bahwa olahraga merupakan segala kegiatan
yang melibatkan pikiran, raga, dan jiwa secara terintegrasi dan sistematis untuk mendorong,
membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya. Keolahragaan
adalah segala aspek yang berkaitan dengan Olahraga yang memerlukan pengaturan,
pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, peningkatan, pengawasan, dan evaluasi.
Sedangkan, keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang
memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, peningkatan,
pengawasan, dan evaluasi.

Keolahragaan berfungsi mengembangkan kemampuan jasmani, rohani, dan sosial
serta membentuk watak dan kepribadian bangsa yang bermartabat. Keolahragaan memiliki
beberapa tujuan yaitu: 1. Memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi,

kecerdasan, dan kualitas manusia;

59



2. Menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, kompetitif, dan disiplin; 3.
Mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa; 4. Memperkukuh ketahanan
nasional; 5. Mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa; dan 6. Menjaga
perdamaian dunia. Pemerintah Daerah memiliki tugas untuk menetapkan dan melaksanakan
kebijakan olahraga melalui pengoordinasian, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan keolahragaan di daerah. Pemerintah Daerah memiliki wewenang untuk
melaksanakan desain besar olahraga nasional di daerah dengan menetapkan desain olahraga
daerah, mengatur, membina, dan mengembangkan keolahragaan di daerah, serta
mengoordinasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan

keolahragaan di daerah.

3.7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Undang-Undang ini sebagai landasan hukum yang kuat untuk mengakomodasi hak-
hak dari penyandang disabilitas termasuk dalam hal olahraga yang dapat dilihat dalam Pasal
15. Undang-Undang ini menekankan pentingnya hak untuk berpartisipasi, aksesibilitas, dan
perlindungan kepada penyandang disabilitas. Dalam kegiatan olahraga, undang-undang ini
bertujuan untuk memenuhi kesamaan hak serta kesempatan bagi penyandang disabilitas
dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat termasuk olahraga. Dalam
pasal 84 berbunyi: “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membina dan
mengembangkan olahraga untuk Penyandang Disabilitas yang dilaksanakan dan diarahkan
untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi olahraga”. Hal ini
menandakan bahwa Pemerintah Daerah dalam hal ini Kabupaten Pamekasan memiliki
kewajiban untuk menyelenggarakan keolahragaan dengan memperhatikan hak-hak
penyandang disabilitas Undang-Undang menjamin hak penyandang disabilitas dalam
keikutsertaannya dalam kegiatan olahraga, baik sebagai atlet maupun penonton.

Dalam pasal 18 disebutkan bahwa hak aksesibilitas meliputi: a. mendapatkan akses
untuk memanfaatkan fasilitas publik; dan b. mendapatkan akomodasi yang layak sebagai
bentuk aksesibilitas bagi individu. Hal ini berarti dalam penyelenggaraan keolahragaan
harus memperhatikan aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas.
Peraturan tentang pelaksanaan olahraga bagi penyandang disabilitas dirumuskan untuk
memastikan dan menjamin kesetaraan serta pengembangan kompetensi. Hal ini mendorong
Pemerintah Daerah untuk mengimplementasikan kebijakan inklusif dalam penyelenggaraan

keolahragaan.
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Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 merupakan undang-undang yang mengatur hak
serta perlindungan bagi penyandang disabilitas di Indonesia. Penyusunan Peraturan Daerah
Kabupaten Pamekasan tentang Penyelenggaraan Keolahragaan juga harus memiliki
keterhubungan dengan undang-undang tersebut.

Dalam Undang-Undang ini juga menekankan terkait pendanaan serta dukungan.
Dukungan pemerintah tidak hanya menyediakan fasilitas yang layak dan aksesibilitas saja,
namun juga dalam hal pendanaan untuk program-program olahraga yang inklusif. Selain itu
kesadaran serta pendidikan terkait hak-hak penyandang disabilitas dalam olahraga juga
diatur dalam UU ini. Dimana program-program pendidikan yang dapat meningkatkan
pengetahuan dan kesadaran masyarakat serta pelaku olahraga mengenai pentingnya inklusi

penyandang disabilitas dalam olahraga.

3.8 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan

Keolahragaan

Peraturan Pemerintah ini sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2024
mengatur tentang penyelenggaraan keolahragaan di Indonesia yang menekankan pada
asepek pembinaan dan pengembangan olahraga. Tujuan utama peraturan ini yaitu
meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui olahraga, yang berfokus pada kesehatan,
daya saing, dan sportivitas.

Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Daerah memiliki tugas untuk menyelenggarakan
kegiatan keolahragaan sebagaimana yang tertuang pada peraturan ini yaitu: Pasal 5 1.
Pemerintah Daerah mempunyai tugas: a. menetapkan dan melaksanakan Keolahragaan di
daerah berdasarkan Keolahragaan; dan dimaksud kebijakan dimaksud dimaksud dimalsud
kebijakan kebijakan b. mengoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan
kebijakan Keolahragaan di daerah berdasarkan kebijakan Keolahragaan. 2. Pemerintah
Daerah melaksanakan kebijakan Keolahragaan dengan mempertimbangkan potensi daerah
dan kondisi daerah.

Pasal 6 1. Kebijakan Keolahragaan di daerah provinsi dilaksanakan oleh perangkat
daerah di provinsi yang menangani Keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. 2. Kebijakan Keolahragaan di daerah kabupaten dilaksanakan oleh
perangkat daerah di kabupaten yang menangani Keolahragaan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.
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3.9 Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan dilaksanakan melalui

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28 H ayat (1)
menyatakan bahwa: "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal,
dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan
kesehatan". Ayat tersebut menegaskan hak setiap orang untuk hidup sejahtera secara fisik
dan mental, memiliki tempat tinggal yang layak, serta lingkungan yang sehat dan baik.
Disamping itu, ayat tersebut juga menjamin hak setiap orang untuk memperoleh pelayanan
kesehatan. Terkait dengan olahraga, hak setiap orang adalah untuk hidup sejahtera secara
fisik dan mental. Hal tersebut dapat diwujudkan melalui berbagai cara, termasuk dengan
berolahraga secara teratur. Olahraga dapat membantu menjaga kesehatan fisik dan mental
seseorang, sehingga dapat membantu mewujudkan hak setiap orang untuk hidup sejahtera
lahir dan batin.

Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan urusan yang
berkaitan dengan olahraga. Setiap individu berhak mendapatkan kehidupan sejahtera dalam
dimensi fisik dan mental, yang mencakup hak untuk memiliki tempat tinggal yang layak,
serta lingkungan hidup yang baik dan sehat. Ayat ini merupakan sebuah landasan hak asasi
manusia yang fundamental, yang menggarisbawahi pentingnya menjaga kesejahteraan
individu secara menyeluruh. Dalam konteks ini, olahraga memegang peran penting dalam
mendukung pemenuhan hak-hak ini. Olahraga dapat menjadi salah satu sarana yang efektif
untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan fisik dan mental individu.

Dengan berolahraga secara teratur, seseorang dapat memelihara kesehatan tubuh dan
pikiran, dan dengan demikian, dapat mengaktualisasikan haknya untuk hidup sejahtera lahir
dan batin. Aktivitas fisik yang teratur dapat membantu dalam mengendalikan berbagai
masalah kesehatan, seperti obesitas, penyakit jantung, dan stres, yang semuanya dapat
berdampak pada kesejahteraan fisik dan mental. Oleh karena itu, negara memiliki tanggung
jawab untuk mendukung, mempromosikan, dan melindungi hak individu dalam berolahraga.
Ini melibatkan penyediaan fasilitas olahraga yang memadai, pendidikan masyarakat tentang
manfaat olahraga, dan menciptakan lingkungan yang mendukung partisipasi dalam aktivitas

olahraga.
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Dengan demikian, negara menjalankan kewajibannya untuk menyelenggarakan
urusan yang berkaitan dengan olahraga sebagai bagian dari hak asasi manusia yang lebih
luas, yakni hak untuk hidup dalam keadaan sejahtera secara fisik dan mental, serta hak untuk
memperoleh pelayanan kesehatan. Dalam hal ini, olahraga menjadi alat yang kuat dalam

mencapai tujuan ini dan mendukung hak-hak dasar setiap individu.

3.10 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan
dan Kejuaraan Olahraga sebagaimana diubah menjadi Peraturan Pemerintah
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17
Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga
Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dapat menyelenggarakan kejuaraan olahraga.

Kejuaraan olahraga dilaksanakan dengan wajib memperhatikan tujuan keolahragaan serta

prinsip penyelenggaraan keolahragaan. Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap

pelaksanaan penyelenggaraan Pekan Olahraga Daerah yang meliputi Pekan Olahraga

Provinsi dan Pekan Olahraga Kabupaten.

Pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten selaku penanggungjawab
penyelenggaraan Pekan Olahraga Daerah tersebut dengan memperhatikan penetapan tempat
penyelenggaraan sebagai berikut: a. kemampuan dan potensi calon tuan rumah; b.
ketersediaan prasarana dan sarana; c. dukungan masyarakat setempat; d. pembinaan dan
pengembangan prestasi olahraga calon tempat penyelenggaraan; dan e. usulan dari komite
olahraga provinsi atau komite olahraga kabupaten.

Pemerintah Daerah, organisasi Olahraga, instansi Pemerintah Daerah yang
membidangi keolahragaan, perguruan tinggi dan swasta, dapat menyelenggarakan kejuaraan
Olahraga untuk satu cabang Olahraga dan/atau beberapa jenis cabang Olahraga.
Penyelenggaraan kejuaraan Olahraga meliputi: a. kejuaraan olahraga tingkat
desa/kelurahan, kecamatan, daerah; b. kejuaraan olahraga antar pelajar/antar sekolah
dan/atau antar mahasiswa/antar perguruan tinggi; c. kejuaraan olahraga antar perkumpulan

olahraga tingkat daerah; dan/atau d. kejuaraan olahraga penyandang disabilitas.

3.11 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan adalah undang-undang
yang mengatur tentang berbagai aspek kesehatan masyarakat, termasuk hak dan kewajiban,

penyelenggaraan kesehatan, upaya kesehatan, sumber daya kesehatan, dan lain-lain.
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Undang-Undang ini bertujuan untuk menjamin hak setiap warga negara untuk
mewujudkan kehidupan yang baik, sehat, dan sejahtera lahir dan batin. Salah satu upaya
kesehatan yang diatur dalam undang-undang ini adalah olahraga.

Pasal 62 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pelayanan
olahraga kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar pelayanan olahraga kesehatan.
Pasal 63 ayat (1) menyatakan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung
jawab untuk menyelenggarakan olahraga kesehatan secara terpadu dan berkelanjutan.
Olahraga kesehatan adalah aktivitas fisik yang dilakukan secara teratur untuk meningkatkan
atau memelihara kesehatan fisik dan mental.

Olahraga memiliki banyak manfaat bagi kesehatan, antara lain: 1. Mencegah penyakit
jantung dan stroke, dengan memperkuat otot jantung, melancarkan aliran darah, dan
mengatur kadar kolesterol; 2. Mengendalikan kadar gula darah, dengan meningkatkan
sensitivitas insulin dan membantu metabolisme glukosa; 3. Menjaga tekanan darah tetap
stabil, dengan merelaksasi pembuluh darah dan mengurangi stress; 4. Mencegah dan
meringankan nyeri punggung, dengan menguatkan otot punggung, perut, dan kaki, serta
menopang sendi dan tulang belakang; 5. Menjaga berat badan tetap ideal, dengan membakar
kalori dan lemak tubuh; 6. Meningkatkan daya tahan tubuh, dengan merangsang produksi
sel darah putih dan antibodi; 7. Menyehatkan otak, dengan meningkatkan aliran oksigen dan
nutrisi ke otak, serta merangsang pertumbuhan sel saraf baru; 8. Meningkatkan suasana hati
dan kesejahteraan mental, dengan melepaskan hormon endorfin yang dapat menimbulkan
rasa senang dan percaya diri.

Untuk mendapatkan manfaat olahraga secara optimal, disarankan untuk melakukan
olahraga secara rutin setiap hari atau minimal 3 kali per minggu selama 30 menit atau lebih.
Jenis olahraga yang dapat dilakukan bervariasi sesuai dengan kebutuhan, minat, dan
kemampuan masing-masing individu. Beberapa contoh olahraga yang baik untuk kesehatan
adalah jalan kaki, lari, bersepeda, berenang, yoga, pilates, senam aerobik, angkat beban, dan
olahraga permainan seperti sepak bola, basket, voli, badminton, tenis, dll.

Peraturan daerah ini bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui
olahraga. Peraturan Daerah ini mengatur terkait tugas dan tanggung jawab Pemerintah
Daerah khususnya Provinsi Jawa Timur dalam mengembangkan keolahragaan. Adanya
Peraturan Daerah ini menjadi pedoman bagi Kabupaten Pamekasan untuk turut juga

mengembangkan keolahragaan di daerahnya.
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BAB IV
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

Peraturan daerah sebagai suatu kebijakan publik dapat diterima oleh masyarakat
secara luas apabila memenuhi unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang baik. Landasan
filosofis pembentukan peraturan perundang-undangan dan atau peraturan daerah di
Indonesia saat ini merujuk pada rechtsidee yang tercantum dalam Pancasila dan Pembukaan
Undang-Undang Dasar 1945. Pemikiran akan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis
merupakan aktualisasi dari teori keberlakuan hukum (Gelding Theory). Teori ini didasari
pada pemahaman bahwa perundang-undangan yang baik harus memenuhi beberapa
persyaratan yaitu syarat filosofis, sosiologis, dan yuridis. Implementasi dari teori
keberlakuan hukum ini, telah menjadi bagian dari salah satu asas pembentukan peraturan
perundang-undangan yang baik, yang diatur dalam Pasal 5 huruf d Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yaitu asas
dapat dilaksanakan. Untuk mewujudkan materi muatan peraturan perundangan yang sesuai
asas-asas peraturan perundangan yang baik diperlukan dasar untuk menjadi pijakan tentang
dibentuknya sebuah peraturan perundangan. Asas-asas peraturan perundangan diatas
memberikan pemahaman bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus
memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat,

baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

4.1 LANDASAN FILOSOFIS

Peraturan perundang-undangan perlu memiliki dasar pembenaran yang diterima
secara filosofis, yang terkait dengan cita-cita mengenai kebenaran, keadilan, dan kesusilaan.
Filsafat atau pandangan hidup suatu bangsa mengandung nilai-nilai moral dan etika yang
mencerminkan apa yang dianggap baik dan buruk. Nilai-nilai yang baik harus dijunjung
tinggi, termasuk kebenaran, keadilan, kesusilaan, serta berbagai nilai lainnya yang dianggap
baik menurut ukuran bangsa tersebut. Hukum yang disusun tanpa memperhatikan nilai
moral suatu bangsa akan sia-sia, karena tidak akan dipatuhi dengan sepenuhnya. Di
Indonesia, nilai-nilai ini tercermin dalam pandangan hidup, cita-cita bangsa, dan falsafah
negara, yaitu Pancasila. Pancasila menjadi landasan dalam pembentukan hukum suatu

bangsa.

65



Oleh karena itu, setiap hukum yang disusun harus mencerminkan nilai-nilai yang
terkandung dalam Pancasila, termasuk nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan,
dan keadilan sosial. Selain itu, peraturan daerah juga harus mencerminkan nilai-nilai moral
yang hidup di masyarakat setempat. Secara konstitusional, negara menjamin hak setiap
individu untuk mendapatkan pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta
perlakuan yang sama di hadapan hukum, sebagai bentuk perlindungan terhadap hak asasi
manusia. Negara, melalui pemerintah, bertanggung jawab atas penyelenggaraan
keolahragaan sebagai upaya untuk mewujudkan akses terhadap kesehatan dan kesejahteraan
masyarakat. Pepatah Latin mengatakan "mens sana in corpore sano" yang berarti, dalam
tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat.

Manusia yang sehat baik fisik maupun mental sangat diperlukan untuk mewujudkan
masyarakat yang adil dan makmur. Melalui instrumen pembangunan nasional di bidang
keolahragaan, upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia secara jasmani,
rohani, dan sosial dilakukan guna mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur,
sejahtera, dan demokratis, berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945. Kegiatan keolahragaan menjadi kebutuhan yang harus
dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat.

Pemerintah Daerah sebagai pelaksana pemerintahan di tingkat daerah memiliki
kewajiban untuk menyediakan sarana dan prasarana keolahragaan, serta membina organisasi
keolahragaan untuk mengembangkan prestasi di tingkat daerah, nasional, maupun
internasional. Pembinaan dan pengembangan keolahragaan di daerah harus dapat
memastikan pemerataan akses terhadap fasilitas olahraga, peningkatan kesehatan dan
kebugaran, peningkatan prestasi, serta manajemen keolahragaan yang mampu menghadapi
tantangan dan tuntutan perubahan nasional maupun global. Untuk itu, diperlukan sistem
keolahragaan nasional yang baik

Filsafat atau pandangan hidup suatu bangsa pada dasarnya mencerminkan nilai-nilai
moral dan etika yang ada dalam masyarakat tersebut. Nilai-nilai moral dan etika ini meliputi
konsep tentang apa yang dianggap baik dan buruk. Nilai-nilai yang dianggap baik mencakup
prinsip-prinsip seperti kebenaran, keadilan, kesusilaan, dan nilai-nilai positif lainnya.
Namun, penilaian terhadap apa yang dianggap baik, benar, adil, dan susila bisa berbeda-
beda antara bangsa-bangsa yang berbeda. Oleh karena itu, hukum yang diterapkan dalam
suatu negara sebaiknya didasarkan pada nilai-nilai moral dan etika yang dianut oleh

masyarakatnya.
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Hukum yang tidak memperhatikan nilai-nilai moral bangsa akan cenderung tidak
efektif dan tidak akan dihormati atau diikuti oleh masyarakat. Di Indonesia, semua nilai-
nilai ini tercermin dalam konsep Pancasila.

Pancasila adalah pandangan hidup, cita-cita bangsa, falsafah kehidupan, dan berbagai
istilah lain yang menggambarkan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam masyarakat
Indonesia. Rosjidi Ranggawidjaja berpendapat apapun jenisnya filsafat hidup bangsa, harus
menjadi rujukan dalam membentuk hukum yang akan dipergunakan dalam kehidupan
bangsa tersebut. Oleh karena itu, kaidah hukum yang dibentuk (yang termuat dalam
peraturan undang-undang) harus mencerminkan filsafat hidup bangsa itu. Sekurang-
kurangnya tidak bertentangan dengan nilai-nilai moral bangsa. Landasan filosofis terkait
dengan fondasi filosofis atau pandangan hidup yang menjadi landasan ketika merumuskan
aspirasi dan kebijakan pemerintahan dalam suatu rencana atau draf peraturan.

Suatu penyusunan perundang-undangan harus memiliki dasar filosofis yang dapat
dijustifikasi dan dianalisis secara filosofis. Dalam konteks Indonesia, landasan filosofis
utama adalah Pancasila, yang menjadi sistem nilai nasional yang mendasari kehidupan
berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai dasar negara menegaskan bahwa keadilan sosial
bagi seluruh rakyat Indonesia adalah manifestasi konkrit dari filosofi bangsa Indonesia
dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Pembukaan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mewajibkan perlindungan bagi seluruh bangsa
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta mempromosikan kesejahteraan umum,
pendidikan bangsa, serta partisipasi dalam mewujudkan perdamaian dunia yang
berlandaskan pada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas hidup manusia adalah melalui
pembangunan dalam bidang keolahragaan yang membentuk dimensi jasmani, rohani, dan
kondisi sosial sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Naskah Akademik tentang
Keolahragaan merangkum landasan filosofis yang mendasari pembentukan produk hukum
di dalamnya. Landasan filosofis yang menjadi pijakan bagi naskah tersebut sangat
bervariasi, mencerminkan sebagai sudut pandang etika dan filosofis yang relevan dalam
konteks pembinaan olahraga.

1. Utilitarisme: pendekatan ini fokus pada menciptakan kebahagiaan dan kesejahteraan
maksimal bagi sebanyak mungkin orang. Dalam konteks pembinaan olahraga, produk
hukum dapat bertujuan untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran masyarakat secara

keseluruhan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas hidup;
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2. Keadilan: Landasan filosofis ini menekankan pada pemerataan hak, kewajiban, dan
peluang dalam masyarakat. Produk hukum tentang pembinaan olahraga dapat didasarkan
pada prinsip bahwa setiap individu memiliki hak untuk mengakses kegiatan olahraga
yang bermanfaat tanpa diskriminasi,

3. Hak Asasi Manusia: Fokus pada menghormati dan melindungi hak asasi manusia setiap
individu. Produk hukum tersebut dapat menjamin bahwa setiap orang memiliki hak untuk
berpartisipasi dalam kegiatan olahraga tanpa adanya bentuk bentuk eksploitasi atau
pelecehan;

4. Prinsip-prinsip Olimpiade: Prinsip-prinsip yang dijunjung oleh Gerakan Olimpiade,
seperti perdamaian, persahabatan, dan penghormatan. Naskah Akademik tentang
pembinaan olahraga dapat mencerminkan nilai-nilai positif ini untuk mempromosikan
hubungan yang lebih baik antara masyarakat melalui olahraga;

5. Etika Olahraga: Prinsip-prinsip etika dalam olahraga, seperti fair play, integritas, dan rasa
tanggung jawab. Produk hukum dapat mengatur perilaku dalam dunia olahraga dan
melindungi nilai-nilai etika yang mendasarinya;

6. Pendidikan dan Pengembangan: Landasan filosofis ini menekankan pentingnya
pendidikan dan pengembangan individu melalui olahraga. Produk hukum Naskah
Akademik dapat menitikberatkan pada aspek-aspek pendidikan, pengembangan karakter,
dan keterampilan melalui partisipasi dalam olahraga;

7. Keseimbangan Hidup: Fokus pada pencapaian keseimbangan antara berbagai aspek
kehidupan, termasuk olahraga, pekerjaan, dan hubungan sosial. Produk hukum dapat
mempromosikan pentingnya menjaga keseimbangan ini untuk kesejahteraan holistik.

Pemilihan landasan filosofis akan sangat tergantung pada nilai-nilai dan tujuan
masyarakat atau negara yang bersangkutan dalam mengembangkan produk hukum
mengenai pembinaan olahraga. Kombinasi dari beberapa pendekatan di atas juga mungkin
digunakan untuk mencerminkan keragaman nilai dan kepentingan dalam masyarakat.

Berikut adalah penjelasan filosifis dan akademik yang lebih lengkap mengenai implikasi

filosofis yang mendalam:

1. Pentingnya pemahaman akan peningkatan keolahragaan daerah Pernyataan ini
mencerminkan pemikiran filosofis tentang kebutuhan manusia akan kesehatan dan
kebugaran fisik. Dalam pandangan filosofis, tubuh yang sehat adalah fondasi dari
kehidupan yang produktif dan bermakna. Konsep ini terkait erat dengan gagasan filsafat
Yunani Kuno yang menganggap hubungan yang seimbang antara pikiran (Nous) dan

tubuh (soma) sebagai esensi kesejahteraan manusia;
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. Promosi Kesehatan dan kesejahteraan masyarakat secara filosofis, upaya untuk
meningkatkan Kesehatan dan kesejahteraan masyarakat adalah refleksi dari etika sosial.
Filsafat etika sosial menekankan tanggung jawab kolektif untuk memastikan
kesejahteraan bersama. Meningkatkan kesehatan masyarakat adalah tindakan moral yang
dapat dipertahankan dari perspektif etika utilitarianisme, dimana tindakan dianggap baik
jika menghasilkan kebahagiaan bersama yang lebih besar;

. Pembangunan karakter dan nilai positif Ini berkaitan dengan etika karakter atau etika
berbasis kebajikan. Filosofi berbicara tentang pengembangan karakter baik dan
bagaimana olahraga dapat membantu dalam hal ini. Misalnya, Aristoteles menganggap
latihan fisik sebagai salah satu cara untuk mencapai kebajikan moral, seperti disiplin diri
dan keberanian;

. Individu dan komunitas filosofi sosial menekankan pentingnya individu dalam konteks
masyarakat. Pernyataan ini mencerminkan ide bahwa pemahaman tentang olahraga dan
kesehatan harus diterapkan pada tingkat individu dan komunitas. Ini mengikuti pemikiran
filosofis tentang hubungan antara individu dan masyarakat, dimana kesejahteraan
individu dan masyarakat saling terkait;

. Kebutuhan dan karakteristik lokal Pendekatan ini mencerminkan filsafat pluralisme
budaya dan penghargaan terhadap keragaman. Ini mengakui bahwa setiap daerah
memiliki kebutuhan dan karakteristik unik, dan pemahaman tentang olahraga dan
kesehatan harus disesuaikan dengan konteks lokal. Dari perspektif akademik, ini dapat
diasosiasikan dengan teori-teori antropologi budaya dan sosiologi yang menekankan
pentingnya memahami budaya lokal dalam pengembangan program olahraga dan
kesehatan.

Jadi, secara filosofis, pernyataan ini menggarisbawahi pentingnya kesehatan,

kesejahteraan, karakter, dan nilai-nilai dalam kehidupan manusia, sambil menghormati

konteks lokal. Dalam konteks akademik, ini akan melibatkan penelitian, analisis, dan

implementasi program-program yang memadukan aspek-aspek ini untuk meningkatkan

kualitas hidup masyarakat secara umum. Kearifan lokal adalah salah satu aspek yang sangat

penting dalam pernyataan ini, baik secara filosofis maupun akademik.

Kearifan lokal merujuk pada pengetahuan, tradisi, dan nilai-nilai yang ada dalam

masyarakat setempat. Berikut adalah lanjutan penjelasan mengenai peran kearifan lokal

dalam konteks pernyataan tersebut:
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1. Pentingnya kearifan lokal secara filosofis dari perspektif filosofis, kearifan lokal
mencerminkan pemahaman tentang keberagaman budaya, dan pluralisme nilai-nilai
manusia. Hal ini konsisten dengan pandangan etika multikulturalisme, yang menekankan
pentingnya menghormati dan memahami berbagai tradisi budaya dalam upaya untuk
mencapai kesetaraan dan keadilan sosial. Kearifan lokal memungkinkan kita untuk
menghormati dan menghargai cara hidup yang berbeda-beda, sekaligus mempromosikan
keselarasan dengan nilai-nilai universal seperti kesehatan dan kesejahteraan;

2. Implementasi kearifan lokal secara akademik dalam konteks akademik, implementasi
kearifan lokal memerlukan penelitian yang mendalam tentang budaya dan tradisi
setempat. Ini melibatkan kerja sama dengan komunitas setempat, menggali pengetahuan
yang telah ada, dan menciptakan program-program olahraga dan kesehatan yang sesuai
dengan nilai-nilai lokal. Ini juga melibatkan pendekatan partisipatif di mana komunitas
setempat memiliki peran aktif dalam merancang dan mengelola program-program ini.

3. Pemberdayaan melalui kearifan lokal kearifan lokal juga dapat menjadi sarana
pemberdayaan komunitas. Dalam banyak masyarakat, ada pemahaman yang dalam
tentang cara hidup yang sehat dan berkelanjutan yang telah diwariskan dari generasi ke
generasi. Melalui penekanan pada kearifan lokal, kita dapat memungkinkan komunitas
untuk mengambil peran aktif dalam pemeliharaan kesehatan mereka sendiri. Ini sejalan
dengan gagasan etika partisipatif di mana masyarakat memiliki kendali atas keputusan
yang memengaruhi kesejahteraan mereka.

4. Perlindungan kearifan lokal dalam konteks globalisasi, kearifan lokal seringkali
terancam. Program-program olahraga dan kesehatan yang mengabaikan nilai-nilai lokal
dapat menghilangkan warisan budaya yang berharga. Oleh karena itu, perlindungan
kearifan lokal adalah aspek penting dari pendekatan akademik yang komprehensif. Ini
bisa mencakup pelestarian tradisi, bahasa, dan nilai-nilai lokal yang terkait dengan
olahraga dan kesehatan.

5. Kearifan lokal dan dalam dunia yang semakin terpapar oleh isu-isu lingkungan, penting
untuk mempertimbangkan bagaimana kearifan lokal dapat berkontribusi pada
keberlanjutan. Kearifan lokal sering kali mencakup pemahaman tentang cara-cara
berkelanjutan dalam berolahraga dan menjaga kesehatan yang terintegrasi dengan alam
dan lingkungan setempat. Ini dapat membantu mempromosikan gaya hidup yang ramah

lingkungan dan membantu menjaga ekosistem lokal.
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6. Menghormati kearifan lokal dan hak asasi manusia kearifan lokal juga harus dihubungkan
dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Dalam upaya untuk memahami dan
menerapkan kearifan lokal, kita harus memastikan bahwa nilainya selaras dengan hak-
hak asasi individu, seperti hak atas kesehatan, keamanan, dan partisipasi dalam
kehidupan sosial dan budaya.

7. Kearifan lokal sebagai identitas kultural kearifan lokal juga merupakan bagian integral
dari identitas kultural sebuah masyarakat. Dalam perspektif akademik, penelitian tentang
bagaimana olahraga dan kesehatan mencerminkan identitas kultural dapat membantu
memahami peran olahraga dalam mempertahankan dan memperkuat warisan budaya
sebuah masyarakat.

8. Pengukuran dan evaluasi kearifan lokal Salah satu tantangan dalam mengintegrasikan
kearifan lokal dalam programprogram olahraga dan kesehatan adalah bagaimana
mengukur dan mengevaluasi dampaknya dari perspektif akademik, ini melibatkan
pengembangan indikator dan metode penilaian yang memadai yang memungkinkan kita
untuk melihat apakah program-program ini efektif dalam mencapai tujuan yang telah

ditetapkan.

4.2 Landasan Sosiologis

Peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan daerah, adalah manifestasi
konkret dari hukum. Proses pembentukan peraturan tersebut harus mencerminkan kondisi
nyata, perkembangan, serta keyakinan atau kesadaran hukum masyarakat yang ada,
keberadaannya perlu memiliki dasar sosiologis yang kuat jika ketentuan dalam peraturan
daerah sejalan dengan nilai-nilai yang diyakini atau disadari oleh masyarakat, maka
implementasinya akan lebih mudah dilakukan tanpa banyak hambatan. Hukum yang
diterapkan harus dapat dimengerti oleh masyarakat dan sesuai dengan realitas yang mereka
hadapi.

Oleh karena itu, penyusunan rancangan peraturan daerah perlu mempertimbangkan
kondisi sosial dan kebutuhan masyarakat setempat. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022
tentang keolahragaan mengatur penyelenggaraan olahraga di Indonesia dengan tujuan untuk
meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mewujudkan bangsa yang sehat, berprestasi,
serta berkeadilan. Undang-Undang ini menekankan prinsip-prinsip hak asasi manusia,

pemerataan akses terhadap olahraga, serta integrasi olahraga dalam kehidupan sehari-hari.
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Negara memiliki peran utama dalam menyediakan fasilitas, infrastruktur, dan
kebijakan olahraga yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, serta dalam
membina atlet untuk berprestasi di tingkat nasional dan internasional.

Selain itu, undang-undang ini juga mengatur pentingnya keterlibatan masyarakat dan
sektor swasta dalam pengembangan olahraga, baik dalam hal pendanaan, penyediaan
fasilitas, maupun peningkatan partisipasi olahraga. Olahraga juga diintegrasikan dalam
pendidikan sebagai bagian dari pembentukan karakter dan kesehatan generasi muda. Di
tingkat pengawasan, undang-undang ini membentuk badan yang bertugas mengatur,
mengawasi, dan menilai pelaksanaan keolahragaan, dengan tujuan menciptakan ekosistem
olahraga yang terstruktur, inklusif, dan berkelanjutan untuk mendukung pembangunan
sumber daya manusia yang sehat, produktif, dan berprestasi.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan juga
menegaskan bahwa Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina,
mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan di daerah,
dan dalam perjalanannya disadari bahwa implementasi undang-undang tentang Sistem
Keolahragaan Nasional dan peraturan pelaksanaanya belum memadai untuk menjawab
berbagai kondisi obyektif dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam pembangunan
olahraga.

Sebagai pengaturan lebih lanjut dari undang-undang tersebut, Pemerintah telah
menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan
Keolahragaan yang berisi tentang penyusunan Naskah Akademik terkait kebijakan
keolahragaan di daerah mengacu pada beberapa ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal
tertentu. Dalam Pasal 5, disebutkan bahwa Pemerintah Daerah memiliki tugas untuk
menetapkan dan melaksanakan kebijakan keolahragaan di wilayahnya. Selain itu,
Pemerintah Daerah juga bertanggung jawab dalam mengoordinasikan, mengawasi, dan
mengevaluasi pelaksanaan kebijakan keolahragaan yang telah ditetapkan, dengan tetap
mempertimbangkan potensi dan kondisi daerah masing-masing.

Pada Pasal 6, dijelaskan bahwa kebijakan keolahragaan di tingkat provinsi
dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menangani keolahragaan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Begitu pula di tingkat kabupaten, kebijakan
keolahragaan dilaksanakan oleh perangkat daerah yang relevan dengan memperhatikan
ketentuan hukum yang berlaku di daerah tersebut. Dengan demikian, pelaksanaan kebijakan

keolahragaan harus dilakukan secara terkoordinasi dan sesuai dengan regulasi yang ada.
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Di Kabupaten Pamekasan hingga saat ini belum ada dasar hukum berupa Peraturan
Daerah yang mengatur pelaksanaan kewenangan penyelenggaraan keolahragaan
sebagaimana diamanatkan dalam Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan tersebut di
atas.

Untuk itu, guna memberikan kepastian hukum bagi Perangkat Daerah dalam
melaksanakan kebijakan keolahragaan dengan mempertimbangkan potensi daerah dan
kondisi daerah, yang di sisi lain, Pemerintah Daerah juga berwenang untuk melaksanakan
desain besar olahraga nasional di daerah dengan menetapkan desain olahraga daerah yang
akan mengatur, membina, dan mengembangkan keolahragaan di daerah. Atas dasar
pemikiran tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Pamekasan memandang perlu membentuk
Peraturan Daerah yang mengatur mengenai penyelenggaraan keolahragaan dari berbagai

aspek, mulai dari olahraga pendidikan, olahraga prestasi, dan olahraga masyarakat.

4.3 Landasan Yuridis

Pembentukan Peraturan Daerah harus memiliki landasan hukum atau dasar hukum.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan, landasan hukum yang dimaksud meliputi peraturan perundang-
undangan yang menjadi dasar hukum pembentukan Daerah yang bersangkutan dan
peraturan perundang-undangan yang memberi kewenangan pembuatan Peraturan Daerah
yang dibentuk. Menurut perspektif yuridis yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 disebutkan struktur hierarki dalam peraturan perundang-undangan. Hal tersebut
diawali dengan pembentukan peraturan perundang-undangan dalam format UUD 1945,
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang dan/atau Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden,
Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten. Berdasarkan hierarki
peraturan perundang-undangan tersebut, maka dapat dijadikan landasan bahwa Peraturan
Daerah yang akan dibentuk harus selaras dengan peraturan yang telah ada sebelumnya sesuai
substansinya.

Hal tersebut dapat memunculkan sinkronisasi yang komprehensif sehingga Peraturan
Daerah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan tidak bertentangan dengan
peraturan-peraturan sebelumnya. Peraturan Daerah yang akan dibentuk ini sebagai
pendelegasian kewenangan pengaturan yang didelegasikan oleh Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2022 tentang Keolahragaan.
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Adanya Peraturan Daerah tentang Keolahragaan menjadi pedoman bagi daerah, dalam

hal ini Kabupaten Pamekasan dalam menyelenggarakan keolahragaan. Ketentuan tentang

keolahragaan yang telah diatur dalam UU maupun Peraturan Pemerintah belum cukup

memadai untuk mengatur penyelenggaraan keolahragaan di daerah.

Oleh karena itu, diperlukan pembentukan peraturan daerah yang dapat mengatur lebih

lanjut penyelenggaraan keolahragaan di Kabupaten Pamekasan. Menyangkut pembentukan

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, terdapat

beberapa peraturan perundang-undangan terkait. Berdasarkan hierarki perundang-undangan

dapat disebutkan sebagai berikut:

1.
2.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di
Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas
Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota
Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah
Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
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10.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6782);

Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023
Tentang Pembinaan Dan Pengembangan Industri Olahraga (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 69);

Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024
Tentang Standar Pengelolaan Organisasi Olahraga Lingkup Olahraga Prestasi (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 782);

Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024
Tentang Parameter Tes Kondisi Fisik Olahragawan Pada Sentra Pembinaan Olahraga
Prestasi Tingkat Daerah Dan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 797);

Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025
Tentang Standar Kompetensi Tenaga Keolahragaan Pelatih Olahraga Dan Asisten
Pelatih Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 33);
Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016
Nomor 6), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Pamekasan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2022 Nomor 6);
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BABV
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI
PERATURAN DAERAH

5.1 Jangkauan dan Arah Pengaturan

Pentingnya penyusunan Naskah Akademik ini tidak dapat dipisahkan dari urgensi
untuk mewujudkan sistem penyelenggaraan olahraga yang terstruktur dan berbasis pada
kebutuhan masyarakat serta potensi lokal. Naskah Akademik ini akan menjadi landasan
utama bagi penyusunan Raperda Penyelenggaraan Keolahragaan di Kabupaten Pamekasan.
Raperda tersebut nantinya akan menjadi regulasi yang mengikat dan menjadi pedoman
dalam pelaksanaan kebijakan olahraga di tingkat daerah, yang diharapkan dapat
memberikan arah yang jelas dan terukur bagi seluruh pihak yang terlibat, mulai dari
Pemerintah Daerah, lembaga olahraga, hingga masyarakat.

Urgensi penyusunan regulasi ini sangat tinggi, mengingat olahraga memiliki peran
strategis dalam pembangunan daerah, baik dari segi kesehatan, sosial, maupun ekonomi.
Olahraga bukan hanya sekadar kegiatan fisik, melainkan juga instrumen penting untuk
membangun karakter, mempererat persatuan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Oleh karena itu, regulasi yang mengatur penyelenggaraan olahraga di Kabupaten Pamekasan
perlu disusun dengan cermat agar dapat menciptakan sistem yang inklusif dan berkelanjutan.
Raperda ini akan menjadi acuan bagi pengaturan dan pengembangan berbagai sektor
olahraga di tingkat kabupaten.

Dengan adanya regulasi yang jelas, Pemerintah Daerah dapat lebih mudah
merencanakan dan melaksanakan program olahraga yang sesuai dengan prioritas daerah.
Regulasi ini juga akan menjadi pedoman dalam pengelolaan anggaran daerah yang lebih
efisien, serta dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur olahraga yang memadai.
Selain itu, Raperda ini juga akan mengatur pemberdayaan dan pengembangan sumber daya
manusia di bidang olahraga, dengan memberikan perhatian khusus pada pelatihan pelatih,
pembinaan atlet, serta penyelenggaraan kompetisi yang mendukung pencapaian prestasi.
Kehadiran regulasi yang komprehensif dan terintegrasi dalam bentuk Raperda juga akan
membuka ruang bagi partisipasi masyarakat yang lebih luas.

Dengan adanya pedoman yang jelas, masyarakat akan lebih mudah untuk terlibat
dalam berbagai kegiatan olahraga yang diselenggarakan di kabupaten, baik itu dalam bentuk
olahraga rekreasi, pelatihan atlet, ataupun kompetisi. Hal ini akan memperkuat rasa

kebersamaan di kalangan masyarakat, sekaligus meningkatkan kesadaran akan pentingnya
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olahraga untuk kesehatan dan kesejahteraan bersama. Lebih dari itu, Raperda ini akan
menjadi bagian dari upaya pemenuhan kewajiban Kabupaten Pamekasan dalam
menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2022
tentang Keolahragaan. Dalam undang-undang tersebut, Pemerintah Daerah diberikan
kewenangan untuk menyelenggarakan olahraga sesuai dengan karakteristik daerah,
sehingga Raperda ini dapat mengakomodasi berbagai kebutuhan lokal, baik dari segi
pembinaan atlet, pengembangan infrastruktur, maupun penguatan budaya olahraga di
masyarakat.

Menyesuaikan dengan amanat Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dibuah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja,
urusan keolahragaan yang menjadi kewenangan bagi Pemerintah Kabupaten meliputi: 1.
Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi
kewenangan daerah kabupaten; 2. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah
kabupaten; 3. Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah provinsi; 4.
Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat daerah kabupaten; 5. Pembinaan

dan pengembangan olahraga rekreasi.

5.2 Ruang Lingkup

Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah ini pada dasarnya memuat definisi
atau pemahaman terkait istilah-istilah kunci yang secara konsisten digunakan dalam
pengaturan peraturan daerah ini. Istilah-istilah tersebut memiliki kaitan yang erat dengan
penyelenggaraan keolahragaan. Definisi istilah-istilah tersebut bersifat standar dan dapat
merujuk pada ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang relevan,
namun disesuaikan dengan konteks daerah serta kebutuhan pengaturan yang diinginkan.
Oleh karena itu, pengertian-pengertian yang terdapat dalam ketentuan ini mencakup istilah-
istilah yang berhubungan langsung dengan penyelenggaraan keolahragaan.

Selain itu Raperda ini juga akan mengatur ketentuan sanksi bagi pihak-pihak yang
melanggar peraturan. Sanksi ini dapat berupa teguran tertulis hingga pencabutan izin usaha
bagi pemberi kerja yang tidak memenuhi kewajiban mereka. Raperda ini juga mencakup
ketentuan peralihan, jika diperlukan untuk mengatur transisi dari peraturan lama ke
peraturan baru. Hal ini penting agar semua pihak dapat beradaptasi dengan perubahan

regulasi tanpa menimbulkan kebingungan atau ketidakpastian hukum.
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Sasaran pengaturan yang menjadi kisi-kisi materi muatan yang dikemukakan dalam

Naskah Akademik tentang Penyelenggaraan Keolahragaan ini mencakup :

A. Judul Raperda

Judul Raperda adalah “’Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor Tahun 2025

Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan”

B. Ketentuan Umum

Pada bagian ini dikemukan beberapa terminilogi berikut pengertiannya, antara lain :

1.

2
3.
4

10.

11.

Daerah adalah Kabupaten Pamekasan;

. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan;

Bupati adalah Bupati Pamekasan;
Olahraga adalah segala kegiatan yang melibatkan pikiran, raga, dan jiwa secara
terintegrasi dan sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan

potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya;

. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang

memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan,
peningkatan, pengawasan, dan evaluasi;

Keolahragaan Nasional adalah keolahragaan yang berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada
nilai-nilai keolahragaan, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap
tuntutan perkembangan olahraga;

Pelaku Olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara
langsung dalam kegiatan Olahraga yang meliputi peolahraga, pembina olahraga,
dan tenaga keolahragaan;

Peolahraga adalah orang yang berolahraga dalam usaha mengembangkan potensi
jasmani, rohani, sosial, dan budaya;

Olahragawan adalah Peolahraga yang mengikuti pelatihan dan kejuaraan Olahraga
secara teratur, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan untuk mencapai
prestasi;

Pembina Olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan,
kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan/atau pendanaan yang didedikasikan
untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan Olahraga;

Tenaga Keolahragaan adalah orang perseorangan yang memiliki kualifikasi dan

sertifikat kompetensi dalam bidang Olahraga;
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21

22.

23.

24.

Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok
masyarakat, dan/atau organisasi kemasyarakatan yang mempunyai perhatian dan
peranan dalam bidang Keolahragaan;

Suporter adalah perseorangan atau kelompok masyarakat yang mendukung dan
memiliki perhatian khusus terhadap cabang Olahraga tertentu;

Olahraga Masyarakat adalah Olahraga yang dilakukan oleh Masyarakat berdasarkan
kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi
dan nilai budaya masyarakat setempat yang dilakukan secara terus-menerus untuk
kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan;

Olahraga Prestasi adalah Olahraga yang membina dan mengembangkan
Olahragawan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan
melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan
teknologi Keolahragaan;

Olahraga Amatir adalah Olahraga yang dilakukan atas dasar kecintaan atau
kegemaran berolahraga;

Olahraga Profesional adalah Olahraga yang dilakukan untuk memperoleh
pendapatan dalam bentuk uang atau bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran
berolahraga;

Olahraga Penyandang Disabilitas adalah olahraga yang dilakukan sesuai dengan
kondisi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik seseorang;

Prestasi adalah hasil yang dicapai Olahragawan atau kelompok Olahragawan dalam
kegiatan Olahraga;

Industri Olahraga adalah kegiatan ekonomi bidang Olahraga dalam bentuk produk
barang dan/atau jasa yang memberi nilai tambah atau manfaat yang lebih tinggi dan

berdampak pada perekonomian masyarakat dan Olahraga;

. Penghargaan Olahraga adalah pengakuan atas Prestasi di bidang Olahraga yang

diwujudkan dalam bentuk materiel dan/ atau nonmateriel;

Prasarana Olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan
untuk kegiatan Olahraga dan/atau penyelenggaraan Keolahragaan;

Sarana Olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan
Olahraga;

Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan adalah usaha sadar yang dilakukan

secara sistematis untuk mencapai tujuan Keolahragaan;

79



25. Organisasi Olahraga adalah sekumpulan orang ydng menjalin kerja sama dengan
membentuk organisasi untuk penyelenggaraan Olahraga sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

26. Induk Organisasi Cabang Olahraga adalah Organisasi Olahraga yang membina,
mengembangkan, dan mengoordinasikan 1 (satu) cabang Olahraga, jenis Olahraga,
atau gabungan organisasi cabang Olahraga dari 1 (satu) jenis Olahraga yang
merupakan anggota federasi cabang Olahraga internasional;

27. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, organisasi Masyarakat,

dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum;

C. Materi Pokok yang diatur

(a) Bab I Ketentuan Umum. Pada bab ini berisikan tentang beberapa definsi
operasional dalam Ranperda tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;

(b) Bab II Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup. Pada bab ini berisikan beberapa
bagian diantaranya Bagian Kesatu Maksud, Bagian kedua Tujuan, Bagian ketiga
Ruang Lingkup;

(c) Bab III Hak Dan Kewajiban Daerah;

(d) Bab IV Tugas, Wewenang Dan Tanggung Jawab Daerah;

(e) Bab V Ruang Lingkup Olahraga;

(f) Bab VI Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga. Pada bab ini berisikan beberapa
bagian diantaranya Bagian Kesatu Umum, Bagian Kedua Pembinaan dan
Pengembangan Olahraga Pendidikan, Bagian Ketiga Pembinaan dan
Pengembangan Olahraga Masyarakat, Bagian Keempat Pembinaan dan
Pengembangan Olahraga Prestasi, Bagian Kelima Pembinaan dan Pengembangan
Olahraga Amatir, Bagian Keenam Pembinaan dan Pengembangan Olahraga
Profesional, Bagian Ketujuh Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Penyandang
Disabilitas;

(g) Bab VII Pengelolaan Keolahragaan;

(h) Bab VIII Kejuaraan Olahraga;

(i) Bab IX Pelaku Olahraga, Pada bab ini berisikan beberapa bagian diantaranya
Bagian Kesatu Umum, Bagian Kedua Pembina Olahraga. Bagian Ketiga Tenaga
Keolahragaan;

(j) Bab X Prasarana Dan Sarana Olaahraga;

(k) Bab XI Industri Olahraga;
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(I) Bab XII Pengembangan [lmu Pengetahuan, Teknologi Dan Informasi Keolahragaan;
(m) Bab XIIl Kerjasama Dan Kemitraan;

(n) Bab XIV Pendanaan;

(o) Bab XV Penghargan Dan Jaminan Sosial;

(p) Bab XVI Pengawasan;

(g) Bab XVII Ketentuan Penutup.
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BAB VI
PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian Naskah Akademik di atas, dapat ditarik kesimpulan yang

penjabarannya sebagai berikut:

1.

Naskah Akademik Penyelenggaraan Keolahragaan disusun sebagai bentuk
penyempurnaan serta mewujudkan kepastian hukum dari kebijakan penyelenggaraan
keolahragaan di Kabupaten Pamekasan. Dengan semangat tersebut, sudah seharusnya
Pemerintah Kabupaten Pamekasan menempatkan penyelenggaraan olahraga sebagai
salah satu prioritas pembangunan dengan berlandaskan Peraturan Daerah yang
mengikat bagi seluruh penyelenggara olahraga.

Penyelenggaraan keolahragaan di Kabupaten Pamekasan merupakan suatu urusan yang
dibangun atas kerja sama dari berbagai pihak dengan melibatkan dunia usaha,
pendidikan, kesehatan, pariwisata, serta ketenagakerjaan. Dengan kompleksnya urusan
ini, maka perencanaan yang strategis amat diperlukan sebagai landasan untuk membuat
penyelenggaraan keolahragaan yang semakin terarah dan menciptakan kemajuan bagi
seluruh pihak, utamanya bagi pemerintah, organisasi keolahragaan, atlet, pelatih, serta
pihak-pihak lainnya yang terlibat.

Dengan berbagai potensi dan capaian prestasi yang dimiliki oleh Kabupaten
Pamekasan, tidak mengurungkan semangat untuk terus memperbaiki penyelenggaraan
keolahragaan agar semakin maju dan bermanfaat. Kebijakan yang ke depannya akan
diakomodasi oleh Peraturan Daerah harus menjamin kesetaraan akses dalam
berolahraga, pembangunan fasilitas keolahragaan, kesejahteraan atlet, dan
pengembangan prestasi keolahragaan yang diprakarsai oleh Putra-Putri terbaik
Kabupaten Pamekasan Untuk memenuhinya, maka perlu disusun Peraturan Daerah
yang mengakomodasi berbagai kepentingan tersebut dan memberikan kepastian hukum

yang disesuaikan dengan karakteristik daerah serta kearifan lokal

6.2 Saran

Berdasarkan paparan analisis dan kesimpulan di atas, terdapat beberapa saran yang

dapat dijadikan rujukan bagi para penyelenggara kebijakan keolahragaan untuk

meningkatkan kualitas penyelenggaraan olahraga di Kabupaten Pamekasan yang semakin

baik, optimal, dan berprestasi gemilang.
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1.

Disusunnya Naskah Akademik Keolahragaan merupakan sebuah langkah baik bagi
pemangku kebijakan dalam menciptakan penyelenggaraan keolahragaan yang dapat
dipastikan melalui regulasi. Untuk itu, sesuai dengan harapannya yakni tercipta
Peraturan Daerah yang mengatur urusan olahraga di Kabupaten Pamekasan, diharapkan
Peraturan Daerah yang disusun mampu mengakomodasi segala kepentingan dari
penyelenggara olahraga serta mampu menghadirkan kepastian hukum. Regulasi yang
ada harus menjunjung tinggi keadilan serta partisipasi masyarakat, utamanya unsur
masyarakat yang memiliki perhatian pada olahraga, para atlet, pelatih, dan mampu
menjadi penunjang bagi terciptanya olahraga Kabupaten Pamekasan yang lebih inklusif
dan berprestasi.

Perlunya tindak lanjut untuk mengupayakan perbaikan dalam penyelenggaraan
keolahragaan, utamanya berkaitan dengan perbaikan sarana dan prasarana,
pengembangan prestasi keolahragaan, penyusunan program yang dapat memperkuat
budaya olahraga pada masyarakat, kesejahteraan pelaku olahraga, serta pengembangan
teknologi informasi dalam bidang olahraga.
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BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN

Menimbang

Mengingat

NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

. Bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui

pemenuhan kebutuhan dasarnya, untuk menjaga
kesehatan demi meningkatkan kualitas hidupnya.

. Bahwa kebutuhan olahraga sebagai fenomena sosial,

bukan hanya aktivitas fisik, tetapi juga media untuk
interaksi sosial, pencapaian prestasi, ekspresi budaya,
dan sarana integrasi sosial yang membantu membentuk
identitas individu dan kelompok dalam konteks sosial
yang dipengaruhi oleh struktur masyarakat, nilai, dan
norma.

Bahwa sesuai Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2022
tentang Keolahragaan, Pemerintah Daerah mempunyai
hak mengarahkan, membimbing, membantu, dan
mengawasi  penyelenggaraan Keolahragaan dan
berkewajiban memberikan pelayanan, kemudahan serta
menjamin terselenggaranya kegiatan Keolahragaan bagi
setiap warga negara tanpa diskriminasi sehingga perlu
pengaturan yang dapat dilaksanakan secara efektif;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan
Keolahragaan.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah
Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya
Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar
Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah,
Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2730);



10.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2022
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang
Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6782);

Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Republik
Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pembinaan
Dan Pengembangan Industri Olahraga (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 69)

Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Republik
Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Standar
Pengelolaan Organisasi Olahraga Lingkup Olahraga
Prestasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 782)

Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Republik
Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Parameter Tes
Kondisi Fisik Olahragawan Pada Sentra Pembinaan
Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Dan Nasional (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 797)
Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Republik
Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Standar
Kompetensi Tenaga Keolahragaan Pelatih Olahraga Dan
Asisten Pelatih Olahraga (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 33)

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Pamekasan Tahun 2016 Nomor 6), sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Pamekasan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Pamekasan Tahun 2022 Nomor 6);



Menetapkan

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN PAMEKASAN
dan
BUPATI PAMEKASAN

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
OLAHRAGA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

3.
4.

10.

11.

12.

13.

Daerah adalah Kabupaten Pamekasan

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Pamekasan.

Bupati adalah Bupati Pamekasan.

Olahraga adalah segala kegiatan yang melibatkan
pikiran, raga, dan jiwa secara terintegrasi dan sistematis
untuk mendorong, membina, serta mengembangkan
potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya.
Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan
dengan olahraga yang memerlukan pengaturan,
pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan,
peningkatan, pengawasan, dan evaluasi.

Keolahragaan Nasional adalah keolahragaan yang
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar
pada nilai-nilai keolahragaan, kebudayaan nasional
Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan
perkembangan olahraga.

Pelaku Olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok
orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan
Olahraga yang meliputi peolahraga, pembina olahraga,
dan tenaga keolahragaan.

Peolahraga adalah orang yang berolahraga dalam usaha
mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan
budaya.

Olahragawan adalah Peolahraga yang mengikuti
pelatihan dan kejuaraan Olahraga secara teratur,
sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan untuk
mencapai prestasi.

Pembina Olahraga adalah orang yang memiliki minat dan
pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial,
dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk
kepentingan pembinaan dan pengembangan Olahraga.
Tenaga Keolahragaan adalah orang perseorangan yang
memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam
bidang Olahraga.

Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara
Indonesia, kelompok masyarakat, dan/ atau organisasi
kemasyarakatan yang mempunyai perhatian dan
peranan dalam bidang Keolahragaan.

Suporter adalah  perseorangan atau  kelompok
masyarakat yang mendukung dan memiliki perhatian
khusus terhadap cabang Olahraga tertentu.



14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Olahraga Masyarakat adalah Olahraga yang dilakukan
oleh  Masyarakat berdasarkan kegemaran dan
kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai
dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat
yang dilakukan secara terus-menerus untuk kesehatan,
kebugaran, dan kegembiraan.

Olahraga Prestasi adalah Olahraga yang membina dan
mengembangkan  Olahragawan secara terencana,
sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan
melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan
dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi
Keolahragaan.

Olahraga Amatir adalah Olahraga yang dilakukan atas
dasar kecintaan atau kegemaran berolahraga.

Olahraga Profesional adalah Olahraga yang dilakukan
untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau
bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran
berolahraga.

Olahraga Penyandang Disabilitas adalah Olahraga yang
dilakukan sesuai dengan kondisi disabilitas fisik,
intelektual, mental, dan/atau sensorik seseorang.
Prestasi adalah hasil yang dicapai Olahragawan atau
kelompok Olahragawan dalam kegiatan Olahraga.
Industri Olahraga adalah kegiatan ekonomi bidang
Olahraga dalam bentuk produk barang dan/atau jasa
yang memberi nilai tambah atau manfaat yang lebih
tinggi dan berdampak pada perekonomian masyarakat
dan Olahraga.

Penghargaan Olahraga adalah pengakuan atas Prestasi
di bidang Olahraga yang diwujudkan dalam bentuk
materiel dan/ atau nonmateriel.

Prasarana Olahraga adalah tempat atau ruang termasuk
lingkungan yang digunakan untuk kegiatan Olahraga
dan/atau penyelenggaraan Keolahragaan.

Sarana Olahraga adalah peralatan dan perlengkapan
yang digunakan untuk kegiatan Olahraga.

Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan adalah
usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk
mencapai tujuan Keolahragaan

Organisasi Olahraga adalah sekumpulan orang ydng
menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi
untuk penyelenggaraan Olahraga sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Induk Organisasi Cabang Olahraga adalah Organisasi
Olahraga yang membina, mengembangkan, dan
mengoordinasikan 1 (satu) cabang Olahraga, jenis
Olahraga, atau gabungan organisasi cabang Olahraga
dari 1 (satu) jenis Olahraga yang merupakan anggota
federasi cabang Olahraga internasional.

Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok
orang, organisasi Masyarakat, dan/atau badan usaha
yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan
hukum.



BAB II
MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Maksud

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk :

a. memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan
Keolahragaan di Daerah;

b. mengefektifkan pengelolaan dan pelaksanaan
Keolahragaan di Daerah; dan

c. mengatur segala aspek olahraga agar dapat berjalan
secara teratur, terarah, dan memberikan manfaat
optimal bagi masyarakat.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini adalah :

a. memelihara dan meningkatkan kesehatan dan
kebugaran, Prestasi, kecerdasan, sportivitas, kompetitif,
dan disiplin;

b. mempererat dan membina persatuan dan kesatuan
untuk memupuk daya saing Daerah dalam kompetisi
Olahraga tingkat nasional; dan

c. mengatur manajemen keorganisasian Keolahragaan
Daerah.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4
Ruang lingkup Penyelenggaraan Keolahragaan meliputi:
Hak dan kewajiban Daerah;
Tugas, wewenang, dan tanggungjawab daerah;
Ruang lingkup Olahraga;
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga;
Pengelolaan Keolahragaan;
Kejuaraan Olahraga;
Pelaku Olahraga;
Prasarana dan Sarana Olahraga;
Industri Olahraga;
Pengembangan Ilmu Pengetahuan, teknologi dan
Informasi Keolahragaan;
Kerjasama dan Kemitraan
Pendanaan
Penghargaan dan jaminan sosial
Pengawasan
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BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN DAERAH

Pasal 5
(1) Pemerintah Daerah mempunyai hak mengarahkan,
membimbing, membantu, dan mengawasi
penyelenggaraan Keolahragaan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.



(2) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan
pelayanan dan  kemudahan  serta  menjamin
terselenggaranya kegiatan Keolahragaan bagi
masyarakat tanpa diskriminasi.

BAB IV
TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB DAERAH

Pasal 6
(1) Pemerintah Daerah mempunyai tugas:

a. menetapkan dan melaksanakan kebijakan
Keolahragaan di Daerah berdasarkan kebijakan
Keolahragaan; dan

b. mengoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi
pelaksanaan kebijakan Keolahragaan di Daerah
berdasarkan kebijakan Keolahragaan.

(2) Pemerintah Daerah melaksanakan kebijakan

Keolahragaan dengan mempertimbangkan potensi

Daerah dan kondisi Daerah.

Pasal 7

Pemerintah Daerah mempunyai wewenang:

a. melaksanakan desain besar Olahraga nasional di Daerah
dengan menetapkan desain Olahraga Daerah;

b. mengatur, membina, dan mengembangkan Keolahragaan
di Daerah; dan

c. mengoordinasikan, melaksanakan, mengawasi, dan
mengevaluasi penyelenggaraan Keolahragaan di Daerah.

Pasal 8
Tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (1) dan Pasal 7, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
Keolahragaan.

Pasal 9
Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk mewujudkan
tujuan penyelenggaraan Keolahragaan.

Pasal 10
Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, wewenang, dan
tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 diatur dalam
Peraturan Bupati.

BAB V
RUANG LINGKUP OLAHRAGA

Pasal 11
Ruang lingkup Olahraga meliputi kegiatan:
a. Olahraga pendidikan;
b. Olahraga Masyarakat; dan
c. Olahraga Prestasi.



(1)

(2)

(4)

(5)

(6)

(7)

(4)

Pasal 12
Olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 huruf a diselenggarakan untuk menanamkan
nilai nilai karakter dan memperoleh pengetahuan,
keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan guna
membangun gaya hidup sehat aktif sepanjang hayat.
Olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan, baik pada jalur pendidikan formal
melalui kegiatan intrakurikuler dan/atau
ekstrakurikuler, maupun nonformal melalui bentuk
kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan.
Olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 huruf b dapat dilaksanakan oleh Setiap Orang,
satuan pendidikan, lembaga, perkumpulan, atau
Organisasi Olahraga.
Pemerintah Daerah dan Masyarakat berkewajiban
menggali, mengembangkan, dan memajukan Olahraga
Masyarakat.
Olahraga Prestasi sebagiman dimaksud dalam pasal 11
huruf ¢ dimaksudkan sebagai upaya untuk
meningkatkan kemampuan dan potensi Olahragawan.
Olahraga Prestasi dilakukan oleh Setiap Orang yang
memiliki bakat, kemampuan, dan potensi untuk
mencapai Prestasi.
Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat berkewajiban
menyelenggarakan, mengawasi, kegiatan Olahraga
Prestasi dan mengendalikan.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 13
Pemerintah Daerah membina dan mengembangkan
Olahraga yang berbasis teknologi digital/elektronik
yang berorientasi pada kebugaran, kesehatan, dan
interaksi sosial untuk mendukung pengembangan
Industri Olahraga.
Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diselenggarakan dalam lingkup Olahraga Prestasi,
Olahraga pendidikan, dan Olahraga Masyarakat.
Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diselenggarakan dengan memperhatikan nilai
kemanusiaan, sosial, budaya, literasi fisik, keamanan,
norma kepatutan dan kesusilaan, serta sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Untuk menjamin keselamatan dan kesehatan
Olahragawan pada setiap kegiatan pelatihan dan
penyelenggaraan kompetisi, pembina atau
penyelenggara kegiatan wajib menyediakan tenaga
kesehatan sesuai dengan kebutuhan Olahraga Prestasi.

Pasal 14
Pembinaan dan pengembangan Olahraga dilaksanakan
sebagai bagian integral dari pembangunan Daerah, yang
bertujuan:
a. membentuk karakter;



b. memberikan pengetahuan dasar berolahraga;

c. meningkatkan derajat kebugaran dan kesehatan;
dan

d. menciptakan kebiasaan gaya hidup sehat dan aktif
sepanjang hayat.

(2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi Peolahraga,
ketenagaan, pengorganisasian, pendanaan, metode,
prasarana dan sarana, serta Penghargaan Olahraga.

(3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga dilakukan
melalui:

a. tahap pengenalan, pemantauan, pemanduan,
pengembangan bakat secara berkelanjutan, dan
peningkatan Prestasi secara sistematis.

b. jalur keluarga, jalur pendidikan, dan jalur
Masyarakat yang berbasis pada pengembangan
Olahraga untuk semua orang yang berlangsung
sepanjang hayat.

Pasal 15

(1) Masyarakat dapat melakukan pembinaan dan
pengembangan Olahraga melalui berbagai kegiatan
Keolahragaan secara aktif baik yang dilaksanakan atas
dorongan Pemerintah Daerah maupun atas prakarsa
sendiri.

(2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga oleh
Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh perkumpulan Olahraga di lingkungan
Masyarakat setempat.

(3) Masyarakat dalam melakukan pembinaan dan
pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) dapat membentuk organisasi
cabang Olahraga yang tidak bertentangan dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16
Perangkat Daerah maupun swasta  berkewajiban
menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan Olahraga
secara berkala dan berkelanjutan bagi karyawannya untuk
meningkatkan pemulihan, kesehatan, kebugaran,
kesejahteraan mental, relasi sosial, serta kualitas dan
produktivitas kerja sesuai dengan kondisi masing-masing.

Bagian Kedua
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan

Pasal 17

(1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan
dilakukan oleh tingkat satuan pendidikan.

(2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga pendidikan
dilaksanakan dan diarahkan sebagai satu kesatuan
yang sistemis dan berkesinambungan dengan sistem
pendidikan nasional.

(3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga pendidikan
dilaksanakan melalui pembelajaran yang dilakukan
oleh guru pendidikan jasmani dan Olahraga yang
memenuhi kualifikasi dan kompetensi serta didukung
oleh ketersediaan sumber belajar, Prasarana Olahraga,



dan Sarana Olahraga dengan mempertimbangkan
kemampuan Daerah.

(4) Pembinaan dan pengembangan Olahraga pendidikan
pada semua jenjang pendidikan berpedoman pada
kurikulum nasional yang dilengkapi dengan program
ekstrakurikuler.

(5) Pembinaan dan pengembangan Olahraga pendidikan
dilaksanakan  dengan  memperhatikan  potensi,
kemampuan, minat, dan bakat peserta didik secara
menyeluruh, baik melalui kegiatan intrakurikuler
maupun ekstrakurikuler.

(6) Pembinaan dan pengembangan Olahraga pendidikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara
teratur, bertahap, dan berkesinambungan dengan
memperhatikan taraf pertumbuhan dan perkembangan
peserta didik.

(7)  Untuk menumbuhkembangkan Prestasi Olahraga di
lembaga pendidikan, pada setiap jalur pendidikan dapat
dibentuk unit kegiatan Olahraga, klub Olahraga, kelas
Olahraga, pusat pembinaan dan pelatihan, sekolah
Olahraga, serta diselenggarakannya kompetisi Olahraga
yang berjenjang dan berkelanjutan.

(8) Unit kegiatan Olahraga, klub Olahraga, kelas Olahraga
pusat pembinaan dan pelatihan, atau sekolah Olahraga
dapat membentuk klub olahraga yang terdaftar di klub.

(9) Unit kegiatan Olahraga, klub Olahraga, kelas Olahraga,
pusat pembinaan dan pelatihan, atau sekolah Olahraga
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) didampingi pelatih
Olahraga yang memiliki sertifikat kompetensi dari
Induk Organisasi Cabang Olahraga.

(10) Pembinaan dan pengembangan Olahraga pendidikan
dapat menerapkan pendekatan pembelajaran berbasis
Olahraga, modifikasi Olahraga, dan/atau pendekatan
berbasis gerak dengan memanfaatkan aneka
permainan, Olahraga tradisional, dan kegiatan di alam
terbuka.

(11) Pembinaan dan pengembangan Olahraga pendidikan
bagi semua peserta didik wajib melaksanakan evaluasi
belajar  terkait literasi fisik yang mencakup
pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan sikap.

(12) Peserta didik yang melaksanakan dan mengembangkan
minat dan bakat Olahraga untuk Prestasi wajib diberi
layanan pendidikan sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Ketiga
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Masyarakat

Pasal 18

(1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat
dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau
Masyarakat dengan membangun dan memanfaatkan
potensi sumber daya, Prasarana Olahraga, dan Sarana
Olahraga Masyarakat.

(2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat
merupakan bagian integral dari pembangunan di
bidang kesehatan.

(3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat
dilaksanakan dan diarahkan untuk memassalkan



(4)

(6)

(1)

(S)

(6)

Olahraga sebagai upaya mengembangkan kesadaran
Masyarakat dalam meningkatkan kesehatan,
kebugaran, kegembiraan, dan hubungan sosial.

Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat
yang bersifat tradisional dilakukan dengan menggali,
mengembangkan, melestarikan, dan memanfaatkan
Olahraga tradisional yang ada dalam Masyarakat.
Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat
dilaksanakan berbasis Masyarakat dengan
memperhatikan prinsip mudah, murah, menarik,
manfaat, dan massal.

Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat
dilaksanakan sebagai upaya menumbuhkembangkan
sentra-sentra dan mengaktifkan perkumpulan Olahraga
dalam Masyarakat, meningkatkan pariwisata Olahraga,
dan menyelenggarakan festival Olahraga Masyarakat
yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat
Daerah, nasional, dan internasional.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai
dengan ayat (6) dilaksanakan dengan berorientasi pada
wawasan lingkungan hidup.

Bagian Keempat
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi

Pasal 19
Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi
dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai Prestasi
Olahraga pada tingkat Daerah, nasional, dan
internasional.
Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
Induk Organisasi Cabang Olahraga tingkat Daerah.
Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dilakukan oleh pelatih yang memiliki kualifikasi dan
sertifikat kompetensi yang dapat dibantu oleh Tenaga
Keolahragaan lain dengan  pendekatan  ilmu
pengetahuan teknologi dan sport science.
Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi selain
dilaksanakan melalui jalur klub, sentra pembinaan
Olahraga, instansi pemerintah/Tentara Nasional
Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/
atau swasta.
Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan
ayat (4) dilaksanakan dengan memberdayakan
perkumpulan Olahraga, menumbuhkembangkan
sentra pembinaan Olahraga Daerah, serta
menyelenggarakan kompetisi secara berjenjang dan
berkelanjutan.
Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi
dilaksanakan dengan melakukan pendataan atlit,
pelatih, pegiat olahraga yang terdaftar dalam data
olahraga daerah, berupa nomor induk atlit dan nomor
induk pelatih.
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Bagian Kelima
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Amatir

Pasal 20
Pembinaan dan  pengembangan = Olahraga = Amatir
dilaksanakan dan diarahkan sesuai dengan ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal
19.

Bagian Keenam
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Profesional

Pasal 21

(1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Profesional

dilaksanakan dan diarahkan untuk:

a. terciptanya Prestasi Olahraga;

b. berkembangnya karier Olahragawan,;

c. terciptanya lapangan kerja dan usaha;
d. meningkatnya sumber pendapatan; dan
e. berkembangnya Industri Olahraga.

(2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Profesional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
Induk Organisasi Cabang Olahraga dan/atau
Organisasi Olahraga Profesional.

(3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Profesional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dilakukan dengan pendekatan ekonomi dan bisnis
secara beretika.

Bagian Ketujuh
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Penyandang
Disabilitas

Pasal 22

(1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang
Disabilitas dilaksanakan dan diarahkan sebagai upaya
mewujudkan kesetaraan berolahraga untuk
meningkatkan rasa percaya diri, kesehatan, kebugaran,
dan Prestasi Olahraga.

(2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang
Disabilitas dilaksanakan oleh komite paralimpiade
Indonesia, organisasi Olahraga Penyandang Disabilitas,
dan/atau Induk Organisasi Cabang Olahraga melalui
pengembangan kapasitas organisasi, kegiatan
pendidikan dan pelatihan, serta kompetisi yang
berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat Daerah,
nasional, dan internasional.

(3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang
Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
dilaksanakan di unit layanan disabilitas.

(4) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang
Disabilitas diselenggarakan dalam lingkup Olahraga
pendidikan, Olahraga Masyarakat, dan Olahraga
Prestasi berdasarkan jenis Olahraga sesuai dengan
kondisi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau
sensorik.
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(5) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang
Disabilitas dilaksanakan oleh komite paralimpiade
Indonesia, organisasi Olahraga Penyandang Disabilitas,
dan/atau Induk Organisasi Cabang Olahraga di tingkat
daerah dengan menekankan peningkatan kemampuan
manajerial melalui pendidikan dan pelatihan secara
berkelanjutan.

(6) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang
Disabilitas menerapkan model pembinaan Olahraga
Prestasi untuk Olahragawan nondisabilitas dengan
menyesuaikan klasifikasi disabilitas fisik, intelektual,
mental, dan/atau sensorik.

Pasal 23
Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan
pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 sampai dengan Pasal 22 diatur dalam Peraturan
Bupati.

BAB VII
PENGELOLAAN KEOLAHRAGAAN

Pasal 24

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan perencanaan,
pembinaan, pengembangan, penerapan standardisasi,
dan penggalangan sumber daya Keolahragaan yang
berbasis keunggulan lokal sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2) Pemerintah Daerah mengelola paling sedikit 2 (dua)
cabang Olahraga unggulan yang bertaraf nasional
dan/atau internasional.

Pasal 25

(1) Untuk  kepastian hukum  perlindungan  bagi
Olahragawan dan Pelaku Olahraga dalam peningkatan
Prestasi, Masyarakat membentuk 1 (satu) Induk
Organisasi Cabang Olahraga.

(2) Induk Organisasi Cabang Olahraga sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk cabang
Organisasi Olahraga di Daerah.

(3) Induk Organisasi Cabang Olahraga sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri dan dikelola
secara profesional oleh pengurus yang memiliki
kompetensi Keolahragaan.

(4) Induk Organisasi Cabang Olahraga sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan
pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan Olahraga.

(5) Induk Organisasi Cabang Olahraga sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang
merumuskan dan menetapkan model pengelolaan,
penyelenggaraan pembinaan, dan pengembangan
Olahraga.

(6) Pemerintah Daerah memberikan hibah kepada Induk
Organisasi Cabang Olahraga yang bersumber dari
anggaran pendapatan dan belanja Daerah yang prioritas
cabang olahraganya ditetapkan dalam Desain Olahraga
Daerah.

(7) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan
sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
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(8)

9)

(1)

(2)

(3)

(3)

(4)

Mekanisme hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pemberian hibah kepada Induk Organisasi Cabang
Olahraga yang bersumber dari anggaran pendapatan
dan belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(6) berpedoman pada jumlah tahun sebelumnya dan
jumlah atlit dan pelatih yang terdaftar dalam data
olahraga daerah, berupa nomor induk atlit dan nomor
induk pelatih.

Pasal 26
Pengelolaan Olahraga di Daerah dilakukan oleh
Pemerintah Daerah dengan dibantu oleh komite
Olahraga nasional di Daerah.
Komite Olahraga nasional di Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Induk Organisasi
Cabang Olahraga di Daerah.
Komite Olahraga nasional di Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri dan dikelola
secara profesional oleh pengurus yang memiliki
kompetensi Keolahragaan.
Pengorganisasian komite Olahraga nasional di Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh
Masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan
Keolahragaan diatur lebih lanjut dalam Peraturan
Bupati.

BAB VIII
KEJUARAAN OLAHRAGA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 27

Setiap penyelenggaraan kejuaraan Olahraga yang
dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau
Masyarakat wajib memperhatikan tujuan Keolahragaan
penyelenggaraan Keolahragaan.
Penyelenggaraan kejuaraan Olahraga sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. kejuaraan Olahraga tingkat Daerah; dan
b. pekan Olahraga Daerah.
Penyelenggaraan kejuaraan Olahraga sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip
efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.
Penyelenggaraan kejuaraan Olahraga sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
memasyarakatkan Olahraga;
menjaring bibit Olahragawan potensial;
meningkatkan kesehatan dan kebugaran;
meningkatkan Prestasi Olahraga;
memelihara persatuan dan kesatuan bangsa;
meningkatkan ketahanan nasional,
meningkatkan harkat dan martabat bangsa;
. mewujudkan rasa saling menghormati keberagaman

antarbangsa; dan

SR 0 R0 o
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i. mewujudkan persahabatan dan perdamaian.

Pasal 28

(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap
pelaksanaan penyelenggaraan pekan Olahraga Daerah.

(2) Induk  Organisasi Cabang  Olahraga  Daerah
bertanggung jawab terhadap pelaksanaan
penyelenggaraan kejuaraan Olahraga sebagaimana
dimksud dalam pasal 27 ayat (2) huruf a.

(3) Organisasi Olahraga Penyandang Disabilitas Daerah
bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pekan
Olahraga Penyandang Disabilitas.

Pasal 29
Penyelenggara kejuaraan Olahraga wajib memenuhi
persyaratan teknis kecabangan, kesehatan, keselamatan,
ketentuan Daerah setempat, keamanan, ketertiban umum,
dan kepentingan publik.

Pasal 30
Penyelenggara kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 29 dikenai pajak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 31

(1) Penyelenggara kejuaraan Olahraga yang mendatangkan
langsung massa penonton wajib mendapatkan
rekomendasi dari Induk Organisasi Cabang Olahraga
yang Dbersangkutan dan memenuhi ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2) Penyelenggara kejuaraan Olahraga sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki penanggung
jawab kegiatan.

(3) Penyelenggara kejuaraan Olahraga wajib
memperhatikan hak penonton dalam setiap kejuaraan
Olahraga.

(4) Hak penonton sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
meliputi:

a. mengekspresikan dukungan, semangat, dan

motivasi di dalam kejuaraan Olahraga;
b. memperoleh fasilitas yang sesuai dengan nilai tiket
masuk; dan
c. mendapatkan jaminan keselamatan dan keamanan.
(5) Setiap penonton dalam kejuaraan Olahraga wajib
memperhatikan nilai sportivitas, kemanusiaan, sosial,
budaya, norma kepatutan dan kesusilaan, dan
menjaga, menaati, dan/atau mematuhi ketentuan yang
dipersyaratkan oleh penyelenggara kejuaraan Olahraga
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
mengatur mengenai ketertiban dan keamanan.

Pasal 32
(1) Dalam penyelenggaraan kejuaraan Olahraga terdapat
Suporter Olahraga yang berperan aktif memberikan
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(2)

(3)

semangat, motivasi, dan dukungan baik di dalam
maupun di luar pertandingan Olahraga.

Suporter Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
membentuk organisasi atau badan hukum Suporter
Olahraga dengan mendapat rekomendasi dari klub atau
Induk Organisasi Cabang Olahraga.

Organisasi atau badan hukum Suporter Olahraga
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memailiki anggaran
dasar/anggaran rumah tangga dan anggota yang
terdaftar.

Pengurus organisasi atau badan hukum Suporter
Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
bertanggung jawab melakukan pengelolaan anggotanya.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab Pemerintah
Daerah dan Induk Organisasi Cabang Olahraga, persyaratan
penyelenggaraan kejuaraan Olahraga, penonton, dan
Suporter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29,
Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 diatur dalam Peraturan
Bupati.

(1)

BAB IX
PELAKU OLAHRAGA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 34

Setiap orang sesuai kegemaran dan/atau keahliannya

dan persyaratan dapat menjadi:

a. Olahragawan amatir; atau

b. Olahragawan profesional.

Olahragawan amatir sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a mempunyai hak untuk:

a. meningkatkan Prestasi melalui klub dan/atau
perkumpulan Olahraga;

b. mendapatkan pembinaan dan pengembangan sesuai
cabang Olahraga yang diminati;

c. mengikuti kejuaraan Olahraga pada semua
tingkatan setelah melalui seleksi dan/atau
kompetisi;

d. memperoleh prioritas mengikuti kegiatan Olahraga
tingkat Daerah, nasional, dan/atau internasional;
dan

e. beralih status menjadi Olahragawan profesional.

Olahragawan profesional sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b mempunyai hak untuk:

a. didampingi manajer, pelatih, tenaga medis, psikolog,
dan penasihat hukum;

b. mengikuti kejuaraan pada semua tingkatan sesuai
persyaratan yang ditentukan dalam kejuaraan
bersangkutan;

c. mendapatkan pembinaan dan pengembangan dari
Induk Organisasi Cabang Olahraga profesional; dan

d. mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Daerah
dan/atau Masyarakat.
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(1)

(2)

(3)

(1)

(S)

Bagian Kedua
Pembina Olahraga

Pasal 35

Pembina Olahraga meliputi pembina perkumpulan,

induk organisasi, atau lembaga Olahraga tingkat

Daerah yang dipilih dan/atau ditunjuk menjadi

pengurus, memiliki tugas membina dan

mengembangkan Olahraga sesuai tanggung jawabnya.

Pembina Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), berhak memperoleh peningkatan pengetahuan,

keterampilan, penghargaan, dan bantuan hukum dari

Pemerintah Daerah, Organisasi Olahraga atau

Masyarakat.

Pembina Olahraga berkewajiban:

a. melaksanakan pembinaan dan pengembangan
terhadap Organisasi Olahraga, Olahragawan, Tenaga
Keolahragaan, dan pendanaan Keolahragaan; dan

b. melaksanakan pembinaan dan pengembangan
Olahraga sesuai dengan prinsip penyelenggaraan
Keolahragaan.

Bagian Ketiga
Tenaga Keolahragaan

Pasal 36

Tenaga Keolahragaan terdiri atas pelatih, guru/dosen,
wasit, juri, manajer, promotor, administrator,
pemandu, penyuluh, instruktur, tenaga medis dan
para medis, ahli gizi, ahli biomekanika, psikolog, atau
sebutan lain yang sesuai kekhususannya serta
berpartisipasi dalam menyelenggarakan kegiatan
Olahraga.
Tenaga Keolahragaan yang bertugas dalam setiap
Organisasi Olahraga dan/atau lembaga Olahraga wajib
memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi yang
dikeluarkan oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga
bersangkutan dan/atau lembaga sertifikasi
kompetensi Tenaga Keolahragaan lainnya.
Tenaga Keolahragaan bertugas menyelenggarakan atau
melakukan kegiatan Keolahragaan sesuai dengan
bidang keahlian dan/atau kewenangan Tenaga
Keolahragaan yang bersangkutan.
Pengadaan Tenaga  Keolahragaan  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui
pendidikan dan/atau pelatihan oleh lembaga khusus
yang berkompeten sesuai dengan bidangnya.
Dalam melaksanakan tugas, tenaga keolahragaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak:
a. pembinaan, pengembangan, dan peningkatan

keterampilan melalui pelatihan; dan
b. pengembangan karier, pelayanan kesejahteraan,

bantuan hukum, dan/atau penghargaan.

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaku olahraga
sebagaimana dimaksud dalam pasal 34, pasal 36, dan pasal
37 diatur dalam Peraturan Bupati.
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(1)

(5)

(1)

BAB X
PRASARANA DAN SARANA OLAAHRAGA

Pasal 38
Pemerintah Daerah dan Masyarakat bertanggung
jawab atas perencanaan, pengadaan, pemanfaatan,
pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga.
Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan, mengelola,
dan memelihara Prasarana Olahraga dan Sarana
Olahraga serta ruang terbuka sesuai dengan
kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Jumlah dan jenis Prasarana Olahraga yang dibangun
wajib  mempertimbangkan  untuk = kepentingan
Olahraga pendidikan, Olahraga Masyarakat, dan
Olahraga Prestasi dilengkapi kemudahan akses bagi
penyandang disabilitas dengan memperhatikan prinsip
pembangunan berkelanjutan.
Badan usaha yang Dbergerak dalam bidang
pembangunan perumahan dan permukiman
berkewajiban menyediakan Prasarana Olahraga
sebagai fasilitas umum dengan standar dan kebutuhan
yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
Badan usaha yang bergerak dalam bidang
pembangunan perumahan dan permukiman
berkewajiban menyediakan Prasarana Olahraga
sebagai fasilitas umum dengan standar dan kebutuhan
yang ditetapkan oleh pemerintah pusat yang
selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah
sebagai aset/milik Pemerintah Daerah.
Setiap orang dilarang meniadakan dan/atau
mengalihfungsikan Prasarana Olahraga yang telah
menjadi aset/milik Pemerintah Daerah tanpa
rekomendasi Bupati dan tanpa izin atau persetujuan
dari yang berwenang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 39
Pemerintah Daerah menyediakan prasarana Olahraga
untuk kepentingan kegiatan Olahraga di Daerah paling
sedikit:
a. gelanggang remaja;
b. sentra pembinaan dan pengembangan Olahraga
Prestasi;
gelanggang Olahraga;
pusat pelatihan Olahraga;
lapangan terbuka Olahraga;
tempat Olahraga untuk Penyandang Disabilitas;
dan
g. prasarana Olahraga tertentu.
Penyediaan  prasarana Olahraga  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dapat bekerja sama dengan
pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya dan Pelaku
Usaha.
Lokasi prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), sesuai rencana tata ruang wilayah,
rencana detail tata ruang, dan peraturan zonasi.

thd QO
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(1)

(2)

(4)

(4)

Pasal 40
Setiap penggunaan dan/atau pemanfaatan prasarana
dan sarana Keolahragaan milik Pemerintah Daerah
dikenakan retribusi.
Jenis pelayanan yang dikenakan retribusi daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada
seluruh prasarana dan sarana keolahragaan milik
Pemerintah Daerah yang ditetapkan dalam ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Besaran retribusi penggunaan dan/atau pemanfaatan
prasarana dan sarana Keolahragaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang mengatur
retribusi Daerah.
Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan
Prasarana dan Sarana Olahraga diatur dalam
Peraturan Bupati.

BAB XI
INDUSTRI OLAHRAGA

Pasal 41
Setiap pelaksanaan Industri Olahraga yang dilakukan
oleh Pemerintah Daerah dan/atau Organisasi Olahraga,
Pelaku Usaha, dan Masyarakat, harus memperhatikan
tujuan Keolahragaan dan dilaksanakan sesuai prinsip
penyelenggaraan keolahragaan.
Industri Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dapat berbentuk prasarana dan/atau sarana Olahraga
yang disediakan dan/atau diproduksi.
Selain dalam bentuk prasarana dan/atau sarana
Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat
berbentuk jasa penjualan kegiatan cabang Olahraga
sebagai produk utama yang dikemas secara profesional,
antara lain meliputi:
a. kejuaraan Daerah dan/atau nasional dan/atau
internasional;
b. pekan Olahraga Daerah, nasional, dan internasional,
c. promosi, pameran, dan festival Olahraga; dan
d. keagenan, layanan informasi, dan konsultasi
Keolahragaan.
Penyelenggaraan Industri Olahraga dapat menjadi
pendukung kesejahteraan masyarakat.

Pasal 42

Pelaku Usaha yang melakukan usaha Industri Olahraga
dapat bermitra dengan Pemerintah Daerah, Organisasi
Olahraga, dan/atau organisasi lain dalam negeri
maupun luar negeri.

Pelaku Usaha yang melakukan usaha Industri Olahraga
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
mendapatkan izin dari Bupati dan  harus
memperhatikan kesejahteraan pelaku Olahraga dan
kemajuan Olahraga.

Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif
pengurangan pajak Daerah untuk pelaku usaha yang
berdomisili di Daerah yang berpartisipasi aktif dalam
memajukan Prestasi Olahraga di Daerah.
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Pasal 43

(1) Pembinaan dan pengembangan Industri Olahraga
dilaksanakan melalui kemitraan yang  saling
menguntungkan agar terwujud kegiatan Olahraga yang
mandiri dan profesional.

(2) Pemerintah Daerah memberikan pembinaan dan
kemudahan pembentukan sentra industri Olahraga
yang dilakukan Pelaku Usaha, Organisasi Olahraga,
dan Masyarakat.

BAB XII
PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI
DAN INFORMASI KEOLAHRAGAAN

Pasal 44
(1) Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat melakukan
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
Keolahragaan secara berkelanjutan untuk memajukan

Keolahragaan.
(2) Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat
memberdayakan lembaga penelitian dan

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
Keolahragaan yang bermanfaat untuk memajukan
Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan.

(3) Hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disosialisasikan dan diterapkan untuk kemajuan
Olahraga.

Pasal 45

(1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan data untuk
mendukung sistem data Keolahragaan Nasional.

(2) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan dan
penyebarluasan informasi kepada Masyarakat untuk
kepentingan Pembinaan dan Pengembangan
Keolahragaan.

(3) Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan dan
kemampuan yang dimiliki dapat mengembangkan dan
mengelola informasi Keolahragaan Nasional sesuai
dengan kemampuan dan kondisi Daerah.

BAB XIII
KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 46

(1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerja sama
dalam penyelenggaraan Keolahragaan.

(2) Bentuk kerja sama Pemerintah Daerah dalam
penyelenggaraan keolahragaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi:

penyediaan Prasarana Olahraga;

penyediaan sarana Olahraga;

penyelenggaraan kegiatan Olahraga;

pendidikan dan pelatihan;

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Olahraga;

penyusunan standar kompetensi khusus;

>0 T

=
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(3)

(2)

(1)

(1)

g. penyelenggaraan sertifikasi  khusus tenaga
Keolahragaan; dan/atau

h. perizinan.

Kerja sama Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 47

Pemerintah Daerah dapat membentuk kemitraan
dengan Organisasi Olahraga, Pelaku Usaha, perguruan
tinggi, dan/atau lembaga lain dalam rangka
penyelenggaraan Keolahragaan.
Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan melalui:
a. penyediaan dana kegiatan Olahraga;
b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
c. penyediaan dan pengembangan prasarana dan

sarana; dan
d. kemitraan lain sesuai kesepakatan.
Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan
perundang- undangan.

BAB XIV
PENDANAAN

Pasal 48
Sumber  pendanaan = Keolahragaan  ditentukan
berdasarkan prinsip kecukupan dan keberlanjutan.
Perencanaan pendanaan Keolahragaan didasarkan
atas kebutuhan, program, dan capaian yang
diharapkan.
Sumber pendanaan Keolahragaan dapat diperoleh dari:
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
Masyarakat;
kerja sama;
sumbangan badan usaha;
hasil usaha Industri Olahraga; dan/atau
sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

mo a0 o

Pasal 49

Pengelolaan dana Keolahragaan dilakukan
berdasarkan pada prinsip keadilan, efektif, efisiensi,
transparansi, dan akuntabilitas publik.

Dana Keolahragaan yang dialokasikan dari Pemerintah
Daerah, badan usaha, dan Masyarakat diberikan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

BAB XV
PENGHARGAAN DAN JAMINAN SOSIAL

Pasal 50
Setiap Pelaku Olahraga, Organisasi Olahraga, lembaga
Pemerintah Daerah/swasta, dan perseorangan yang
berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan
Olahraga diberi penghargaan.
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(2)

(3)

(2)

(4)

Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan oleh Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik
Daerah, swasta melalui dana tanggung jawab sosial
perusahaan, Organisasi Olahraga, organisasi lain,
dan/atau perseorangan.

Penghargaan dapat berbentuk pemberian kemudahan,
beasiswa, asuransi, pekerjaan, kenaikan pangkat luar
biasa, tanda kehormatan, warga kehormatan,
kesejahteraan, atau penghargaan lain yang bermanfaat
bagi penerima penghargaan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Badan Usaha Milik Daerah dan badan layanan usaha
Daerah wajib mempekerjakan atlet dan pelatih yang
berprestasi sesuai dengan kriteria yang ditentukan
Pemerintah Daerah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan Olahraga
diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 51
Olahragawan dan Pelaku Olahraga diberikan
perlindungan jaminan sosial.
Perlindungan jaminan sosial sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) merupakan bagian dari Sistem Jaminan
Sosial Nasional yang dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
PENGAWASAN

Pasal 52
Pemerintah Daerah dan Masyarakat melakukan
pengawasan atas penyelenggaraan Keolahragaan.
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan prinsip transparansi dan
akuntabilitas.
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) dilakukan melalui:
a. pengendalian internal;
b. koordinasi;
c. pelaporan;
d. monitoring; dan
e. evaluasi.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat
(3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP
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Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal

BUPATI PAMEKASAN
ttd

Nama

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,

ttd
Nama

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2025 NOMOR

22



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

I. UMUM
Kehidupan berbangsa dan bernegara yang bermanfaat bagi pembangunan
yang berkeadilan dan demokratis merupakan wujud tercapainya tujuan
negara dalam kegiatan mengisi kemerdekaan dan memajukan kesejahteraan
umum. Upaya pembangunan harus dilandasi dengan wawasan kesehatan
dalam arti pembangunan nasional harus memperhatikan kesehatan
masyarakat yang merupakan tanggung jawab semua pihak baik Pemerintah
maupun masyarakat. Salah satu bentuk mencerdaskan kehidupan bangsa
ialah melalui pembangunan nasional di bidang keolahragaan. Pembangunan
di bidang keolahragaan memiliki implikasi yang lebih dalam daripada sekadar
prestasi atletik, ini juga merupakan sarana untuk meningkatkan kualitas
hidup masyarakat secara keseluruhan.
Salah satu kunci keberhasilan dalam menggali potensi masyarakat melalui
keolahragaan adalah adanya kerjasama yang kuat antara berbagai pemangku
kepentingan (stakeholder) di daerah. Pemerintah daerah, institusi pendidikan,
organisasi olahraga, dan masyarakat harus bekerja sama untuk
mengembangkan program-program olahraga yang efektif. Ini akan membantu
menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan bakat-bakat lokal,
memberdayakan generasi muda, dan mempromosikan prinsip-prinsip positif
seperti kesehatan dan disiplin.
Dasar hukum atau peraturan yang mengatur secara khusus terkait kegiatan
penyelenggaraan keolahragaan di Indonesia saat ini ialah Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, yang mana peraturan
perundang-undangan tersebut mengatur secara nasional atau umum. Sesuai
dengan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022
tentang Keolahragaan, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk
menetapkan desain olahraga di Daerah. Belum adanya peraturan Daerah
yang secara khusus mengatur tentang penyelenggaraan keolahragaan di
Daerah menjadi salah satu alasan penyebab pelaksanaannya belum
terlaksana dengan maksimal. Kegiatan pembangunan di bidang keolahragaan
pun tidak maksimal disebabkan belum terpenuhinya sumber daya manusia
keolahragaan, prasarana dan sarana, sumber pendanaan, serta masih belum
maksimalnya pengembangan dan pembangunan sistem keolahragaan.
Dengan adanya pertimbangan untuk meningkatkan pembangunan di bidang
keolahragaan melalui penyelenggaraan keolahragaan yang maksimal, maka
Kabupaten Pamekasan perlu sebuah peraturan Daerah tentang
Penyelenggaraan Keolahragaan yang akan memberikan kepastian hukum
mengenai pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan keolahragaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2

Cukup jelas.
Pasal 3

Cukup jelas.
Pasal 4

Cukup jelas
Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.
23



Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat (5)

Cukup jelas.
Ayat (6)

Cukup jelas.
Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Olahraga berbasis teknologi"

adalah

Olahraga bersifat kompetitif dan interaktif yang menggunakan
perantara perangkat dan/atau peralatan memanfaatkan inovasi

teknologi elektronik.

Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat (5)

Cukup jelas.
Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat (5)

Cukup jelas.
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Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "perkumpulan Olahraga" antara lain adalah
klub, perserikatan, liga, dan persatuan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.
Ayat (10)
Cukup jelas
Ayat (11)
Cukup jelas.
Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
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Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan
Disabilitas", antara lain, adalah:

Special Olympic of Indonesia (Soina);

Persatuan Olahraga Tuna Rungu Indonesia (Porturin);
Persatuan Tuna Netra Indonesia (Portuni); dan

Organisasi Olahraga fungsional lainnya, baik yang bernaung di

aao o

organisasi Olahraga

Penyandang

bawah komite paralimpiade Indonesia maupun di luar komite
paralimpiade Indonesia sebagai badan Olahraga fungsional

penyandang disabilitas.

Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 25
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
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Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.
Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.
Pasal 29

Yang dimaksud dengan "teknis kecabangan" adalah hal teknis terkait
karakteristik dan peraturan pertandingan/perlombaan suatu cabang

Olahraga.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.
Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.
Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.
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Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 35
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 36
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.
Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 39
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 40
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 41
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)
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Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 42
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 43
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 44
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 45
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 46
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 47
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 48
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 49
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 50
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
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Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 51
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 52
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN NOMOR
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	Pembentukan peraturan perundang-undangan, setidaknya ada beberapa pegangan yang harus dikembangkan guna memahami asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (algemene beginselen van behorlijke regelgeving) secara benar meliputi: Perta...
	a. Asas kejelasan tujuan adalah bahwa setiap pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
	b. Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan ...
	c. Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis Peraturan Perundang-undangannya;
	d. Asas dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut, baik secara filosofii, yuridis, maupun sosiologis.
	1) Aspek Filosofis adalah terkait dengan nilai-nilai etika dan moral yang berlaku di masyarakat. Peraturan Daerah yang mempunyai tingkat kepekaan yang tinggi dibentuk berdasarkan semua nilai-nilai yang baik yang ada dalam masyarakat;
	2) Aspek Yuridis adalah terkait landasan hukum yang menjadi dasar kewenangan pembuatan Peraturan Daerah.
	3) Aspek Sosiologis adalah terkait dengan bagaimana Peraturan Daerah yang disusun tersebut dapat dipahami oleh masyarakat, sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat yang bersangkutan.
	e. Asas hasil guna dan daya guna adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
	f. Asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan. Sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehi...
	g. Asas keterbukaan adalah bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya unt...
	h. Asas materi muatan adalah materi muatan peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus mengandung asas-asas sebagai berikut:
	1) Asas Pengayoman adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan pelindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat;
	2) Asas Kemanusiaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan pelindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional;
	3) Asas Kebangsaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
	4) Asas Kekeluargaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;
	5) Asas Kenusantaraan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum...
	6) Asas Bhinneka Tunggal Ika adalah bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
	7) Asas Keadilan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara;
	8) Asas Kesamaan Kedudukan Dalam Hukum dan Pemerintahan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau st...
	9) Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum;
	10) Asas Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat, kepentingan bangsa dan negara;
	Sudikno Mertokusumo, asas-asas hukum peraturan perundang-undangan tersebut sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dapat dikelompokan menjadi 2 (dua) yakni Pertama, asas yang berkaitan dengan pembentu...
	Asas-asas hukum tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, harus juga mentaati asas-asas umum penyelenggaraan Negara, yang meliputi:
	1. Asas kepastian hukum, yaitu asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.
	2. Asas tertib penyelenggaraan Negara, yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara Negara.
	3. Asas kepentingan umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
	4. Asas keterbukaan yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memeperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan...
	5. Asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara Negara.
	6. Asas profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
	7. Asas akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan keten...
	Asas-asas yang menjadi acuan pokok dalam rencangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan adalah:
	1. Pelaksanaan Penyelenggaraan Keolahragaan diselenggarakan secara terpadu. Keterpaduan sebagaimana dimaksud dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
	2. Penyelenggaraan Keolahragaan adalah tanggung jawab pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
	3. Pengaturan dalam peraturan daerah ini dilandasi oleh asas kemanfaatan, keselamatan, keseimbangan, kepastian hukum terselenggaranya penyelenggaraan keolahragaan, menciptakan lingkungan yang sehat bagi masyarakat.
	Nilai-nilai/prinsip dasar yang harus dijunjung tinggi oleh peraturan daerah tentang Penyelnggaraan Keolahragaan meliputi:
	1. Prinsip adil/tidak diskriminatif. Berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua objek penyelenggaraan keolahragaan dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun.
	2. Prinsip akuntabilitas. Berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan ke...
	3. Prinsip efisiensi. Berarti harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggung jawabkan.
	4. Prinsip efektif. Berarti dalam pelaksanaan anggaran belanja negara harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan pemerintah.
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